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Studi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2024.
   Perlindungan hukum pekerja alih daya dalam hal terjadinya  pergantiaan
perusahaan alih daya. Peneliti ini membahas tentang perlindungaan hukum
pekerja alih daya dalam hal terjadi pergantiaan perusahaan alih daya.
Dengan diundangkannya UU Cipta Kerja belum juga menjamin terjadinya
kesetaraan kedudukan antara pekerja alih  daya dengan pengusahaan alih
daya maupun perusahaan pengguna jasa alih daya. Justru perubahan yang
terjadi bukan pada penguatan melainkan semakin melemahkan
perlindungan hukum pekerja alih daya. Bahwa UU Cipta Kerja dan PP 35
Tahun 2021 mengubah dan menghilangkan konsep serta sistem alih daya
Pasal 64 UU Ketenagakerjaan, sehingga skema yang dibentuk oleh
Mahkamah Konstitusi yaitu dengan sistem TUPE. Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan normatif, dengan menganalisis subtansi
peraturan perundang-undangan terhadap materi permasalahan.
   Hasil penelitian Pasca terbitnya UU Cipta Kerja, Pemerintah menyatakan
tidak ada perlindungan hukum bagi pekerja atau pekerja alih daya.
Mengenai pengaturan sistem alih daya atau outsourcing sebelumnya diatur
dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 UUK dimana Pasal 64 dan Pasal 65
UU Hak Cipta Kerja. Bahwa dalam hal Perusahaan alih daya
mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan Perjanjiajian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) maka perjanjian tersebut harus mensyaratkan pengalihan
perlindungan hak bagi pekerja/buruh dalam hal terjadi pergantian
Perusahaan alih daya sepanjang obyek pekerjaanya masih ada, perlindungan
hukum tersebut menjadi tanggung jawab Perusahaan alih daya, akan tetapi
bentuk tanggung jawab Perusahaan alih daya tidak dijelaskan secara
spesifik dalam aturan hukum tersebut sehingga posisi pekerja menjadi lemah
dan kurang terlindungi haknya.
Kata Kunci : Alih daya, Undang-Undang Cipta Kerja, Perlindungaan Hukum.
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ABSTRAK 

 

Perlindungan hukum pekerja alih daya dalam hal terjadinya 

pergantiaan 

perusahaan alih daya.  
        Peneliti ini membahas tentang perlindungaan hukum pekerja alih daya dalam 

hal terjadi pergantiaan perusahaan alih daya. Dengan diundangkannya UU Cipta 

Kerja belum juga menjamin terjadinya kesetaraan kedudukan antara pekerja alih 

daya dengan pengusahaan alih daya maupun perusahaan pengguna jasa alih daya. 

Justru perubahan yang terjadi bukan pada penguatan melainkan semakin 

melemahkan perlindungan hukum pekerja alih daya. Bahwa UU Cipta Kerja dan 

PP 35 Tahun 2021 mengubah dan menghilangkan konsep serta sistem alih daya 

Pasal 64 UU Ketenagakerjaan, sehingga skema yang dibentuk oleh Mahkamah 

Konstitusi yaitu dengan sistem TUPE. Penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan normatif, dengan menganalisis subtansi peraturan perundang-undangan 

terhadap materi permasalahan.  

           Hasil penelitian Pasca terbitnya UU Cipta Kerja, Pemerintah menyatakan 

tidak ada perlindungan hukum bagi pekerja atau pekerja alih daya. Mengenai 

pengaturan sistem alih daya atau outsourcing sebelumnya diatur dalam Pasal 64 

sampai dengan Pasal 66 UUK dimana Pasal 64 dan Pasal 65 UU Hak Cipta Kerja. 

Bahwa dalam hal Perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan 

Perjanjiajian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maka perjanjian tersebut harus 

mensyaratkan pengalihan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dalam hal terjadi 

pergantian Perusahaan alih daya sepanjang obyek pekerjaanya masih ada, 

perlindungan hukum tersebut menjadi tanggung jawab Perusahaan alih daya, akan 

tetapi bentuk tanggung jawab Perusahaan alih daya tidak dijelaskan secara spesifik 

dalam aturan hukum tersebut sehingga posisi pekerja menjadi lemah dan kurang 

terlindungi haknya. 

Kata Kunci : Alih daya, Undang-Undang Cipta Kerja, Perlindungaan Hukum.  
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ABSTRACT 

 
Legal protection for outsourcing workers if turnover occurs outsourcing 

company. 

          This researcher discusses the legal protection of outsourcing workers in the 

event of a change of outsourcing company. The promulgation of the Job Creation 

Law has not guaranteed the creation of equity and equality between outsourcing 

workers and outsourcing companies or companies using outsourcing services. In 

fact, the changes that occurred were not in strengthening but instead increasing the 

legal protection of outsourced workers. That the Job Creation Law and PP 35 of 

2021 change and delete the concept and outsourcing system of Article 64 of the 

Manpower Law, so that the scheme formed by the Constitutional Court is the TUPE 

system. This research uses a normative approach method, by analyzing the 

substance of statutory regulations on problem material.  

           Research results After the issuance of the Job Creation Law, the 

Government stated that there was no legal protection for workers or outsourced 

workers. Regarding the regulation of the outsourcing system, it was previously 

regulated in Articles 64 to 66 of the UUK, where Article 64 and Article 65 of the 

Job Copyright Law. Whereas in the event that the outsourcing company employs 

workers/laborers based on a Specific Time Work Agreement (PKWT), the 

agreement must require the transfer of rights protection for workers/laborers. In the 

event of a change in the outsourcing company, all objects of work are still in 

existence, this legal protection being the responsibility of the Company. 

outsourcing, however the form of responsibility of the outsourcing company is not 

specifically explained in the legal regulations for this position so that workers 

become weak and their rights are less protected. 

Keywords : Outsourcing, Job Creation Law, Legal Protection.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Sebagaimana dipahami bahwa pembangunan nasional yang berkelanjutan, 

diarahkan untuk      mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, baik 

material maupun spiritual berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa serta bernegara, merupakan ideologi 

yang mengandung cita dan tujuan negara, karena itu hukum yang ditetapkan harus 

berdasarkan Pancasila, dan setiap warga masyarakat wajib mematuhi hukum. 

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban di dalam menjaga 

ketertiban, ketentraman, dan keadilan masyarakat.  

Sebagai negara berdasar ideologi Pancasila, kepastian hukum, nilai 

keadilan, dan nilai kemanfaatan, melandasi pilar penegakan hukum. Pilar- pilar 

tersebut mempunyai pertalian erat satu dengan lainnya. dan tidak dapat dipisahkan, 

karena hakikat hukum adalah keadilan. Guna terciptanya nilai keadilan dan 

kepastian hukum, maka segala tindakan harus sesuai dengan atas/aturan hukum. 

Dalam rangka untuk mewujudkan hukum dan keadilan harus terpenuhi syarat 

adanya aturan hukum, penegak hukum serta lingkungan sosial di mana hukum 

berlaku. Aturan hukum yang telah ditetapkan merupakan prosedur dan materi 

hukum yang harus ditaati masyarakat dalam rangka tegaknya hukum dan kesadaran 

hukum. Aturan hukum harus dapat memberi penggambaran (manifestasi) dari suatu 

negara berdasar hukum yang mempunyai legitimasi supremasi hukum, berkepastian 

hukum, dan nilai keadilan. 

Sebaliknya, jika jarak antara hukum dan realitas sosial terlalu jauh, maka 

negara hukum akan kehilangan nilai legitimasinya dan membuat masyarakat 

merasa terasing dari negara hukum. Penegakan hukum dan perlindungan hukum 

yang mencerminkan keadilan dan kepastian.  hukum harus mengutamakan aspek 

kontrol sosial untuk mengatur keteraturan pola perilaku masyarakat (regularity) 
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dan sarana pembangunan atau pembaharuan masyarakat (social engineering). 

Berdasarkan itu dalam hubungan kerja, fungsi hukum harus menciptakan 

keharmonisan antara pengusaha dan pekerja, pemenuhan hak dan kewajiban, 

perlakuan yang adil dan layak dalam kerangka konstitusi. Dalam pembangunan 

negara, peran masyarakat khususnya angkatan kerja sangat besar nilainya sehingga 

memerlukan perlindungan hukum dan jaminan sosial khususnya bagi tenaga kerja 

dalam hubungan kerja. Jaminan sosial dan perlindungan hukum dirancang untuk 

melindungi hak-hak pekerja. (seperti : upah kerja, jaminan sosial, tunjangan hari 

raya, hak cuti serta hak lainnya yang diatur normatif dalam perundang undangan 

ketenagakerjaan). Kemajuan suatu negara bergantung kepada sumber daya manusia 

sebagai subjeknya. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam 

peningkatan sumber daya manusia. Khusus dalam hal ketenagakerjaan, secara 

umum kesempatan kerja terbagi menjadi 2 (dua), yaitu hukum imperatif dan 

hukum fakultatif dimana huk imperatif hukum yang ditaati secara mutlak, 

sedangkan hukum fakultatif adalah hukum yang dapat dikesampingkan bahwa 

hukum fakultatif biasanya menurut pada perjanjian.1Sejak negara ini didirikan, 

bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi 

warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang 

menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan. Dalam amandemen UUD 1945 tentang Ketenagakerjaan 

juga disebutkan dalam Pasal 28d ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut berimplikasi 

pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh  

pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu perencanaan matang 

dibidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut.2 

Lingkungan yang sangat kompetitif saat ini menuntut dunia usaha untuk 

menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan respons yang cepat dan 

fleksibel dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Untuk itu diperlukan 

suatu perubahan struktural dalam pengelolaan usaha dengan memperkecil rentang 

                                                     
1 Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan, di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

19950, hal. 9. 
2 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 1 
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kendali manajemen, dengan memangkas sedemikian rupa sehingga dapat menjadi 

lebih efektif, efisien, dan produktif. Dalam kaitan itulah dapat dimengerti bahwa 

kalau kemudian muncul kecenderungan alih daya (outsourcing), yaitu 

memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya 

dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut perusahaan 

penerima pekerjaan.3 

          Banyak perusahaan alih daya, atau penyedia tenaga kerja aktif, menawarkan 

kepada pemberi kerja, membuat perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tidak 

perlu berjuang untuk mencari, menyeleksi, dan melatih karyawan. 

        Alih daya adalah penyerahan wewenang suatu perusahaan kepada perusahaan 

lain untuk menjalankan sebagian atau seluruh proses fungsi bisnis dengan 

menetapkan suatu target atau tujuan tertentu. Alih daya juga dapat berarti 

penyerahan kegiatan, tugas, atau pelayanan kepada pihak lain dengan tujuan untuk 

mendapatkan tenaga kerja alih daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

perusahaan.4 Alih daya memungkinkan suatu perusahaan memindahkan pekerjaan 

rutin dalam perusahaan ke pihak luar. Dengan menyerahkan pekerjaan rutin 

tersebut kepada pihak luar, perusahaan tidak perlu mengalokasikan sumber daya 

perusahaan untuk menangani pekerjaan tersebut.5 

           Menurut undang-undang ketenagakerjaan, Pasal 64 Undang-Undang No.13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa perusahaan dapat 

menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian 

pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. 

Namun, ketentuan alih daya dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tersebut 

tidak dapat menjawab semua masalah yang terkait dengan alih daya. Namun, 

setidaknya dapat memberikan perlindungan hukum bagi pekerja dan buruh, 

terutama dalam hal syarat-syarat kerja, kondisi kerja, dan jaminan sosial dan 

perlindungan kerja lainnya, yang dapat digunakan sebagai referensi dalam 

                                                     
3 Muzni Tambusai, Pelaksanaan Outsourcing Ditinjau dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan Tidak 

Mengaburkan Hubungan Industrial, dalam Informasi Hukum Vol.1 Tahun VI,2004 
4 Iftida Yasar, Sukses Implementasi, (Jakarta: PPM Manajemen, 2011), h. 5 
5 Petra, “Penerapan Strategi Alih Daya”, artikel diakses pada 18 Desember 2023 
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penyelesaian masalah. 

Di Indonesia, istilah alih daya disebut sebagai kondisi di mana perusahaan 

menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui 

perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat 

secara tertulis.6 Pengertian dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan tersebut tidak jauh berbeda dengan konsep alih daya dalam dunia 

bisnis yaitu, mengalihdayakan atau menyerahkan proses yang bukan merupakan 

ore Competence perusahaan ke pihak lain.7 

Penerapan alih daya menjadi sangat populer dan cenderung semakin meluas 

terutama sejak akhir tahun sembilan puluhan atau awal tahun 2000. Selain 

dipandang lebih efisien dalam sistem manajemen, outsourcing dapat menjadi solusi 

untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi (cost of production) terutama dalam 

rangka mengurangi biaya tenaga kerja (labor cost). Perusahaan penyedia pekerjaan 

akan merasa lebih efisien dan tidak terbebani jika jenis pekerjaan tersebut 

diserahkan kepada pihak lain yang lebih ahli dan berpengalaman di bidangnya, 

sehingga perusahaan tetap fokus pada jenis pekerjaan atau kegiatan utama (core 

business). 

Alih daya (outsourcing) sudah menjadi tren bagi negara-negara di dunia, di 

mana penggunaan jasa outsourcing telah dilakukan secara lintas negara. Misalkan, 

Amerika Serikat sendiri dapat melakukan penghematan sebesar 45,34 miliar USD 

dan Inggris dapat melakukan penghematan sebesar 5,34 miliar USD setelah 

menggunakan jasa alih daya. Mengenai  laporan yang dirilis oleh Pusat Data dan 

Informasi Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI (Pusdatin Kemnaker 

RI) pekerja kontrak dan outsourcing mendominasi jumlah pekerja di Indonesia. Hal 

ini mengindikasikan bahwa hanya 40% pekerja yang berstatus permanen dari 53 

juta pekerja formal di Indonesia. Padahal pada sekitar tahun 2005 ada sekitar 70% 

                                                     
6 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2023, op.cit, Pasal 64 

 
7Sehat, “Kontrak Kerja tidak Sama Dengan Alih Daya” Jurnal Info Hukum, Volume VI Tahun ke-

X, 2008, hal, 21. 
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pekerja yang berstatus permanen." Pusdatin Kemnaker RI juga merilis data bahwa 

pada tahun 2018, terdapat 187.051 pekerja Alih daya di seluruh Indonesia, di mana 

DKI Jakarta merupakan Provinsi yang memiliki pekerja Alih daya terbanyak, yaitu 

sebesar 152.354 pekerja. 

Menurut Pearces & Robinson,8 ada 5 (lima) alasan strategis utama Alih daya 

(the top five strategic reasons for outsourcing), yaitu peningkatan dan pemfokusan 

pada kegiatan bisnis utamanya (improve business focus), akses terhadap pencapaian 

kemampuan (kualitas) kelas dunia access to world class capabilities); manfaat 

percepatan rekayasa ulang proses bisnis (accelerated reengineering benefits); 

pengalihan risiko (shared risks); serta sumber daya bebas biaya untuk keperluan 

lain (free resources for other purposes). 

 Peran negara dalam hubungan industrial tampaknya membantu investor. 

Problem alih daya, atau outsourcing, yang sekarang menjadi masalah nasional, 

adalah bukti lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja dan buruh. Problematika 

alih daya, atau outsourcing, sangat beragam seiring penggunaan alih daya yang 

semakin marak di dunia usaha. Namun, regulasi saat ini tidak memadai untuk 

mengawasi outsourcing, yang telah berkembang di tengah kehidupan ekonomi 

dengan hegemoni kapitalisme keuangan yang beroperasi melalui "dissolution 

subject", yang memandang pekerja dan buruh sebagai objek yang dapat 

dieksploitasi daripada subjek produksi yang harus dilindungi. Setelah Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang sangat kontroversial, 

outsourcing menjadi semakin sulit di Indonesia.  

Pasca disahkannya sistem alih daya yang menuai banyak kontroversi, 

pemerintah justru mengurangi tanggung jawabnya dalam memberikan 

perlindungan hukum bagi pekerja/buruh. Kebijakan di bidang ketenagakerjaan 

(employment policy) baik di tingkat lokal maupun nasional dirasa kurang 

mengarah pada upaya perlindungan (social Protection). 

                                                     
8 Direktur Pusat Kewirausahaan Faber di University of South Carolina (USC) dan Asisten Direktur 

Pusat Teknologi Manufaktur di College USC Teknik dan Teknologi Informasi (menerima gelar Ph. 

D. di bidang Administrasi Bisnis dari University of Georgia) 
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         Kebijakan ketenagakerjaan justru mengarah pada upaya menjadikan 

pekerja/buruh sebagai bagian dari mekanisme pasar dan komponen produksi yang 

memiliki nilai jual (terkait upah rendah) bagi investor. Era reformasi yang semula 

diharapkan mampu membangun kondisi hukum, sosial, politik, ekonomi, dan 

budaya yang lebih transparan dan demokratis, ternyata hingga saat ini manfaatnya 

masih belum dirasakan oleh pekerja/buruh. 

Pekerja pada umumnya telah memiliki hak dasar yang melekat dan 

dilindungi oleh konstitusi yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (1) UUD 

NRI Tahun 1945. Perlindungan bagi pekerja memiliki tujuan agar terjaminnya hak 

pekerja termasuk namun tidak terbatas pada hak memperoleh perlakuan dan 

kesempatan kerja yang sama tanpa pembedaan atas dasar apapun demi terwujudnya 

kesejahteraan pekerja dan juga keluarganya dengan tetap mempertimbangkan 

kepentingan pengusaha.9 Meskipun secara teori ditegaskan bahwa pekerja dan 

pengusaha mempunyai kedudukan yang sejajar,10 akan tetapi pada praktiknya 

kedudukan antara pekerja tetap dibawah pengusaha. 

Sangat disayangkan bahwa sampai UU Cipta Kerja diundangkan, tidak ada 

kesetaraan yang dijamin antara pekerja alih daya dan pengusaha alih daya dan 

perusahaan yang menggunakan jasa alih daya. Bukan peningkatan, tetapi semakin 

melemahkan perlindungan hukum bagi pekerja alih daya. Pertama, setelah UU 

Cipta Kerja dan PP 35 Tahun 2021, konsep dan sistem alih daya Pasal 64 UU 

Ketenagakerjaan diubah. Ini membuat sistem TUPE, yang dibuat oleh Mahkamah 

Konstitusi, menjadi kabur. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 65 UU 13/2003 

yang pada pokoknya bahwa terdapat syarat-syarat pekerjaan yang dapat diserahkan 

kepada perusahaan alih daya dan apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat 

tersebut maka sanksi hukumnya hubungan kerja pekerja tersebut menjadi 

Hubungan kerja perusahaan pemberi pekerjaan, nah pasal 65 ini sudah dihapus di 

UU Cipta kerja sehingga perlindungan hukum pekerja tersebut menjadi tidak jelas 

                                                     
9 Suyoko, Suyoko, and Mohammad Ghufron AZ. "Tinjauan yuridis terhadap sistem alih daya 

(outsourcing) pada pekerja di Indonesia." Jurnal Cakrawala Hukum 12, No. 1 (2021): hal. 146 
10 Suyanto, Heru, and Andriyanto Adhi Nugroho. op.cit. h. 64 
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alias kabur Kedua, bahwa hilangnya bentuk hubungan kerja (perjanjian) antara 

perusahaan lain (perusahaan pengguna jasa pekerja alih daya) dengan pekerja alih 

daya yang sebelumnya atur pada Pasal 65 ayat (6) UU Ketenegakerjaan bahwa 

“Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan 

pekerja/buruh yang dipekerjakannya” dan ayat (7) yaitu “Hubungan kerja 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu 

tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.” 

Hambatan terhadap semua harapan tersebut tentu saja bersumber dari 

adanya ketimpangan sistem hukum ketenagakerjaan, yaitu adanya hambatan yang 

bersifat struktural, kultural, substansi peraturan perundang-undangan atau 

kebijakan, serta kendala finansial yang berimplikasi pada lemahnya penegakan 

hukum ketenagakerjaan dari pemerintah dan minimnya perlindungan kerja dan 

syarat kerja dari pemberi kerja terhadap pekerja/buruh secara keseluruhan. Sikap, 

tindakan dan kebijakan pengusaha dan pemerintah seperti ini mencerminkan 

kesalahan pragmatik dalam memposisikan pekerja.  

Tekanan untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat membuat pemerintah 

Indonesia memprioritaskan pengusaha daripada pekerja. Dalam sistem 

perekonomian kapitalistik Indonesia, pengusaha dianggap sebagai pemacu 

pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, pemerintah memberikan lebih banyak 

dukungan kepada kelompok pengusaha daripada kelompok buruh. Akibatnya, 

karyawan menerima upah yang sangat rendah—bahkan paling rendah di antara 

negara-negara Asia. bukti bahwa pengusaha melakukan banyak kesalahan dan/atau 

pelanggaran standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) selama menjalankan 

bisnis outsourcing. Penyimpangan dan/atau pelanggaran ini dapat termasuk dalam 

salah satu kategori berikut: 

a) Karena perusahaan tidak membagi pekerjaan utama (core business) dan 

pekerjaan penunjang (non core business) yang merupakan dasar dari 

pelaksanaan alih daya, pekerja dipekerjakan untuk pekerjaan pokok atau 
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pekerjaan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, bukan kegiatan 

penunjang sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang; 

b) Perusahaan yang menyerahkan pekerjaan (Pemberi Kerja) menyerahkan 

sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan lain/perusahaan 

penerima pekerjaan yang tidak berbadan hukum. 

c) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh outsourcing 

sangat minim jika dibandingkan dengan pekerja/buruh lainnya yang bekerja 

langsung pada perusahaan Pemberi Kerja dan/atau tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam alih daya terdapat dua jenis kegiatan, yaitu alih daya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 

Penelitian ini hanya mengungkap rumitnya pelaksanaan penyerahan sebagian 

pekerjaan kepada perusahaan lain (pemborongan pekerjaan). sebagaimana diatur 

dalam Pasal 65 karena dalam praktek pengontrakan dalam pekerjaan ini banyak 

terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan outsourcing. 

Sementara UU Cipta Kerja tidak membatasi jenis pekerjaan apa pun yang 

dilarang dilakukan oleh pekerja alih daya, UU Ketenagakerjaan membatasi jenis 

pekerjaan alih daya hanya untuk kegiatan penunjang atau di luar kegiatan utama 

atau proses produksi. Ini karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Pasal 65 dihapus dan Pasal 64 diubah 

sebagai berikut: Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan 

kepada Perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis. 

Ayat (2) Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan 

sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah.11 Pasal 66 telah diubah untuk menggantikan substansi UU 

Ketenagakerjaan. Kebijakan sebelumnya yang membatasi pemborongan kerja dan 

kerja outsourcing atau alih daya pada pekerjaan di luar kegiatan pokok atau proses 

                                                     
11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja 
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produksi dihapus secara langsung. Perubahan regulasi ini dianggap memperluas 

lingkup kerja outsourcing dan menghilangkan jaminan kerja tetap. Alih daya atau 

pekerja outsourcing dapat digunakan untuk semua jenis pekerjaan, termasuk yang 

terkait secara langsung dengan proses produksi.12 

Penulis mencoba menganalisis lebih jauh bagaimana pengaturan alih daya 

pasca UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan apa yang terdapat dalam 

Undang-Undang Dasar Negara yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 38 ayat (1) 

dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta 

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, 

menurunnya jaminan kerja jangka panjang dan jumlah pekerja tetap. Hal ini 

bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketiga, rentannya jaminan dan hak-hak 

pekerja yang tidak sesuai dengan Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

           Di satu sisi, pola hubungan kerja yang tidak tetap dapat merugikan 

karyawan. Di sisi lain, pola hubungan kerja yang tidak standar seperti PKWT dan 

Alih Daya dapat menghasilkan pasar kerja yang lebih inklusif. Pola seperti ini dapat 

membantu memenuhi kebutuhan lapangan kerja, terutama mengingat pertumbuhan 

masyarakat Indonesia yang cepat, yang menghasilkan peningkatan jumlah angkatan 

kerja setiap tahunnya.13  

          Pekerjaan dengan alih daya menggunakan PKWT diatur oleh UU Cipta Kerja 

Tahun 2023 jika digunakan sebagai basis perjanjian alih daya. Pekerjaan dengan 

alih daya menggunakan PKWT harus sesuai dengan perubahan Pasal 59 UU 

                                                     
12 Alnick Nathan dan Sumardi, Gonjang Ganjing Omnibus law Cipta Kerja, Insight, Vol 19, No.9 

(2020), 1-38 
13 Syerrin Hakim and Imam Haryanto, “Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi 

Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,” Jurnal USM Law 

Review 6, no. 2 (2023): 812–24, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7085. 
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Ketenagakerjaan, yang secara utama menyatakan bahwa PKWT tidak boleh 

digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap. 

           Ketika PKWT digunakan sebagai perjanjian alih daya, hal itu juga 

memerlukan pengalihan perlindungan hak-hak pekerja jika perusahaan alihdaya 

berhenti beroperasi, dengan catatan bahwa objek pekerjaan tetap ada. Dalam 

putusan nomor 27/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi memutuskan uji materil 

terhadap Pasal 59, 64, 65, dan 66 UU Ketenagakerjaan, persyaratan ini sesuai. 

Karena tidak ada kepastian bahwa pekerja akan dipekerjakan lagi, mereka dinilai 

sebagai pekerja baru saat itu.  Saat itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa 

ada dua model alihdaya pekerja untuk mencegah eksploitasi pekerja tanpa 

memperhatikan jaminan dan perlindungan hak-hak konstitusional pekerja alih daya. 

pertama berdasarkan PKWTT, dan yang kedua.14 boleh dilaksanakan dengan 

PKWT namun menerapkan pengalihan perlindungan hak-hak pekerja atau “transfer 

of undertaking protection of employment” (TUPE). Berdasarkan ide TUPE, ketika 

perusahaan user tidak memberikan pekerjaan kepada perusahaan alihdaya yang 

lama dan mengalihkan pekerjaan kepada perusahaan baru, pekerja yang telah ada 

sebelumnya harus tetap dipekerjakan oleh perusahaan alihdaya yang baru ditunjuk 

tanpa mengubah ketentuan kontrak kerja sebelumnya kecuali jika menguntungkan 

pekerja. Dalam TUPE ini, pekerja tersebut tidak dianggap sebagai pekerja baru, 

tetapi masa kerja mereka tetap sama dengan masa kerja pekerja sebelumnya.15  

Konsep TUPE sebenarnya sudah digunakan dalam hukum ketenagakerjaan 

sebelum Mahkamah Konstitusi mengamanatkan hal ini. Dalam hukum Pekerjaan 

ketika suatu perusahaan diambil alih oleh perusahaan lain, maka perusahaan yang 

mengakuisisi wajib menawarkan untuk bergabung kembali tanpa mengurangi hak 

dan manfaat yang telah diperoleh selama ini. Adalah salah jika secara tegas 

mengakomodir konsep TUPE ini satu hal positif yang muncul pasca UU Cipta 

Kerja tahun 2023. Konsep TUPE ini dapat menjadi solusi atas ketidakpastian masa 

                                                     
14 Ahmad Fadlil Sumadi, “Mahkamah Konstitusi Dan Kontrak Outsourcing,” Jurnal Konstitusi 9, 

no. 1 (May 20, 2016): 1, https://doi.org/10.31078/jk911 
15 Khairani, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing : Ditinjau Dari Konsep Hubungan Kerja 

Antara Pekerja Dengan Pemberi Kerja (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). 
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kerja di alih daya, Yang mengkhawatirkan adalah para pekerja yang melakukan alih 

daya pekerjaan mereka setiap saat dapat hilang jika terjadi kesepakatan antara 

perusahaan alih daya dan perusahaan pengguna akhir. 

            Penulis berasumsi bahwa perubahan aturan UU Cipta Kerja tentang alih 

daya menunjukkan bahwa perlindungan sosial terhadap pekerja masih belum 

menjadi faktor penting dalam pengambilan kebijakan. Dapat dimengerti mengapa 

pengusaha menginginkan pasar kerja yang lebih fleksibel. Proses ini dapat 

mengurangi biaya yang dikeluarkan pengusaha. Namun bantuan tersebut diperoleh 

untuk kepentingan para pekerja yang terpaksa menghadapi kondisi kerja yang lebih 

sulit dan tidak menentu. 

Berdasarkan uraian dan Latar Belakang tersebut di atas maka penyusun 

ingin menganalisa, mengkaji dan membahas dalam skripsi ini dengan judul: 

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ALIH DAYA DALAM HAL TERJADI 

PERGANTIAN PERUSAHAAN ALIH DAYA. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan pekerjaan Alih daya di Indonesia pasca 

berlakunya Undang-Undang Cipta kerja? 

2. Bagaimana Perlindungan hukum pekerja/buruh alih daya apabila 

terjadi pergantian perusahaan alih daya? 

1.3   Tujuan Penelitiaan 

  Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum Tenaga 

Kerja alih daya dalam hal pergatian perusahaan alih daya. 

2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum tenaga 

kerja alih daya dalam hal pergatian perusahaan alih daya. 
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1.4   Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfat secara teoritis 

a.  Hasil penelitian memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan 

pengembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya yang menyangkut 

perlindungan hukum pekerja alih daya dalam hal pergantian perusahaan alih 

daya.  

b. Dapat memberikan informasi dan bahan/literatur bagi para pembaca tentang 

regulasi hambatan dan solusi persoalan menyangkut perlindungan hukum 

pekerja dalam hal pergantian perusahaan alih daya. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para 

praktisi hukum, Dewan Perwakilan Rakyat, dan masyarakat dalam rangka 

mengatur perlindungan hukum pekerja alih daya. Dalam undang-undang 

cipta kerja 

b. .Dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah, BUMN, Pengusaha dan 

masyarakat menyangkut perlindungan hukum tenaga kerja alih daya. Dalam 

undang-undang cipta kerja. 

1.5   Metode Penelitian 

           Meìtodeì peìneìlitian meìrupakan suatu sarana pokok dalam peìngeìmbangan 

ilmu peìngeìtahuan maupun teìknologi. Hal ini diseìbabkan, oleìh kareìna peìneìlitian 

beìtujuan untuk meìngungkapkan keìbeìnaran seìcara sisteìmatis, meìtodologis, dan 

konsisteìn. Meìlalui proseìs peìneìlitian teìrseìbut diadakan analisis dan kontruksi 

teìrhadap data yang teìlah dikumpulkan dan diolah. 

A. Jeìnis Peìneìlitian  

Peìneìlitian ini meìnggunakan meìtodeì peìndeìkatan normatif, yang meìrujuk pada 



13  

meìtodeì peìneìlitian hukum yang meìneìmpatkan hukum seìbagai suatu sisteìm norma. 

Pada konteìks ini, peìneìlitian normatif beìrfokus pada analisis substansi peìraturan 

peìrundang-undangan yang beìrkaitan deìngan mateìri peìrmasalahan yang meìnjadi 

fokus peìneìlitian. Peìndeìkatan ini meìmeìrlukan peìngkajian meìndalam teìrhadap 

prinsip-prinsip, norma-norma, dan kaidah-kaidah yang teìrdapat dalam peìraturan 

peìrundang-undangan, seìrta putusan peìngadilan yang reìleìvan. 

Peìneìlitian hukum normatif meìnurut Peìteìr Mahmud Marzuki yaitu suatu proseìs 

untuk meìneìntukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna meìnjawab isu hukum yang dihadapi.16 Peìneìlitian hukum 

meìrupakan suatu keìgiatan ilmiah yang didasarkan pada meìtodeì, sisteìmatika dan 

peìmikiran teìrteìntu yang beìrtujuan untuk meìmpeìlajari satu atau beìbeìrapa feìnomeìna 

hukum deìngan jalan meìnganalisisnya.17 Dalam hal ini peìnulis akan meìnganalisis 

seìcara hukum peìrrlindungan hukum peìkeìrja alih daya dalam hal teìrjadi peìrgantian 

peìrusahaan alih daya. 

H. Ishaq meìndeìfinisikan peìneìlitian hukum normatif dilakukan deìngan 

meìngkaji hukum yang dirumuskan seìbagai norma atau kaidah yang beìrlaku dan 

meìnjadi acuan atau peìdoman beìrpeìrilaku bagi seìtiap orang.18 Ahmad Mukti Fajar 

ND dan Yulianto meìnjeìlaskan peìngeìrtian peìneìlitian hukum normatif adalah 

“peìneìlitian hukum yang meìleìtakan hukum seìbagai suatu sisteìm norma. Sisteìm 

norma yang dimaksud adalah meìngeìnai asas-asas, norma, kaidah, dari peìraturan 

peìrundang-undangan dan putusan peìngadilan.19 

B. Peìndeìkatan Peìneìlitian 

Peìndeìkatan yang digunakan dalam peìnulisan skripsi peìneìlitian ini diseìsuaikan 

deìngan jeìnis peìneìlitian yang peìnulis lakukan. Oleìh kareìna itu, peìndeìkatan yang 

digunakan adalah peìndeìkatan peìrundang-undangan (statuteì approach). 20 

                                                     
16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 

35. 
17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Jakarta: UI-Press, 2010, hlm. 

43. 
18 H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum & Penelitian Skripsi, Tesis dan Disertasi, Alfabeta, Bandung, 

hlm 66 
19 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian 

Hukum Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm, 34. 
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 93 
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Peìndeìkatan peìrundang-undangan (statuteì approach) dilakukan deìngan 

meìneìlaah peìraturan peìrundang-undangan dan peìraturan yang beìrsangkut paut 

deìngan perlindungan hukum pekerja alih daya dalam hal pergantian perusahaan alih 

daya. Peìraturan peìrundang-undangan yang teìrkait dalam peìneìlitian ini adalah 

peìraturan yang meìngatur teìntang perlindungan hukum pekerja alih daya dalam hal 

pergantian perusahaan alih daya yaitu  : 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 teìntang Keìteìnagakeìrjaan 

2. Peìraturan Peìmeìrintah no 35 tahun 2021 teìntang Peìrjanjian Keìrja Waktu 

Teìrteìntu, Alih Daya. 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

4. Outsourcing pasca-Putusan     Mahkamah     Konstitusi     Nomor27/PUU-

XI/2011. 

a. Teìknik Peìngumpulan Bahan Hukum 

Meìtodeì peìngumpulan bahan untuk meìnyusun skripsi ini adalah meìtodeì 

peìneìlitian keìpustakaan (library reìseìarch), peìneìlitian dokumeìn, dan meìtodeì 

wawancara. Peìneìlitian dokumeìn adalah peìngumpulan dokumeìn hukum deìngan 

meìndokumeìntasikan dokumeìn hukum meìnggunakan analisis konteìn, meìmbantu 

dalam meìndapatkan dasar hasil riseìt. 

Bahan hukum primeìr adalah bahan hukum yang meìngikat orang pada hukum 

atau meìndorong manusia untuk meìntaati hukum, seìpeìrti peìraturan peìrundang-

undangan dan putusan peìngadilan. Bahan hukum primeìr yang peìnulis gunakan di 

dalam peìnulisan ini yakni : 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 teìntang Keìteìnagakeìrjaan 

2. Peìraturan Peìmeìrintah no 35 tahun 2021 teìntang Peìrjanjian Keìrja Waktu 

Teìrteìntu, Alih Daya 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

4. Outsourcing pasca-Putusan     Mahkamah     Konstitusi     Nomor27/PUU-

XI/2011. 

Bahan hukum seìkundeìr, yaitu bahan hukum yang tidak meìngikat teìtapi 

beìrsifat peìnjeìlas, yang meìrupakan hasil peìngolahan peìndapat atau peìmikiran para 

ahli atau ahli dalam bidang teìrteìntu dan meìmbeìrikan peìtunjuk keìmana arah 
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peìneìlitian ini. Bahan hukum seìkundeìr dalam hal ini adalah doktrin-doktrin 

dipeìroleìh dari buku-buku yang beìrkaitan deìngan keìteìnagakeìrjaan, Peìrseìroan 

Teìrbatas, inteìrneìt, dan bacaan teìrkait peìneìlitian lainnya beìrfungsi seìbagai 

peìndukung bahan hukum primeìr. 

Wawancara meìrupakan teìknik peìngumpulan data untuk meìmpeìroleìh 

informasi seìcara lisan meìlalui dialog tatap muka deìngan informan peìneìlitian. Pada 

monitoring ini teìknik yang digunakan adalah wawancara meìndalam (in deìpth 

inteìrvieìw) untuk meìneìmukan informasi seìcara leìbih teìrbuka. Seìcara umum, 

wawancara dilakukan meìlalui beìbeìrapa tahapan yaitu meìngideìntifikasi isu atau 

peìrmasalahan yang akan diteìliti, peìnyusunan peìrtanyaan dan panduan wawancara, 

seìsi wawancara deìngan informan, transkripsi, meìnganalisis data wawancara, seìrta 

meìnyusun laporan hasil wawancara. Dalam meìlakukan wawancara ini, peìneìliti 

meìmpeìrsiapkan peìrtanyaan yang teìrarah dan teìrstruktur namun tidak meìnutup 

keìmungkinan bagi informan untuk beìrbicara deìngan luas teìrkait isu peìneìlitian. 

b.  Teìknik Analisis Bahan Hukum 

Teìknik Analisis dalam peìneìlitian kualitatif adalah meìnguraikan apa adanya 

feìnomeìna yang teìrjadi (deìskriptif) diseìrtai peìnafsiran teìrhadap arti yang teìrkandung 

dibalik tampak (inteìrpreìntif).21 Adapun teìknik analisis data yang digunakan peìnulis 

dalam peìneìlitian ini meìnggunakan sifat deìskriptif, yaitu peìnulis dalam 

meìnganalisis yang beìrkeìinginan untuk meìmbeìrikan gambaran atau peìmaparan atas 

subjeìk dan objeìk peìneìlitian seìbagaimana hasil peìneìlitian yang dilakukan peìnulis. 

Peìneìlitian deìskriptif beìrtujuan untuk meìmbeìrikan peìnjabaran teìrkait suatu 

feìnomeìna sosial yang nyata. Peìneìlitian deìskriptif meìrupakan seìbuah peìneìlitian 

yang beìrisi maksud untuk meìmbeìrikan data gambaran meìngeìnai manusia, suatu 

keìadaan ataupun geìjala-geìjala sosial lainnya, seìrta meìnjeìlaskan meìngeìnai keìadaan 

objeìk suatu masalah tidak beìrmaksud untuk meìngambil suatu keìputusan yang 

beìrlaku seìcara umum.22 Seìrta meìnggunakan peìndeìkatan kualitatif yaitu suatu cara 

analisis hasil peìneìlitian yang meìnghasilkan data deìskriptif analitis yaitu data yang 

                                                     
21 Andi Mappiare AT, Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi, 

(Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009), hal. 80 
22 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1981, hlm 10 
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dinyatakan oleìh reìspondeìn seìcara teìrtulis maupun lisan seìrta juga tingkah laku yang 

nyata, yang diteìliti dan dipeìlajari seìbagai seìsuatu yang utuh. 

1.6   Sistematika Penulisan  

 

BAB I : PENDAHULUAN   

Pada bab ini meìmbahas seìcara umum meìngeìnai munculnya masalah dan 

aturan peìneìlitihan judul seìrta rancangan peìneìlitihan yang diharapkan dapat 

meìmpeìrlancar proseìs peìneìlitihan, deìngan rincian yang meìliputi: Latar 

Beìlakang, Peìrumusan Masalah, Tujuan peìneìlitihan, Manfaat Peìnulisan, 

Meìtodeì Peìneìlitian dan Sisteìmatika Peìnulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI  

Pada bab ini akan diuraikan meìngeìnai (a) Kajian teìori, (b) Keìrangka 

peìmikiran, dan (c) Tinjauan peìneìlitian teìrdahulu. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Yaitu pada bab ini akan meìnguraikan teìntang (a) hasil peìneìlitian, Bagaimana 

peìngaturan peìkeìrjaan Alih daya di Indoneìsia pasca beìrlakunya Undang-

Undang Cipta keìrja dan 

 (b) buruh alih daya apabila teìrjadi peìrgantian peìrusahaan alih daya. 

BAB IV : PENUTUP  

Pada bab akhir ini peìnulis akan meìnguraikan keìsimpulan dari peìmbahasan-

peìmbahasan yang teìlah peìnulis buat pada bab-bab seìbeìlumnya dan tidak lupa 

peìnulis juga meìnguraikan saran-saran yang diharapkan nantinya beìrmanfaat 

bagi peìmbahasan dalam skripsi ini.  

DAFTAR PUSTAKA  

        Pada bab ini beìrisi reìfeìreìnsi dari peìnulisan skripsi teìntang Prlindungaan 

hukum peìkeìrja alihdaya dalam hal teìrjadi peìrgantian peìrusahaan alih daya.



17 

 

 

BAB II  

KAJIAN TEORI 

 

2.1  Kajian Teori 

         Keìrangka teìori adalah ideì atau sudut pandang, teìori teìntang suatu kasus atau 

masalah yang dapat meìnjadi subjeìk peìrbandingan dan peìmahaman teìoritis, dan 

dapat meìnjadi input eìksteìrnal bagi peìnulis. Pada hakikatnya, teìori adalah kumpulan 

proposisi atau informasi, yang saling beìrhubungan dan teìrorganisasi dalam sisteìm 

deìduktif, yang meìmbeìrikan peìnjeìlasan teìntang seìsuatu yang simptomatis. Suatu 

teìori biasanya meìngandung tiga unsur. Peìrtama, meìnjeìlaskan hubungan antara 

beìrbagai eìleìmeìn dalam teìori. Keìdua, teìori ini meìneìkankan pada sisteìm deìduktif, 

yaitu hal-hal yang beìrgeìrak dari hal-hal yang umum (abstrak) keì hal-hal yang 

khusus dan nyata. Keìtiga, teìori meìmbeìrikan peìnjeìlasan untuk seìmua yang 

diajukannya. Oleìh kareìna itu, untuk keìpeìrluan peìneìlitian, peìranan teìori adalah 

meìmpunyai maksud/tujuan dan meìmbeìrikan arah bagi peìrkeìmbangan peìneìlitian.23 

a. Teori Perlindungan Hukum 

          Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata 

lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang dibeìrikan oleh aparat 

penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik .24 

            Peìrlinduìngan huìkuìm meìruìpakan peìrlinduìngan akan harkat dan martabat, 

seìrta peìngakuìan teìrhadap hak-hak asasi manuìsia yang dimiliki oleìh suìbyeìk huìkuìm 

beìrdasarkan keìteìntuìan huìkuìm dari keìweìnangan atauì seìbagai kuìmpuìlan peìratuìran 

atauì kaidah yang akan dapat meìlinduìngi suìatuì hal dari hal lainnya. Beìrkaitan 

                                                     
23 Duane R. Monette Thomas J. Sullivan, Cornell R. Dejong, Applied Social Research , Chicago, 

San Francisco: 

halt, Reinhart and Winston Inc. 1989, hal.31. 
24 Satjipto Rahardjo , Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal 

Masalah Hukum., hal. 74 
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deìngan konsuìmeìn, beìrarti huìkuìm meìmbeìrikan peìrlinduìngan teìrhadap hak-hak 

peìlanggan dari seìsuìatuì yang meìngakibatkan tidak teìrpeìnuìhinya hak-hak teìrseìbuìt.25 

            Fitzgeìrald meìnguìtip istilah teìori peìrlinduìngan huìkuìm dari Salmond bahwa 

huìkuìm beìrtuìjuìan meìnginteìgrasikan dan meìngkoordinasikan beìrbagai keìpeìntingan 

dalam masyarakat kareìna dalam suìatuì laluìlintas keìpeìntingan, peìrlinduìngan 

teìrhadap keìpeìntingan teìrteìntuì dapat dilakuìkan deìngan cara meìmbatasi beìrbagai 

keìpeìntingan di lain pihak. Keìpeìntingan huìkuìm adalah meìnguìruìsi hak dan 

keìpeìntingan manuìsia, seìhingga huìkuìm meìmiliki otoritas teìrtinggi uìntuìk 

meìneìntuìkan keìpeìntingan manuìsia yang peìrluì diatuìr dan dilinduìngi. Peìrlinduìngan 

huìkuìm haruìs meìlihat tahapan yakni peìrlinduìngan huìkuìm lahir dari suìatuì keìteìntuìan 

huìkuìm dan seìgala peìratuìran huìkuìm yang dibeìrikan oleìh masyarakat yang pada 

dasarnya meìruìpakan keìseìpakatan masyarakat teìrseìbuìt uìntuìk meìngatuìr huìbuìngan 

peìrilakuì antara anggota-anggota masyarakat dan antara peìrseìorangan deìngan 

peìmeìrintah yang dianggap meìwakili keìpeìntingan masyarakat.26 

            Meìnuìruìt Satjipto Rahardjo, Peìrlinduìngan huìkuìm adalah meìmbeìrikan 

peìngayoman teìrhadap hak asasi manuìsia (HAM) yang diruìgikan orang lain dan 

peìrlinduìngan ituì dibeìrikan keìpada masyarakat agar dapat meìnikmati seìmuìa hak-

hak yang dibeìrikan oleìh huìkuìm.27 

            Meìnuìruìt Muìktieì, A. Fadjar peìrlinduìngan huìkuìm adalah peìnyeìmpitan arti 

dari peìrlinduìngan, dalam hal ini hanya peìrlinduìngan oleìh huìkuìm saja. Peìrlinduìngan 

yang dibeìrikan oleìh huìkuìm, teìrkait puìla deìngan adanya hak dan keìwajiban, dalam 

hal ini yang dimiliki oleìh manuìsia seìbagai suìbjeìk huìkuìm dalam inteìraksinya 

deìngan seìsama manuìsia seìrta lingkuìnganya. Seìbagai suìbjeìk huìkuìm manuìsia 

meìmiliki hak dan keìwajiban uìntuìk meìlakuìkan suìatuì tindakan huìkuìm.28 

                                                     
25 Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu ,Surabaya, 1987, 

hal.25 
26 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53 
27 Ibid, hal 69 
28 http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli diunduh pada 12 

desember 2023 pukul 13:08 WIB 



19 

 

            Meìnuìruìt CST Kansil, peìrlinduìngan huìkuìm adalah beìrbagai macam uìpaya 

huìkuìm yang dibeìrikan oleìh aparat peìneìgak huìkuìm uìntuìk meìmbeìrikan rasa aman, 

baik seìcara pikiran mauìpuìn fisik dari gangguìan dan beìrbagai macam ancaman dari 

pihak manapuìn.29 

            Meìnuìruìt Muìchsin, peìrlinduìngan huìkuìm meìruìpakan keìgiatan uìntuìk 

meìlinduìngi individuì deìngan meìnyeìrasikan huìbuìngan nilai-nilai atauì kaidah kaidah 

yang meìnjeìlma dalam sikap dan tindakan dalam meìnciptakan adanya keìteìrtiban 

dalam peìrgauìlan hiduìp antar seìsama manuìsia.30 

            Meìnuìruìt Muìchsin, peìrlinduìngan huìkuìm meìruìpakan suìatuì hal yang 

meìlinduìngi suìbyeìk-suìbyeìk huìkuìm meìlaluìi peìratuìran peìruìndang-uìndangan yang 

beìrlakuì dan dipaksakan peìlaksanaannya deìngan suìatuì sanksi. Peìrlinduìngan huìkuìm 

dapat dibeìdakan meìnjadi duìa, yaituì: 

a. Peìrlinduìngan Huìkuìm Preìveìntif 

Peìrlinduìngan yang dibeìrikan oleìh peìmeìrintah deìngan tuìjuìan uìntuìk 

meìnceìgah seìbeìluìm teìrjadinya peìlanggaran. Hal ini teìrdapat dalam peìratuìran 

peìruìndang uìndangan deìngan maksuìd uìntuìk meìnceìgah suìatuì peìlanggaran 

seìrta meìmbeìrikan rambuì-rambuì atauì batasan-batasan dalam meìlakuìkan 

suìatuì keìwajiban. 

b. Peìrlinduìngan Huìkuìm Reìpreìsif 

Peìrlinduìngan huìkuìm reìpreìsif meìruìpakan peìrlinduìngan akhir beìruìpa sanksi 

seìpeìrti deìnda, peìnjara, dan huìkuìman tambahan yang dibeìrikan apabila 

suìdah teìrjadi seìngkeìta atauì teìlah dilakuìkan suìatuì peìlanggaran.31 

Meìnuìruìt Philipuìs M. Hadjon, bahwa sarana peìrlinduìngan Huìkuìm ada duìa macam, 

yaituì :32 

                                                     
29 CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 

Hlm. 102. 
30 Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas 

Maret, Surakarta. 2003, hal 14 
31 Ibid, hal 20 
32 Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu 
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1. Sarana Peìrlinduìngan Huìkuìm Preìveìntif 

Pada peìrlinduìngan huìkuìm preìveìntif ini, suìbyeìk huìkuìm dibeìrikan 

keìseìmpatan uìntuìk meìngajuìkan keìbeìratan atauì peìndapatnya seìbeìluìm suìatuì 

keìpuìtuìsan peìmeìrintah meìndapat beìntuìk yang deìfinitif. Tuìjuìannya adalah 

meìnceìgah teìrjadinya seìngkeìta. Peìrlinduìngan huìkuìm preìveìntif sangat beìsar 

artinya bagi tindak peìmeìrintahan yang didasarkan pada keìbeìbasan beìrtindak 

kareìna deìngan adanya peìrlinduìngan huìkuìm yang preìveìntif peìmeìrintah 

teìrdorong uìntuìk beìrsifat hati-hati dalam meìngambil keìpuìtuìsan yang 

didasarkan pada diskreìsi. Di indoneìsia beìluìm ada peìngatuìran khuìsuìs 

meìngeìnai peìrlinduìngan huìkuìm preìveìntif. 

 

2. Sarana Peìrlinduìngan Huìkuìm Reìpreìsif 

Peìrlinduìngan huìkuìm yang reìpreìsif beìrtuìjuìan uìntuìk meìnyeìleìsaikan 

seìngkeìta. Peìnanganan peìrlinduìngan huìkuìm oleìh Peìngadilan Uìmuìm dan 

Peìngadilan Administrasi di Indoneìsia teìrmasuìk kateìgori peìrlinduìngan 

huìkuìm ini. Prinsip peìrlinduìngan huìkuìm teìrhadap tindakan peìmeìrintah 

beìrtuìmpuì dan beìrsuìmbeìr dari konseìp teìntang peìngakuìan dan peìrlinduìngan 

teìrhadap hak-hak asasi manuìsia kareìna meìnuìruìt seìjarah dari barat, lahirnya 

konseìp-konseìp teìntang peìngakuìan dan peìrlinduìngan teìrhadap hak-hak asasi 

manuìsia diarahkan keìpada peìmbatasan peìmbatasan dan peìleìtakan 

keìwajiban masyarakat dan peìmeìrintah. Prinsip keìduìa yang meìndasari 

peìrlinduìngan huìkuìm teìrhadap tindak peìmeìrintahan adalah prinsip neìgara 

huìkuìm. Dikaitkan deìngan peìngakuìan dan peìrlinduìngan teìrhadap hak-hak 

asasi manuìsia, peìngakuìan dan peìrlinduìngan teìrhadap hak-hak asasi manuìsia 

meìndapat teìmpat uìtama dan dapat dikaitkan deìngan tuìjuìan dari neìgara 

huìkuìm.33 

          Pada dasarnya peìrlinduìngan huìkuìm tidak meìmbeìda-beìdakan keìlompok baik 

pria mauìpuìn wanita. Indoneìsia adalah neìgara huìkuìm yang beìrdasarkan pancasila 

                                                     
33 Philipus M. Hadjon. Op Cit. hlm. 30 
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haruìs meìmbeìrikan peìrlinduìngan huìkuìm keìpada warga neìgaranya kareìna 

peìrlinduìngan huìkuìm akan meìnimbuìlkan peìngakuìan dan peìrlinduìngan hak asasi 

manuìsia dalam beìntuìknya seìbagai makhluìk individuì dan makhluìk sosial dalam 

neìgara keìsatuìan yang meìnjuìnjuìng tinggi seìmangat keìkeìluìargaan deìmi meìncapai 

keìseìjahteìraan beìrsama. 

b. Teori Hubungan Industrial 

Teìori Huìbuìngan induìstrial adalah suìatuì huìbuìngan seìbagai akibat dari peìrjanjian 

teìrseìbuìt dimana keìduìa beìlah pihak meìmpuìnyai hak dan keìwajiban yang haruìs 

dipatuìhi, apabila salah satuì meìlanggar maka teìrjadi masalah huìbuìngan induìstrial. 

Huìbuìngan induìstrial meìnuìruìt Koeìshartono & Juìnaeìdi. meìncakuìp aspeìk yang sangat 

luìas yaituì aspeìk sosial buìdaya, psikologi, eìkonomi, politik, huìkuìm, dan hankamnas 

seìhingga huìbuìngan induìstrial tidak hanya meìlipuìti peìnguìsaha dan peìkeìrja saja, 

namuìn meìlibatkan peìmeìrintah dan masyarakat dalam arti luìas. Diseìbuìtkan juìga 

meìngeìnai fuìngsi uìtama dari huìbuìngan induìstrial yaituì meìnjaga keìlancaran 

produìksi, meìmeìlihara dan meìnciptakan keìteìnangan keìrja, meìnceìgah dan 

meìnghindari adanya peìmogokan, meìnciptakan seìrta meìmeìlihara stabilitas sosial. 

Peìmbinaan huìbuìngan induìstrial yang harmonis, dinamis, dan beìrkeìadilan dalam 

rangka meìningkatkan kineìrja peìruìsahaan dan keìseìjahteìraan peìkeìrja beìrtuìjuìan uìntuìk 

teìrciptanya keìstabilan dalam duìnia uìsaha dan huìbuìngan yang harmonis antara 

peìnguìsaha deìngan Seìrikat peìkeìrja.34 

           Oleìh kareìna ituì, teìori huìbuìngan induìstrial dapat digambarkan seìbagai 

huìbuìngan individuì dan koleìktif antara peìkeìrja dan peìnguìsaha di teìmpat keìrja yang 

timbuìl dari huìbuìngan antara peìkeìrja dan peìrwakilan peìnguìsaha pada situìasi keìrja 

atauì tingkat induìstri. Teìori huìbuìngan induìstrial meìngakuìi adanya konflik 

keìpeìntingan yang meìleìkat antara peìnguìsaha dan peìkeìrja, namuìn juìga meìngakuìi 

keìsamaan keìpeìntingan antara peìnguìsaha dan peìkeìrja.  

          Uìpaya meìwuìjuìdkan huìbuìngan keìrja yang harmonis haruìs fokuìs pada 

keìsamaan keìpeìntingan dan meìnjeìmbatani peìrbeìdaan keìpeìntingan yang dapat 

                                                     
34 Koeshartono & Junaedi. Kajiaan konsep dan permasalahan hubungaan industriaal, Yogyakarta 

: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005 
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meìnimbuìlkan konflik.. 

           Tuìjuìan khuìsuìs Huìbuìngan induìstrial adalah teìrwuìjuìdnya keìteìnangan keìrja 

dan keìmajuìan beìruìsaha. Keìteìnangan keìrja dan keìmajuìan beìruìsaha adalah kondisi 

harmonis dan dinamis dalam huìbuìngan keìrja yang uìjuìan khuìsuìs Huìbuìngan 

Induìstrial adalah teìrwuìjuìdnya keìteìnangan keìrja dan keìmajuìan beìruìsaha. 

Keìteìnangan keìrja dan keìmajuìan beìruìsaha adalah kondisi harmonis dan dinamis 

dalam huìbuìngan keìrja yang meìnganduìng uìnsuìr-uìnsuìr seìpeìrti teìrjaminnya hak 

seìmuìa pihak, peìnyeìleìsaian peìrseìlisihan induìstrial meìlaluìi muìsyawarah atauì 

muìfakat, meìnghindari teìrjadinya mogok dan peìnuìtuìpan peìruìsahaan keìcuìali seìbagai 

uìpaya teìrakhir, meìningkatkan keìseìjahteìraan teìnaga keìrja, produìktivitas dan 

keìmajuìan peìruìsahaan. Huìbuìngan antara peìnguìsaha dan para peìkeìrja tidak didasari 

oleìh jiwa peìrmuìsuìhan atauì sikap oposisional, meìlainkan oleìh sikap keìmitraan 

deìngan dasar pandangan bahwa peìruìsahaan meìruìpakan keìgiatan beìrsama yang 

meìmeìrluìkan duìkuìngan dari keìduìa beìlah pihak deìngan keìduìduìkan dan fuìngsinya 

masing-masing. 

           Meìnuìruìt Payaman, prinsip-prinsip huìbuìngan induìstrial adalah huìbuìngan 

peìnguìsaha deìngan peìkeìrja, peìnguìsaha dan peìkeìrja meìmpuìnyai huìbuìngan 

fuìngsional dan meìmpuìnyai fuìngsi yang beìrbeìda. Tuìjuìan peìmbinaan huìbuìngan 

induìstrial adalah meìnciptakan keìteìnangan beìruìsaha, keìteìnteìraman beìkeìrja, dan 

peìningkatan produìktivitas. Tuìgas lainnya adalah meìnampuìng dan meìmeìcahkan 

masalah-masalah keìteìnagakeìrjaan seìrta meìnghindari seìcara dini keìmuìngkinan-

keìmuìngkinan timbuìlnya keìsalah-pahaman uìntuìk keìpeìntingan beìrsama dan 

meìnghindari keìsalah-pahaman.35 

            Diseìbuìtkan juìga bahwa peìnguìsaha, peìmeìrintah, peìkeìrja dan masyarakat 

seìcara keìseìluìruìhan beìrkeìpeìntingan teìrhadap keìbeìrhasilan dan keìlangsuìngan 

peìruìsahaan, bahwa peìruìsahaan meìruìpakan suìmbeìr peìndapatan bagi banyak orang, 

bahwa teìrdapat huìbuìngan fuìngsional antara peìnguìsaha dan peìkeìrja. , dan masing-

masing meìmpuìnyai peìranan beìrdasarkan fuìngsi peìkeìrjaan. Difeìreìnsiasi atauì 

peìmbagian tuìgas, peìnguìsaha dan peìkeìrja meìruìpakan anggota keìluìarga peìruìsahaan. 

                                                     
35 https://www.talenta.co/blog/hukum-ketenagakerjaan-dan-hubungan-industrial-di-indonesia/ 
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Tuìjuìan Peìmbinaan huìbuìngan induìstrial adalah uìntuìk meìnciptakan keìteìnangan 

duìnia uìsaha dan keìteìnangan keìrja seìhingga meìningkatkan produìktivitas 

peìruìsahaan. Peìningkatan produìktivitas haruìs meìningkatkan keìseìjahteìraan koleìktif. 

           Teìori Huìbuìngan Induìstrial (Induìstrial Reìlations Law Theìory): Teìori ini 

beìrkaitan deìngan huìbuìngan antara peìkeìrja, seìrikat peìkeìrja, dan peìnguìsaha. Dalam 

konteìks peìrgantian peìruìsahaan alih daya, teìori ini dapat diguìnakan uìntuìk 

meìnganalisis peìran dan tangguìng jawab seìrikat peìkeìrja dalam meìlinduìngi 

keìpeìntingan peìkeìrja alih daya, seìrta peìran huìkuìm dalam meìmfasilitasi huìbuìngan 

induìstrial yang adil dan seìimbang, dan yang teìrkahir adalah Teìori Huìkuìm Kontrak 

(Contract Law Theìory): 

c. Teori Hukum Kontrak 

          Hal teìrpeìnting dalam peìlaksanaan peìrjanjian adalah peìneìntuìan seìjak kapan 

dimuìlainya peìrjanjian teìrseìbuìt. Peìneìntuìan beìrlakuìnya suìatuì peìrjanjian adalah hal 

yang peìnting, meìngingat seìjak ituì teìlah timbuìl hak dan keìwajiban dari para pihak 

yang meìlakuìkan peìrjanjian. Sisteìm huìkuìm Indoneìsia, peìmbuìatan peìrjanjian 

peìngangkuìtan tidak diisyaratkan haruìs teìrtuìlis, cuìkuìp deìngan lisan, asal ada 

peìrseìsuìaian keìheìndak. Beìrdasar pada peìngeìrtian teìrseìbuìt, maka uìntuìk adanya suìatuì 

peìrjanjian peìngakuìtan atauì peìngiriman barang cuìkuìp deìngan adanya keìseìpakatan 

di antara para pihak.36 

           Seìcara uìmuìm, teìrjadinya suìatuì peìrjanjian seìteìlah adanya keìseìpakatan antara 

para pihak, seìjak adanya keìseìpakatan, maka seìjak ituì puìlalah teìlah teìrjadi 

peìrjanjian. Seìhuìbuìngan deìngan teìrbeìntuìknya atauì dimuìlainya suìatuì peìrjanjian, 

maka dapat dilihat peìndapat yang dikeìmuìkakan oleìh Heìrlieìn Buìdiono, seìbagai 

beìrikuìt:  

          Peìrjanjian teìrbeìntuìk kareìna adanya peìrnyataan keìheìndak dari para pihak dan 

teìrcapainya kata seìpakat di antara para pihak teìrseìbuìt. Peìrnyataan keìheìndak dapat 

dilakuìkan deìngan kata-kata lisan atauìpuìn teìrtuìlis, sikap atauì tindakan, singkatnya 

tanda-tanda atauì simbol-simbol. Tanda atauì simbol teìrseìbuìt biasanya beìruìpa 

katakata yang meìruìpakan alat uìntuìk meìnyatakan keìheìndak yang dituìjuìkan uìntuìk 

                                                     
36 Zainal Asikin, Pengantar Hukum Bisnis, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 168 
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teìrjadinya suìatuì akibat huìkuìm.37 

         Beìrdasarkan peìndapat yang dikeìmuìkakan oleìh Heìrlieìn Buìdiono teìrseìbuìt, 

maka dapat dipahami bahwa peìrjanjian meìruìpakan suìatuì peìrbuìatan yang meìmiliki 

akibat huìkuìm antara duìa orang atauì leìbih dimana satuì pihak meìmbeìrikan hak, dan 

pihak lainnya beìrkeìwajiban uìntuìk meìmbeìrikan suìatuì preìstasi. Dari peìrjanjian inilah 

maka timbuìl huìbuìngan huìkuìm yang meìnimbuìlkan hak dan keìwajiban antara para 

pihak yang pada praktiknya suìdah teìntuì dijamin oleìh huìkuìm atauì uìndang-uìndang 

yang beìrlakuì dan meìngatuìr hal teìrseìbuìt. Meìngeìnai saat teìrjadinya peìrjanjian, 

beìrdasarkan doktrin huìkuìm peìrjanjian dikeìnal beìbeìrapa teìori yang dapat dijadikan 

seìbagai uìkuìran dalam meìneìntuìkan saat teìrjadinya peìrjanjian. Dilihat dari preìstasi 

keìduìa beìlah pihak dalam suìatuì kontrak, maka dibeìrbagai beìlahan duìnia teìrdapat 

beìrbagai teìori kontrak, yang antara lain:  

1) Teìori hasrat (will theìory) Teìori hasrat meìneìkan pada peìntingnya “hasrta” 

(will atauì inteìnd) dari pihak yang meìmbeìrikan janji. Uìkuìran dari eìksisteìnsi, 

keìkuìatan beìrlakuì, dan suìbstansi dari suìatuì kontrak diuìkuìr dari hasrat 

teìrseìbuìt. Beìrdasakan teìori ini yang teìrpeìnting adalah manifeìstasi keìheìndak 

dari para pihak, buìkan keìheìndak yang “aktuìal” dari para pihak. Suìatuì 

kontrak muìla-muìla dibeìntuìk dahuìluì (beìrdasarkan keìheìndak), seìdangkan 

peìlaksanaan (atauì tidak dilaksanakan) kontrak meìruìpakan peìrsoalan 

beìlakangan. 

2) Teìori tawar meìnawar (bargain theìory) Teìori yang sama dengan nilai ini 

meìngajarkan bahwa suìatuì kontrak hanya meìngikat seìjauìh  yang dineìgosiasi 

(tawar meìnawar) dan keìmuìdian diseìtuìjuìi oleìh para pihak. 

3) Teìori sama nilai (eìquìivaleìnt theìory) Teìori ini meìngajarkan bahwa suìatuì 

kontrak baruì meìngikat jika para pihak dalam kontrak teìrseìbuìt meìmbeìrikan 

preìstasinya yang seìimbang atauì sama nilai (eìquìivaleìnt).  

4) Teìori keìpeìrcayaan meìruìgi Teìori ini meìngajarkan bahwa kontrak suìdah 

dianggap ada jika deìngan kontrak yang beìrsangkuìtan suìdah meìnimbuìlkan 

keìpeìrcayaan bagi pihak teìrhadap siapa janji ituì dibeìrikan seìhingga pihak 

                                                     
37 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2016, h. 123. 
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yang meìneìrima janji teìrseìbuìt kareìna keìpeìrcayaannya ituì akan meìnimbuìlkan 

keìruìgian jika janj ituì tidak dilaksanakan.38  

Beìrbeìda deìngan teìori huìkuìm kontrak yang dikeìmuìkakan oleìh Muìnir Fuìady diatas, 

Mariam Daruìs Badruìlzaman meìngeìmuìkakan beìbeìrapa teìori huìkuìm yang 

beìrkeìmbang di Indoneìsia, antara lain:  

1) Teìori peìnawaran dan peìneìrimaan Teìori dasar dari adanya keìseìpakatan 

keìheìndak adalah teìori peìnawaran dan peìneìrimaan. Maksuìdnya adalah 

bahwa pada prinsipnya suìatuì keìseìpakatan keìheìndak baruì teìrjadi seìteìlah 

adanya peìnawaran (offeìr) dari salah satuì pihak dan diikuìti deìngan 

peìneìrimaan (acceìptanceì) oleìh pihak lain. 

2) Teìori keìheìndak Teìori ini meìngajarkan bahwa keìseìpakatan teìrjadi pada 

saat keìheìndak pihak peìneìrima dinyatakan, misalnya deìngan meìnuìliskan 

suìrat atauì meìnandatangani seìbagai beìntuìk peìrseìtuìjuìan.  

3) Teìori peìngiriman meìnuìruìt teìori peìngiriman bahwa suìatuì keìseìpakatan 

teìrjadi pada saat keìheìndak yang dinyatakan ituì dikirim oleìh pihak 

peìneìrima tawaran.  

4) Teìori peìngeìtahuìan Dimaksuìd deìngan “peìngeìtahuìan”, dalam hal ini adalah 

peìngeìtahuìan dari pihak yang meìnawarkan. Meìnuìruìt teìori ini, suìatuì kata 

seìpakat dianggap teìlah teìrbeìntuìk pada saat orang yang meìnawarkan 

teìrseìbuìt meìngeìtahuìi bahwa peìnawarannya ituì teìlah diseìtuìjuìi. 

5) Teìori keìpeìrcayaan Teìori ini meìngajarkan bahwa keìseìpakatan ituì teìrjadi 

pada saat keìheìndak dianggap layak (seìcara objeìktif) diteìrima oleìh pihak 

yang meìnawarkan.  

6) Teìori kotak pos Meìnuìruìt teìori ini, suìatuì peìneìrimaan tawaran untuk 

kontrak, seìhingga kontrak dianggap muìlai teìrjadi, adalah pada saat 

jawaban yang beìrisikan peìneìrimaan teìrseìbuìt dimasuìkkan dalam kotak pos. 

7) Teìori uìcapan Meìnuìruìt teìori ini, bahwa suìatuì keìseìpakatan keìheìndak teìrjadi 

manakala pihak yang meìneìrima peìnawaran teìlah meìnyiapkan suìrat 

jawaban yang meìnyatakan bahwa dia teìlah meìneìrima tawaran teìrseìbuìt. 

                                                     
38 Munir Fuady, Hukum Kontrak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h. 5-6. 
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8) Teìori duìgaan. Beìrdasarkan teìori duìgaan, maka saat teìrcapainya kata 

seìpakat seìhingga saat ituì dianggap juìga seìbagai saat teìrjadinya suìatuì 

kontrak adalah pada saat pihak yang meìneìrima tawaran teìlah meìngirim 

suìrat jawaban dan dia seìcara patuìt dapat meìnduìga bahwa pihak lainnya 

(pihak yang meìnawarkan) teìlah meìngeìnai isi suìrat ituì. 39 

          Laeìsio Eìnormis, meìngeìmuìkakan bahwa “suìatuì janji yang tidak diimbangi 

deìngan seìsuìatuì yang eìquìivaleìnt (sama nilainya) deìngan isi janji ituì oleìh pihak 

keìduìa dari yang meìmbuìat peìrjanjian teìrseìbuìt, maka lazimnya peìrjanjian seìpihak 

eìeìnzijdigeì oveìreìeìnkomst atauì abstract promiseì tidaklah meìruìpakan janji yang 

wajar, dan kareìnanya tidak puìla meìngikat”.65 Artinya hak dan keìwajiban para 

pihak dalam peìrjanjian haruìs seìimbang dalam peìrjanjian. Deìngan kata lain, 

peìrjanjian haruìs proporsional dan jeìlas meìndeìfinisikan hak dan keìwajiban para 

pihak dalam peìrjanjian.  

           Keìsimpuìlan suìatuì peìrjanjian meìmuìat suìatuì asas uìmuìm yang meìnjadi dasar 

dibuìatnya suìatuì peìrjanjian, yaituì asas keìbeìbasan beìrkontrak. Prinsip keìbeìbasan 

beìrkontrak muìncuìl beìrsamaan deìngan lahirnya ilmuì eìkonomi klasik yang 

meìnganjuìrkan laisseìz-faireì atauì peìrsaingan beìbas. Keìduìanya saling meìnduìkuìng 

dan sama-sama beìrakar pada peìmahaman huìkuìm alam. Keìduìa aliran peìmikiran 

teìrseìbuìt peìrcaya bahwa individuì pada uìmuìmnya meìngeìtahuìi keìpeìntingan 

teìrbaiknya dan bagaimana meìncapainya. Keìmampuìan ini dipeìroleìh kareìna manuìsia 

meìngguìnakan keìbijaksanaannya.40 

2.2   Kerangka Pemikiran 

A.  Ouìtsouìrcing Seìbagai Non-Standard Eìmploymeìnt 

Uìndang-Uìndang Nomor 13 Tahuìn 2003 teìntang Keìteìnagakeìrjaan (UìUì 

Keìteìnagakeìrjaan) meìnjeìlaskan alih daya atauì ouìtsouìrcing adalah suìatuì keìgiatan 

yang meìmpeìkeìrjakan orang lain deìngan cara meìlimpahkan seìbagian peìlaksanaan 

peìkeìrjaan keìpada pihak lain guìna meìmeìnuìhi keìbuìtuìhan teìnaga keìrjanya. Peìngeìrtian 

teìrseìbuìt dipeìrteìgas lagi dalam PP Nomor 35 Tahuìn 2021 teìntang PKWT, Alih 

                                                     
39 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, 

hal.74-78 
40 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, 

Laskbang Mediatama, Yokyakarta, 2016, h. 94.` 
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Daya, Waktuì Keìrja dan Waktuì Istirahat, dan Peìmuìtuìsan Huìbuìngan Keìrja (PP 35 

Tahuìn 2021). Dalam PP teìrseìbuìt, alih daya dideìfinisikan seìbagai peìngalihan 

peìlaksanaan peìkeìrjaan teìrteìntuì oleìh peìruìsahaan peìmbeìri keìrja keìpada peìruìsahaan 

peìnyeìdia jasa peìkeìrja/buìruìh yang beìrbadan huìkuìm. Beìrdasarkan keìduìa peìratuìran 

teìrseìbuìt, dapat disimpuìlkan bahwa alih daya atauì ouìtsouìrcing adalah suìatuì keìgiatan 

yang dilakuìkan oleìh suìatuì peìruìsahaan uìntuìk meìlimpahkan seìbagian peìlaksanaan 

peìkeìrjaannya keìpada peìruìsahaan lain yang beìrbadan huìkuìm. Peìkeìrjaan yang dapat 

dialihdayakan tidak lagi dibatasi hanya uìntuìk peìkeìrjaan peìnuìnjang, teìtapi juìga 

peìkeìrjaan inti. Huìbuìngan keìrja antara peìruìsahaan peìmbeìri keìrja deìngan peìruìsahaan 

peìnyeìdia jasa peìkeìrja/buìruìh adalah huìbuìngan keìrja keìmitraan, buìkan huìbuìngan 

keìrja suìbordinat. Artinya, peìruìsahaan peìmbeìri keìrja tidak meìmiliki keìweìnangan 

uìntuìk meìlakuìkan peìngawasan dan peìngeìndalian teìrhadap peìkeìrja/buìruìh yang 

dipeìkeìrjakan oleìh peìruìsahaan peìnyeìdia jasa peìkeìrja/buìruìh.  

Lingkuìngan yang sangat kompeìtitif saat ini meìnuìntuìt duìnia uìsaha uìntuìk 

meìnyeìsuìaikan deìngan tuìntuìtan pasar yang meìmeìrluìkan reìspons yang ceìpat dan 

fleìksibeìl dalam meìningkatkan peìlayanan teìrhadap peìlanggan. Uìntuìk ituì dipeìrluìkan 

suìatuì peìruìbahan struìktuìral dalam peìngeìlolaan uìsaha deìngan meìmpeìrkeìcil reìntang 

keìndali manajeìmeìn, deìngan meìmangkas seìdeìmikian ruìpa seìhingga dapat meìnjadi 

leìbih eìfeìktif, eìfisieìn, dan produìktif.  

            Dalam kaitan ituìlah dapat dimeìngeìrti bahwa kalauì keìmuìdian muìncuìl 

keìceìndruìngan alih daya (ouìtsouìrcing), yaituì meìmborongkan satuì bagian atauì 

beìbeìrapa bagian keìgiatan peìruìsahaan yang tadinya dikeìlola seìndiri keìpada 

peìruìsahaan lain yang keìmuìdian diseìbuìt peìruìsahaan peìneìrima peìkeìrjaan41 Istilah 

ouìtsouìrcing yang teìrkeìnal di Indoneìsia juìga dapat digolongkan seìbagai peìkeìrjaan 

non-standard eìmploymeìnt yang diciptakan oleìh ILO, teìrmasuìk Peìrjanjian Keìrja 

Waktuì Teìrteìntuì (PKWT). Non-standard eìmploymeìnt meìruìpakan keìbalikan dari 

peìkeìrjaan biasa, yang diartikan seìbagai peìkeìrjaan peìnuìh waktuì yang tidak 

meìmpuìnyai batas waktuì dan dapat dibeìrheìntikan seìwaktuì-waktuì (Inteìrnational 

                                                     
41 Muzni Tambusai, Pelaksanaan Outsourcing Ditinjau dari Aspek Hukum  

Ketenagakerjaan Tidak Mengaburkan Hubungan Industrial, dalam Informasi Hukum Vol.1 Tahun  

VI,2004. 
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Labouìr Organization, 2016). Seìbaliknya, non-standard eìmploymeìnt beìrfokuìs pada 

peìkeìrjaan yang tidak beìrsifat peìrmaneìn dan tidak meìlibatkan wirauìsaha mandiri. 

Peìkeìrjaan yang tidak lazim meìncakuìp eìmpat jeìnis peìkeìrjaan: peìkeìrjaan seìmeìntara, 

peìkeìrjaan paruìh waktuì dan panggilan, peìkeìrjaan ganda (huìbuìngan muìlti-

peìkeìrjaan), dan peìkeìrjaan kareìna keìtidakmampuìan. Sifat peìkeìrjaan yang 

diseìmbuìnyikan tidak ada kaitannya deìngan peìnjeìlasan PKWT dan ouìtsouìrcing, 

yang meìnitikbeìratkan pada uìpaya peìruìsahaan uìntuìk meìnghindari keìwajiban 

meìnghormati hak-hak peìkeìrja.  

Teìnaga keìrja tidak teìtap meìngacuì pada karyawan yang teìrlibat dalam suìatuì 

peìkeìrjaan uìntuìk jangka waktuì teìrteìntuì dan meìncakuìp teìnaga keìrja seìmeìntara 

(kontrak keìrja jangka teìtap), teìnaga keìrja kontrak yang teìrkait deìngan proyeìk atauì 

opeìrasi (beìrbasis proyeìk atauì tuìgas), dan teìnaga keìrja muìsiman atauì peìkeìrjaan 

biasa. Salah satuì ciri uìtama dari jeìnis peìkeìrjaan ini adalah sifatnya yang teìrbuìka. 

Jika dilihat dari peìngeìrtian ouìtsouìrcing, non-standard eìmploymeìnt teìrmasuìk dalam 

kateìgori peìkeìrjaan yang meìlibatkan banyak pihak. Ciri uìtama tipeì ini adalah adanya 

huìbuìngan tidak langsuìng antara peìkeìrja deìngan peìruìsahaan yang 

meìmpeìkeìrjakannya. ada duìa jeìnis peìkeìrjaan jeìnis ini. Peìrtama, peìruìsahaan 

keìpeìgawaian yang misinya meìmpeìkeìrjakan peìkeìrja dan meìlaksanakan peìkeìrjaan di 

bawah peìngawasan peìruìsahaan yang meìngguìnakan jasanya. Seìlanjuìtnya, 

peìruìsahaan suìbkontraktor (suìbkontraktor) dicirikan oleìh fakta bahwa meìreìka juìga 

meìmpeìkeìrjakan peìkeìrja dan meìnyeìdiakan barang dan jasa keìpada peìruìsahaan yang 

meìngguìnakannya. 

           Alih daya seìbagai beìntuìk bisnis yang beìrtuìjuìan uìntuìk meìncapai keìuìntuìngan 

beìrsama agar meìnciptakan keìseìmpatan bagi peìruìsahaan-peìruìsahaan baruì yang 

beìrfokuìs pada peìnyeìdiaan teìnaga keìrja, seìrta meìningkatkan eìfisieìnsi dalam duìnia 

uìsaha. Peìnguìsaha tidak peìrluì teìrlaluì teìrlibat dalam uìruìsan yang kuìrang peìnting 

yang bisa meìmakan banyak waktuì dan pikiran, kareìna aspeìk-aspeìk teìrseìbuìt dapat 

dipeìgang oleìh peìruìsahaan yang meìmiliki keìahlian khuìsuìs di bidang teìrseìbuìt. 

Peìruìsahaan meìmiliki opsi uìntuìk meìnyeìwa suìbkontraktor uìntuìk meìlaksanakan 

aktivitas teìrseìbuìt. 

          Di sisi lain, alih daya juìga dapat diartikan seìbagai uìsaha uìntuìk meìndapatkan 
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barang atauì jasa dari pihak eìksteìrnal, yang meìlibatkan huìbuìngan antara peìruìsahaan 

peìngguìna deìngan peìnyeìdia barang atauì jasa (suìpplieìr).  

 

Dalam konteìks ini, peìruìsahaan meìmiliki keìmuìngkinan uìntuìk meìngguìnakan jasa 

ageìnsi peìkeìrjaan seìmeìntara seìbagai peìnyeìdia barang atauì jasa.42 

 

Gambar 1. Jumlah PKWT Tahun 2017 s.d 2021 

Suìmbeìr: Sakeìrnas BPS dari Leìmbaga Deìmografi 

Uìniveìrsitas  Indoneìsia (LDUìI), diolah Puìsbangjaknakeìr 

 

           Beìrdasarkan data Sakeìrnas dari Leìmbaga Deìmografi Uìniveìrsitas Indoneìsia 

(LDUìI), juìmlah PKWT dari Tahuìn 2017 sampai 2019 meìngalami peìningkatan 

seìkitar 7% pe ìr tahuìnnya. Puìncaknya pada Tahuìn 2019 juìmlah PKWT meìncapai 

17.370.004 orang. Namuìn pada Tahuìn 2021, juìmlah PKWT muìlai beìrkuìrang 

dikareìnakan pada waktuì ituì teìrjadi pandeìmi Covid-19. Juìmlah PWKT dari tahuìn 

2021 s.d 2022 meìngalami peìnuìruìnan seìkitar 6%. 

 

                                                     
42 Wongkaren, S. T., Samudra R. R., Indrayanti, R., Azhari, F., & Muhyiddin. (2023). Menelaah 

Undang-Undang Cipta Kerja Terkait  PKWT dan Tenaga Alih Daya. Juni 2023. Jakarta: Pusat  

Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan –Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 
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Suìmbeìr: Sakeìrnas BPS dari LDUìI, diolah Puìsbangjaknakeìr 

 
 

           Beìrdasarkan data Sakeìrnas dari LDUìI, peìrseìntaseì PKWT teìrtinggi adalah 

pada tingkat peìndidikan SMA, yaituì seìbeìsar 28,9%. Peìrseìntaseì PKWT teìreìndah 

adalah pada tingkat peìndidikan diploma, yaituì seìbeìsar 7,4%. Dari data pada 

gambar peìrseìntaseì PKWT Beìrdasarkan tingkat peìndidikan tahuìn 2022 dapat 

dikatakan bahwa karyawan PKWT di Indoneìsia didominasi oleìh karyawan deìngan 

tingkat peìndidikan Diploma. Tingkat peìndidikan ini meìncakuìp peìndidikan 

meìneìngah atas. Tingkat peìndidikan ini meìmiliki peìrseìntaseì PKWT yang cuìkuìp 

tinggi kareìna pada tingkat peìndidikan ini, teìnaga keìrja suìdah meìmiliki 

keìteìrampilan yang leìbih baik daripada teìnaga keìrja yang beìrpeìndidikan SMP. Hal 

ini keìmuìngkinan diseìbabkan oleìh beìbeìrapa faktor, seìpeìrti tingginya keìbuìtuìhan 

teìnaga keìrja teìrampil di Indoneìsia dan fleìksibilitas peìrjanjian keìrja PKWT yang 

meìmuìngkinkan peìruìsahaan uìntuìk meìreìkruìt karyawan deìngan keìteìrampilan teìrteìntuì 

uìntuìk jangka waktuì teìrteìntuì. 

          Alih daya pada hakikatnya meìruìpakan proseìs indeìpeìndeìn uìntuìk meìmeìnuìhi 

keìbuìtuìhan peìruìsahaan, baik yang teìrjadi di dalam peìruìsahaan mauìpuìn seìcara 

eìksteìrnal uìntuìk meìneìkankan keìpuìtuìsan peìruìsahaan uìntuìk meìnawarkan suìatuì 

produìk atauì jasa. Dalam hal ini, peìruìsahaan dapat meìmpeìkeìrjakan suìbkontraktor 

uìntuìk meìlakuìkan aktivitas ouìtsouìrcing. Seìhingga ouìtsouìrcing dapat diartikan 

seìbagai uìpaya peìnyeìdiaan barang dan jasa dari pihak luìar peìruìsahaan dalam 

huìbuìngan antara peìruìsahaan peìngguìna dan peìruìsahaan peìnyeìdia   (peìmasok).   

Gambar 2. Persentase PKWT Berdasarkan 

Tigkat Pendidikan Tahun 2022 
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Dalam   konteìks   ini,   peìruìsahaan   dapat meìngguìnakan jasa ageìn keìpeìgawaian 

uìntuìk meìnyeìdiakan barang dan jasa.  

          Alih daya dalam konteìks keìteìnagakeìrjaan meìruìjuìk pada praktik di mana 

seìbuìah peìruìsahaan meìngguìnakan teìnaga keìrja dari peìnyeìdia jasa teìnaga keìrja uìntuìk 

meìnjalankan suìatuì peìkeìrjaan atauì produìksi. Dalam hal ini, ada peìruìsahaan yang 

seìcara speìsifik meìlatih, meìnyeìdiakan, dan meìmpeìkeìrjakan teìnaga keìrja uìntuìk 

keìpeìrluìan peìruìsahaan lain. Peìruìsahaan peìnyeìdia jasa ini meìmiliki huìbuìngan keìrja 

langsuìng deìngan peìkeìrja atauì buìruìh yang diteìmpatkan uìntuìk beìkeìrja. Huìbuìngan 

keìrja dalam konteìks ouìtsouìrcing meìruìjuìk pada kondisi di mana peìkeìrja atauì buìruìh 

dipeìkeìrjakan dalam suìatuì peìruìsahaan meìlaluìi kontrak keìrja, namuìn kontrak 

teìrseìbuìt buìkan diseìdiakan oleìh peìruìsahaan yang meìngguìnakan teìnaga keìrja, 

meìlainkan oleìh peìruìsahaan peìnyeìdia jasa teìnaga keìrja yang beìrtindak seìbagai 

peìrantara. 43 

A.  Alih daya atauì ouìtsouìrcing dijeìlaskan seìbagai peìnyeìrahan seìbagian 

peìlaksanaan peìkeìrjaan  keìpada peìruìsahaan lain beìrdasarkan peìrjanjian teìrtuìlis.  

           Ouìtsouìrcing diatuìr dalam UU Nomor  13  Tahuìn  2003  teìntang  

Keìteìnagakeìrjaan  (UìUì Keìteìnagakeìrjaan) dan PP Nomor 35 Tahuìn 2021 teìntang 

Peìrjanjian Keìrja Waktuì Teìrteìntuì, Alih Daya, Waktuì Keìrja dan Waktuì Istirahat, dan 

Peìmuìtuìsan Huìbuìngan Keìrja (PP 35 Tahuìn 2021). Beìrdasarkan     reìguìlasi     

teìrseìbuìt,     teìrdapat     beìbeìrapa     tipeì ouìtsouìrcing, yaituì: 

1) Ouìtsouìrcing beìrdasarkan jeìnis peìkeìrjaan  

Ouìtsouìrcing beìrdasarkan jeìnis peìkeìrjaan dibagi meìnjadi duìa, yaituì:  

a. Ouìtsouìrcing uìntuìk peìkeìrjaan peìnuìnjang. Ouìtsouìrcing uìntuìk 

peìkeìrjaan peìnuìnjang adalah peìnyeìrahan seìbagian peìlaksanaan 

peìkeìrjaan yang sifatnya peìnuìnjang keìpada peìruìsahaan lain. 

Peìkeìrjaan peìnuìnjang adalah peìkeìrjaan yang tidak beìrhuìbuìngan 

langsuìng deìngan proseìs produìksi atauì jasa  uìtama  peìruìsahaan  

peìmbeìri  peìkeìrjaan.  Contoh  peìkeìrjaan peìnuìnjang  yang  dapat    

                                                     
43 Rajagukguk, H. P., (2002). Peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan Perusahaan. Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia. Cet. ke-1, h. 79 
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di alih dayakan: cleìaning  seìrviceì, keìamanan,  layanan   cateìring,    

layanan lauìndry, layanan transportasi. 

b. Ouìtsouìrcing uìntuìk peìkeìrjaan uìtama 

            Ouìtsouìrcing uìntuìk peìkeìrjaan uìtama adalah peìnyeìrahan 

seìbagian peìlaksanaan peìkeìrjaan yang sifatnya uìtama keìpada 

peìruìsahaan lain. Peìkeìrjaan uìtama adalah peìkeìrjaan yang 

beìrhuìbuìngan langsuìng deìngan proseìs produìksi atauì jasa uìtama 

peìruìsahaan peìmbeìri peìkeìrjaan. Meìnuìruìt PP 35 Tahuìn 2021, jeìnis 

peìkeìrjaan yang tidak dapat di-ouìtsouìrcing adalah: 

• Peìkeìrjaan yang beìrhuìbuìngan deìngan hajat hiduìp orang 

banyak 

• Pekerjaan yang berkitan dengan pertahanan dan 

keamanan negara 

• Peìkeìrjaan yang beìrkaitan deìngan keìseìlamatan uìmuìm 

• Peìkeìrjaan yang beìrkaitan deìngan hak asasi manuìsia 

• Peìkeìrjaan yang beìrkaitan deìngan peìrlinduìngan anak 

• Peìkeìrjaan yang beìrkaitan deìngan peìrlinduìngan 

peìreìmpuìan 

 

• Peìkeìrjaan yang beìrkaitan deìngan peìrlinduìngan 

peìkeìrja migran 

 

2). Ouìtsouìrcing beìrdasarkan huìbuìngan keìrja 

           Ouìtsouìrcing beìrdasarkan huìbuìngan keìrja dibagi meìnjadi duìa, yaituì: 

ouìtsouìrcing deìngan peìrjanjian keìrja waktuì teìrteìntuì dan ouìtsouìrcing deìngan 

peìrjanjian keìrja waktuì tidak teìrteìntuì (PKWTT). Ouìtsouìrcing deìngan PKWT adalah 

peìnyeìrahan seìbagian peìlaksanaan peìkeìrjaan keìpada peìruìsahaan lain beìrdasarkan 

peìrjanjian keìrja yang didasarkan pada jangka waktuì teìrteìntuì. Seìdangkan ìalih daya 

deìngan peìrjanjian keìrja waktuì tidak teìrteìntuì (PKWTT) adalah peìnyeìrahan seìbagian 
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peìlaksanaan peìkeìrjaan keìpada peìruìsahaan lain beìrdasarkan peìrjanjian keìrja yang 

didasarkan pada jangka waktuì tidak teìrteìntuì. 

3). Ouìtsouìrcing beìrdasarkan bidang uìsaha 

           Ouìtsouìrcing beìrdasarkan bidang uìsaha dibagi meìnjadi beìbeìrapa bidang,  

yaituì:  cleìaning   seìrviceì,  Keìamanan,  layanan  cateìring, layanan   lauìndry,   layanan   

transportasi,   Layanan   keìseìhatan, layanan peìndidikan, layanan IT. 

4). Ouìtsouìrcing beìrdasarkan lokasi 

           Ouìtsouìrcing beìrdasarkan lokasi dibagi meìnjadi duìa, teìrdiri dari on- siteì 

dan off-siteì. Ouìtsouìrcing on-siteì adalah peìnyeìrahan seìbagian peìlaksanaan 

peìkeìrjaan keìpada peìruìsahaan lain yang dilakuìkan di lokasi peìruìsahaan peìmbeìri 

peìkeìrjaan. Seìdangkan Ouìtsouìrcing off- siteì adalah peìnyeìrahan seìbagian 

peìlaksanaan peìkeìrjaan keìpada peìruìsahaan lain yang dilakuìkan di lokasi peìruìsahaan 

alih daya. 

          Peìmeìrintah juìga meìngatuìr bahwa peìruìsahaan alih daya wajib meìmeìnuìhi 

beìbeìrapa peìrsyaratan, yaituì:  

1. meìmiliki izin uìsaha dari peìmeìrintah,  

2. meìmiliki teìnaga keìrja yang kompeìteìn, 

3. meìmiliki fasilitas  dan  peìralatan  keìrja  yang  meìmadai,  

4. meìmiliki  sisteìm manajeìmeìn muìtuì yang teìrstandar. 

B. Peìrlinduìngan Huìkuìm Teìrhadap Peìkeìrja/Buìruìh Alih Daya 

           Buìruìh dilinduìngi seìlama dia beìkeìrja atauì seìlama masih ada huìbuìngankeìrja. 

Peìratuìran yang dibeìntuìk ialah peìratuìran yang meìlinduìngi buìruìh dan teìnaganya, 

misalnya: 

a. Uìndang-Uìndang keìrja dan peìratuìran uìntuìk meìnjalankannya, yang 

meìneìtapkan antara lain larangan bagi peìreìmpuìan meìnjalankan peìkeìrjaan 

pada malam hari, di dalam tambang, luìbang di dalam tanah atauì teìmpat 

lain uìntuìk meìngambil logam dan bahan- bahan lain dari dalam tanah. 

b. Uìndang-uìndang Keìseìlamatan Keìrja yang meìmuìat peìratuìran-peìratuìran 
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bagi peìruìsahaan-peìruìsahaan yang meìmpeìrguìnakan alat keìkuìatan- 

keìkuìatan suìpaya meìngadakan peìrleìngkapan yang cuìkuìp agar tuìbuìh 

teìrhindar dari keìceìlakaan.44 

           Meìngingat masih leìmahnya keìduìduìkan buìruìh, maka peìrlinduìngan huìkuìm 

seìseìorang dileìtakan pada teìmpat yang uìtama seìkali. Campuìr tangan peìmeìrintah 

dalam peìrlinduìngan huìkuìm antara buìruìh seìbagai seìseìorang deìngan majikan 

haruìslah seìcuìkuìp-cuìkuìpnya. Deìngan dijalan deìmikian soal peìrlinduìngan teìnaga 

manuìsia di lapangan produìksi haruìslah meìnjadi tangguìng jawab majikan teìrhadap 

masyarakat, yang meìnuìruìt huìkuìm adalah beìrarti tangguìng jawab majikan teìrhadap 

peìmeìrintah.45 

            Peìrjanjian keìrja yang meìruìpakan suìatuì beìntuìk dari peìrjanjian, seìlain 

meìmuìat hak dan keìwajiban, beìrfuìngsi puìla seìbagai peìrlinduìngan huìkuìm bagi para 

pihak yang teìrikat dalam peìrjanjian teìrseìbuìt, seìhingga apabila diantara keìduìanya 

teìrjadi peìrseìlisihan, maka keìduìanya dapat meìngandalkan peìrjanjian keìrja teìrseìbuìt 

seìbagai beìntuìk peìrlinduìngan.46 

            Peìrjanjian keìrja yang seìring diguìnakan dalam prakteìk alih daya adalah 

peìrjanjian keìrja waktuì teìrteìntuì/kontrak, seìhingga alih daya dalam peìlaksanaannya 

seìring meìnguìrangi hak-hak peìkeìrja dalam hal keìpastian keìrja teìrkait jangka waktuì, 

mauìpuìn jaminan keìseìjahteìraan. Seìlama ini peìkeìrja meìmang meìnjadi pihak yang 

leìmah baik dari sisi keìduìduìkan mauìpuìn peìrlinduìngan huìkuìmnya, kareìna meìreìka 

adalah pihak yang sangat meìmbuìtuìhkan peìkeìrjaan, seìhingga mauì tidak mauì haruìs 

meìngikuìti apa yang teìlah diteìntuìkan oleìh peìnguìsaha/peìruìsahaan.47 

            Bagi peìkeìrja/buìruìh, jaminan keìseìjahteìraan/hak-hak peìkeìrja waktuì teìrteìntuì 

sangat dipeìrluìkan, hal ini dikareìnakan karakteìr dari seìtiap huìkuìm keìteìnagakeìrjaan 

seìharuìsnya meìmbeìrikan hak yang seìimbang dan adil bagi duìa pihak uìtama di luìar 

peìruìsahaan yang meìnyeìdiakan jasa peìkeìrja/buìruìh, yaituì peìkeìrja dan peìnguìsaha. 

                                                     
44 Abdul Rahman Budiono, Hukum Perburuhan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1997),h.65. 
45 Ibid.,h.66. 
46 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
47 Iman Sjahputra Tunggal, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Harvarindo, 2005), hal. 
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Namuìn, biasanya keìtidakseìimbangan teìrseìbuìt leìbih banyak dideìrita oleìh pihak 

peìkeìrja, teìruìtama pada saat ini dimana keìseìmpatan keìrja seìmakin meìnyeìmpit akibat 

meìnuìruìnnya keìgiatan eìkonomi seìcara nasional. Tak peìlak, peìratuìran 

keìteìnagakeìrjaan puìn meìnjadi seìmakin banyak meìngatuìr hak-hak peìkeìrja.48 

C. Hak Uìpah 

            Peìrlinduìngan peìkeìrja alih daya (ouìtsouìrcing) dari seìgi uìpah meìnuìruìt 

uìndang-uìndang yang baruì, yaituì Uìndang-uìndang (UìUì) Nomor 6 Tahuìn 2023 

teìntang Peìneìtapan Peìratuìran Peìmeìrintah Peìngganti Uìndang-Uìndang Nomor 2 

Tahuìn 2022 teìntang Cipta Keìrja meìnjadi Uìndang-Uìndang.  Pasal  66  ayat  (1)  UìUì  

Cipta  Keìrja  meìnyatakan bahwa "Peìruìsahaan alih daya wajib meìmbayar uìpah 

keìpada peìkeìrja yang dipeìkeìrjakannya seìkuìrang-kuìrangnya seìsuìai deìngan keìteìntuìan 

peìratuìran peìruìndang-uìndangan". Keìteìntuìan ini meìneìgaskan bahwa uìpah peìkeìrja 

ouìtsouìrcing haruìs  sama deìngan uìpah peìkeìrja in-houìseì yang meìngeìrjakan peìkeìrjaan 

yang sama. Pasal 88Eì ayat (1) UìUì Cipta Keìrja meìnyatakan bahwa "Uìpah 

peìkeìrja/buìruìh yang beìkeìrja kuìrang dari 1 tahuìn pada peìruìsahaan yang beìrsangkuìtan 

diteìtapkan beìrdasarkan uìpah minimuìm". Keìteìntuìan ini beìrarti gaji peìkeìrja paruìh 

waktuì yang beìkeìrja kuìrang dari satuì tahuìn pada peìruìsahaan yang 

meìmpeìkeìrjakannya akan meìngacuì pada uìpah minimuìm. Pasal 92 ayat (1) UìUì Cipta 

Keìrja meìnyeìbuìtkan: “Uìpah peìgawai yang teìlah beìkeìrja seìlama 1 tahuìn atauì leìbih 

pada peìruìsahaan yang beìrsangkuìtan diteìntuìkan beìrdasarkan organisasi dan 

peìrhituìngan biaya peìnguìpahan peìruìsahaan yang suìdah mapan. Keìteìntuìan teìrseìbuìt 

beìrarti gaji peìkeìrja paruìh waktuì yang teìlah beìkeìrja leìbih dari satuì tahuìn pada 

peìruìsahaan yang meìmpeìkeìrjakannya akan meìngacuì pada struìktuìr dan beìsaran gaji 

yang diteìtapkan oleìh peìruìsahaan. Atuìran teìknis dijeìlaskan dalam PP Nomor 35 

Tahuìn 2021 teìntang Seìmeìntara kontrak keìrja, cuìti, jam keìrja.   

        Alih   daya teìrmaktuìb dalam BAB III Pasal 18 ayat (1) Huìbuìngan Keìrja antara 

Peìruìsahaan Alih Daya deìngan peìkeìrja/buìruìh yang dipeìkeìrjakan, didasarkan pada 

PKWT atauì PKWTT. Keìteìntuìan ini diikuìti oleìh ayat seìlanjuìtnya yang 

meìngamanatkan agar peìrjanjian dibuìat seìcara teìrtuìlis.   Pasal   18   ayat   (3)   

                                                     
48 Ibid.,hal.57. 
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Peìrlinduìngan   peìkeìrja/buìruìh,   uìpah, keìseìjahteìraan,   syarat   keìrja,   dan   

peìrseìlisihan   yang   timbuìl dilaksanakan seìsuìai deìngan keìteìntuìan peìratuìran 

peìruìndang- uìndangan dan meìnjadi tangguìng jawab peìruìsahaan alih daya. 

Keìteìntuìan ini keìmuìdian dilanjuìtkan deìngan ayat beìrikuìtnya yang diatuìr dalam 

Peìrjanjian Keìrja (PK), Peìratuìran Peìruìsahaan (PP), atauì Peìrjanjian Keìrja Beìrsama 

(PKB). 

          Seìcara uìmuìm, keìteìntuìan-keìteìntuìan teìrseìbuìt dapat meìmbeìrikan 

peìrlinduìngan yang leìbih baik bagi peìkeìrja ouìtsouìrcing dari seìgi uìpah. Hal ini 

kareìna uìpah peìkeìrja ouìtsouìrcing  haruìs sama deìngan uìpah peìkeìrja in-houìse ì 

yang meìngeìrjakan peìkeìrjaan yang sama, seìrta meìngacuì pada uìpah minimuìm 

dan struìktuìr dan skala uìpah. 

D. Jaminan Sosial 

 

Peìrlinduìngan peìkeìrja alih daya (ouìtsouìrcing) dari seìgi jaminan sosial 

meìnuìruìt Uìndang-Uìndang Nomor 11 Tahuìn 2020 teìntang Cipta Keìrja.      

(UìUì Cipta Ke ìrja) dan Peìratuìran Peìmeìrintah Nomor 35 Tahuìn 2021 

teìntang Peìrjanjian Keìrja Waktuì Teìrteìntuì, Alih Daya, Waktuì Ke ìrja dan Waktuì 

Istirahat dan Peìmuìtuìsan Huìbuìngan Ke ìrja diantanya adalah:49 

1) Jaminan Keìceìlakaan Keìrja (JKK) 

Peìkeìrja alih daya (ouìtsouìrcing) beìrhak atas jaminan keìceìlakaan keìrja (JKK) 

yang diseìleìnggarakan oleìh BPJS Keìteìnagakeìrjaan. JKK meìruìpakan program 

jaminan sosial yang beìrtuìjuìan meìmbeìrikan peìrlinduìngan keìpada peìkeìrja/buìruìh 

yang meìngalami keìceìlakaan keìrja, baik dalam beìntuìk santuìnan dan peìlayanan 

meìdis. Pasal 66 ayat (3) UìUì Cipta Keìrja meìnyatakan bahwa peìkeìrja alih daya 

beìrhak atas jaminan keìceìlakaan keìrja. Keìteìntuìan ini dipeìrkuìat oleìh Pasal  33  PP  

35  Tahuìn  2021  yang  meìnyatakan  bahwa  peìkeìrja alih daya  wajib meìnjadi peìseìrta 

program JKK. 

2) Jaminan Keìmatian (JKM) 

           Peìgawai alih daya (ouìtsouìrcing) yang keìluìar juìga beìrhak atas jaminan 
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keìmatian (JKM) yang dibeìrikan oleìh BPJS Keìteìnagakeìrjaan. JKm meìruìpakan 

program jaminan sosial yang beìruìpaya meìmbeìrikan rasa aman keìpada keìluìarga 

peìgawai yang meìninggal duìnia. Pasal 66 ayat (4) UìUì Cipta Keìrja meìnyeìbuìtkan 

peìkeìrja ouìtsouìrcing beìrhak meìndapatkan tuìnjangan keìmatian. Pasal 33 PP 35 

Tahuìn 2021 meìneìgaskan keìteìntuìan teìrseìbuìt yang meìnyeìbuìtkan bahwa peìkeìrja 

ouìtsouìrcing wajib meìngikuìti program JKM. 

3) Hak Jaminan Hari Tuìa (JHT) 

 

          Adapuìn peìkeìrja alih daya (ouìtsouìrcing) yang beìkeìrja beìrdasarkan PKWTT 

beìrhak atas JHT yang diseìleìnggarakan oleìh BPJS Keìteìnagakeìrjaan. JHT seìndiri 

meìruìpakan program jaminan sosial yang dituìjuìkan uìntuìk meìmbeìrikan 

peìrlinduìngan keìpada peìkeìrja/buìruìh agar dapat meìmasuìki masa peìnsiuìnnya 

teìrlinduìngi, teìnang, dan teìrjamin. Keìteìntuìan teìrseìbuìt diatuìr dalam Pasal 66 ayat 5 

UìUì Cipta Keìrja bahwa peìkeìrja ouìtsouìrcing yang beìkeìrja beìrdasarkan PKWTT 

beìrhak atas JHT. Laluì uìntuìk meìmpeìrkuìat hal teìrseìbuìt, diatuìr puìla dalam Pasal 33 

PP 35 Tahuìn 2021 bahwa peìkeìrja alih daya yang beìkeìrja beìrdasarkan PKWTT 

wajib meìnjadi peìseìrta program JHT. 

4) Hak Jaminan peìnsiuìn 

            Peìkeìrja alih daya (ouìtsouìrcing) yang beìkeìrja beìrdasarkan PKWTT dan teìlah 

meìncapai uìsia peìnsiuìn beìrhak atas jaminan peìnsiuìn yang diseìleìnggarakan oleìh 

BPJS Keìteìnagakeìrjaan. JP adalah program jaminan sosial yang beìrtuìjuìan 

meìmbeìrikan peìrlinduìngan sosial keìpada peìkeìrja/buìruìh agar dapat meìnjalani 

keìhiduìpan yang layak di keìmuìdian hari. Pasal 66 ayat 6 UìUì Cipta Keìrja 

meìnyatakan bahwa peìkeìrja alih daya yang beìkeìrja beìrdasarkan PKWTT dan teìlah 

meìmasuìki uìsia peìnsiuìn beìrhak atas jaminan peìnsiuìn. Pasal ini dipeìrkuìat oleìh Pasal 

33 PP 35 Tahuìn 2021, yang meìnyatakan bahwa peìkeìrja ouìtsouìrcing “ wajib” 

meìnjadi peìseìrta program JP. 

5) Hak Jaminan keìse ìhatan 

         Meìmbeìrikan pekerja alih daya (ouìtsouìrcing) akseìs teìrhadap layanan 

keìseìhatan yang beìrkuìalitas dan teìrjangkauì. Pasal 66 ayat (7) UìUì Cipta Keìrja 

meìnyeìbuìtkan teìnaga keìrja alih daya wajib meìngikuìti program JK. Pasal 33 PP 35 
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Tahuìn 2021 meìmpeìrteìgas keìteìntuìan teìrseìbuìt yang meìnyeìbuìtkan TKA wajib 

meìngikuìti program JK. Tuìnjangan Jaminan Sosial bagi peìkeìrja yang dipeìkeìrjakan 

dibayar oleìh peìmbeìri keìrja. Inveìstasi jaminan sosial bagi peìkeìrja diatuìr dalam 

Uìndang-Uìndang Peìmeìrintah 44 Tahuìn 2021 teìntang Peìnyeìleìnggaraan Program 

Jaminan Sosial Keìteìnagakeìrjaan. Kontraktor yang ingin meìngikuìti program 

jaminan keìseìhatan (JK) yang diseìleìnggarakan BPJS Keìseìhatan adalah seìbagai 

beìrikuìt. JK meìruìpakan program jaminan sosial yang beìruìpaya uìntuìk meìnjamin 

seìjuìmlah layanan jaminan keìrja bagi peìkeìrja alih daya. 

 Jaminan keìceìlakaan keìrja (JKK): 1% dari uìpah 

 Jaminan keìmatian (JKM): 0,3% dari uìpah 

 Jaminan hari tuìa (JHT): 3% dari uìpah 

 Jaminan peìnsiuìn (JP): 3% dari uìpah 

 Jaminan keìseìhatan (JK): 5% dari uìpah 

  

E. Jam Keìrja 

            Peìrlinduìngan peìkeìrja alih daya (ouìtsouìrcing) dari seìgi jam keìrja meìnuìruìt 

uìndang-uìndang yang diatuìr dalam UU Nomor 11 Tahuìn 2020 teìntang Cipta Keìrja 

(UìUì Cipta Keìrja) dan PP  Nomor  35  Tahuìn  2021  teìntang  Peìrjanjian Keìrja Waktuì 

Teìrteìntuì, Alih Daya, Waktuì Keìrja dan Waktuì Istirahat, dan Peìmuìtuìsan Huìbuìngan 

Keìrja.50 

             Pasal 77 UìUì Cipta Keìrja meìngatuìr bahwa peìkeìrja/buìruìh ouìtsouìrcing  

beìrhak  atas peìrlinduìngan uìpah  dan keìseìjahteìraan, syarat-syarat keìrja, dan 

peìrseìlisihan huìbuìngan induìstrial yang sama deìngan peìkeìrja/buìruìh lainnya. 

Seìmeìntara ituì, Pasal 20 PP 35 Tahuìn  2021  meìngatuìr  bahwa  peìkeìrja/buìruìh  

ouìtsouìrcing  beìrhak atas waktuì keìrja dan waktuì istirahat yang sama deìngan 

peìkeìrja/buìruìh lainnya. Seìcara leìbih rinci, keìteìntuìan meìngeìnai jam keìrja diatuìr 

dalam Pasal 77 sampai deìngan Pasal 81 UìUì Cipta Keìrja dan Pasal 20 sampai 

deìngan Pasal 25 PP 35 Tahuìn 2021. Beìrikuìt adalah beìbeìrapa keìteìntuìan peìnting 
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meìngeìnai jam keìrja peìkeìrja/buìruìh ouìtsouìrcing: 

1) Waktuì keìrja harian paling lama 7 jam dalam 1 hari atauì 40 jam dalam 1 

mingguì. 

2) Waktuì istirahat harian paling lama 1 jam dan istirahat mingguìan paling 

lama 1 hari. 

3) Peìkeìrja/buìruìh  beìrhak  atas  istirahat  khuìsuìs  paling  lama  15 meìnit seìtiap 

4 jam keìrja teìruìs meìneìruìs. 

4) Peìkeìrja/buìruìh dilarang beìkeìrja meìleìbihi waktuì keìrja yang teìlah 

diteìntuìkan. 

        Jika peìruìsahaan meìmpeìkeìrjakan peìkeìrja/buìruìh ouìtsouìrcing uìntuìk beìkeìrja 

meìleìbihi waktuì keìrja yang teìlah diteìntuìkan, peìruìsahaan wajib meìmbayar uìpah 

leìmbuìr. Seìlain ituì, peìruìsahaan juìga wajib meìmbeìrikan peìrlinduìngan keìseìlamatan 

dan  keìseìhatan  keìrja  (K3)  keìpada  peìkeìrja/buìruìh  ouìtsouìrcing, teìrmasuìk 

meìmbeìrikan waktuì istirahat yang cuìkuìp dan lingkuìngan keìrja   yang   aman   dan   

seìhat.   Jika   peìruìsahaan   meìlanggar keìteìntuìan meìngeìnai jam keìrja dan K3, 

peìruìsahaan dapat dikeìnakan     sanksi     administratif     beìruìpa     teìguìran     teìrtuìlis, 

peìmbatasan keìgiatan uìsaha, peìngheìntian seìmeìntara atauì teìtap keìgiatan uìsaha, 

dan/atauì deìnda. 

F.  Peìrseìlisihan Huìbuìnga Induìstrial 

            Meìnuìruìt Uìndang-Uìndang Nomor 11 Tahuìn 2020, peìkeìrja alih daya 

(ouìtsouìrcing) meìmiliki hak yang sama deìngan peìkeìrja teìtap dalam hal peìrseìlisihan 

huìbuìngan induìstrial. Hal ini beìrarti bahwa peìkeìrja ouìtsouìrcing dapat meìngajuìkan 

peìrseìlisihan huìbuìngan induìstrial keì peìngadilan huìbuìngan induìstrial, baik seìcara 

individuì mauìpuìn koleìktif meìlaluìi seìrikat peìkeìrja/seìrikat buìruìh. Oleìh kareìna ituì 

Uìndang-uìndang ini meìmbeìrikan peìrlinduìngan yang leìbih baik bagi peìkeìrja 

ouìtsouìrcing dalam hal peìrseìlisihan huìbuìngan induìstrial. Beìrikuìt adalah beìbeìrapa 

keìteìntuìan peìnting teìntang peìrlinduìngan peìkeìrja alih daya dari seìgi peìrseìlisihan 

huìbuìngan induìstrial meìnuìruìt Uìndang-Uìndang Nomor 11 Tahuìn 2020: 

1) Peìkeìrja alih daya beìrhak meìngajuìkan peìrseìlisihan huìbuìngan 

induìstrial keì peìngadilan huìbuìngan induìstrial, baik seìcara individuì 

mauìpuìn koleìktif meìlaluìi seìrikat peìkeìrja/seìrikat buìruìh. 
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 (Pasal 79 ayat (1)) 

2) Peìkeìrja alih daya beìrhak atas peìndampingan dari seìrikat 

peìkeìrja/seìrikat buìruìh dalam meìngajuìkan peìrseìlisihan huìbuìngan 

induìstrial. (Pasal 79 ayat (2)) 

3) Peìkeìrja alih daya beìrhak atas biaya peìrkara yang dibeìbankan keìpada 

peìruìsahaan peìmbeìri keìrja atauì peìruìsahaan peìnyeìdia jasa. (Pasal 80 

ayat (1)) 

4) Peìruìsahaan peìmbeìri keìrja atauì peìruìsahaan peìnyeìdia jasa dilarang 

meìlakuìkan peìmuìtuìsan huìbuìngan keìrja teìrhadap peìkeìrja alih daya 

yang meìngajuìkan peìrseìlisihan huìbuìngan induìstrial. (Pasal 81 ayat 

(1)) 

5) Jika peìruìsahaan peìmbeìri keìrja atauì peìruìsahaan peìnyeìdia jasa 

meìlakuìkan peìmuìtuìsan huìbuìngan keìrja teìrhadap peìkeìrja alih daya 

yang meìngajuìkan peìrseìlisihan huìbuìngan  induìstrial,  maka  

peìmuìtuìsan  huìbuìngan  keìrja teìrseìbuìt batal deìmi huìkuìm. (Pasal 81 ayat 

(2)) 

         Seìlain ituì, UìUì No. 11 Tahuìn 2020 juìga meìngatuìr teìntang peìnyeìleìsaian 

peìrseìlisihan huìbuìngan induìstrial. Peìngaduìan wajib dilakuìkan seìbeìluìm peìrseìlisihan 

huìbuìngan induìstrial diruìjuìk keì peìngadilan huìbuìngan induìstrial. Peìruìndingan dapat 

dilakuìkan meìlaluìi meìdiator dari Keìmeìnteìrian Keìteìnagakeìrjaan atauì meìdiator 

swasta. Apabila uìpaya banding tidak beìrhasil, maka peìkeìrja tidak teìtap dapat 

meìmbawa peìrseìlisihan huìbuìngan induìstrial teìrseìbuìt keì peìngadilan huìbuìngan 

induìstrial. 

           Dalam hal ini bahwa huìbuìngan huìkuìm yang teìrcipta antara Teìnaga Keìrja 

dan Peìruìsahaan ouìtsouìrcing muìlai sah keìtika teìrcapainya keìseìpakatan yang 

teìrtuìang dalam peìrjanjian keìrja yang teìntuì nyateìlah diseìtuìjuìi puìla seìcara sadar oleìh 

pihak - pihak yang meìngikatkan dirinya. Pihak peìmeìrintah juìga peìrluì meìncabuìt 

atuìran-atuìran yang teìrkait dalam sisteìm ouìtsouìrcing yang tidak meìnjamin keìpastian 

huìkuìm seìpeìrti yang teìrdapat dalam jeìnis peìkeìrjaan peìnyeìdiaan teìnaga peìkeìrja 

yakni;  
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peìkeìrjaan peìnuìnjang yang tidak beìrhuìbuìngan langsuìng deìngan bisnis inti dan juìga 

sisteìm kontrak keìrja yang dibatasi deìngan PKWT.51 

 

         Salah satuì alteìrnatif dari peìrmasalahan praktik peìrlinduìngan ouìtsouìrcing 

dari seìgi huìbuìngan induìstrial adalah Huìbuìngan  Induìstrial  Pancasila.  Dalam  

tuìlisan  Ruìmimpuìnu ì,  meìnjeìlaskan Huìbuìngan induìstrial di Indoneìsia dapat 

beìrkeìmbang dalam tiap-tiap peìruìsahaan seìsuìai keìpribadian bangsa beìrdasarkan 

pancasila. Huìbuìngan induìstrial pancasila yang ada di Indoneìsia meìruìpakan suìatuì 

huìbuìngan induìstri yang meìnjadi ciri khas yang meìnjadi peìmbeìda deìngan neìgara 

lain. Huìbuìngan induìstrial teìrseìbuìt yaitu ì: 1) sila peìrtama seìbagai landasan spirituìal 

huìbuìngan induìstrial, dalam beìkeìrja manuìsia tidak hanya meìncari nafkah teìtapi 

meìngabdi keìpada tuìhan dan seìsama manuìsia; 2) sila keìduìa seìbagai landasan 

keìmanuìsiaan deìngan meìnganggap peìkeìrja buìkan seìkeìdar faktor produìksi teìtapi 

seìbagai mitra peìruìsahaan; 3) sila keìtiga seìbagai dasar keìsatuìan yang diteìrapkan 

beìrpeìdoman keìpada tridharma yang meìnganduìng asas partneìrship dan 

tangguìng jawab beìrsama antara peìkeìrja, manajeìmeìn, dan seìrikat peìkeìrja 

seìhingga teìrcipta saling meìrasa ikuìt meìmiliki,  meìmeìlihara, meìmpe ìrtahankan  dan 

teìruìs meìneìruìs mawas diri; 4) sila keìeìmpat seìbagai landasan deìmokrasi, seìmuìa 

pihak dalam proseìs produìksi meìmiliki hak meìngeìluìarkan peìndapat yang sama 

seìhingga seìlaluì meìnguìtamakan muìsyawarah muìfakat dalam seìtiap 

peìngambilan keìpuìtuìsan; 5) sila keìlima seìbagai landasan peìrwuìjuìdan keìadilan 

sosial deìngan meìneìrapkan prinsip keìadilan dalam lingkuìngan keìrja di seìgala 

aspeìknya deìngan meìnghindari keìseìweìnangan manajeìmeìn teìrhadap peìkeìrja 

seìbagai pihak yang leìmah.52 

G. Peìrjalanan reìguìlasi alih dya (ouìtsouìrcing) di Indoneìsia 

                                                     
51 Prabhaputra, A. A., Budiartha, I. N. P., & Seputra, I. P. G. Sistem Outsourcing Dalam 

Hubungan Industrial Di Indonesia (Outsourcing  System In Industrial Relation In  Indonesia). 

Jurnal Analogi Hukum, 2019 1(1), 22-27. 
52 Rumimpunu, Fritje. Sistem hubungan industrial pancasila di Indonesia dengan tenaga kerja, 

perusahaan dilihat dari aspek (Undang Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003). Jurnal Hukum 

Unsrat Vol. II/ No. 02/Januari Maret/2014 Edisi Khusus repo.unsrat.ac.id. (2014). 
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           Alih daya (ouìtsouìrcing) meìruìpakan praktik suìatuì peìruìsahaan deìngan 

meìmbeìrikan tangguìng jawab keìpada peìruìsahaan lain atas peìkeìrjaan yang dilakuìkan 

seìcara in-houìseì atauì in-houìseì, yang biasanya dilakuìkan uìntuìk meìneìkan biaya 

produìksi atauì uìntuìk fokuìs pada bisnis inti peìruìsahaan. peìruìsahaan. Dalam duìnia 

keìrja, alih daya diartikan seìbagai peìngalihan seìbagian peìkeìrjaan dari peìmbeìri keìrja 

keìpada peìmbeìri keìrja. Peìruìsahaan yang beìrfuìngsi diseìbuìt juìga deìngan peìruìsahaan 

peìmbeìri keìrja, seìdangkan peìruìsahaan yang meìnyeìdiakan teìnaga keìrja/jasa diseìbuìt 

juìga deìngan peìruìsahaan meìdia. Huìkuìm keìimigrasian di Indoneìsia suìdah banyak 

meìngalami peìruìbahan dan peìrbaikan yang diatuìr deìngan banyak peìratuìran. 

Peìruìbahan dan peìnyeìmpuìrnaan keìbijakan teìrseìbuìt adalah seìbagai beìrikuìt:53 

1. Uìndang -Uìndang     Nomor     13     Tahuìn     2003     te ìntang 

Keìteìnagakeìrjaan dan Peìratuìran Lainnya. 

         Uìndang-uìndang teìntang ouìtsouìrcing dan Uìndang-Uìndang Nomor 

13 Tahuìn 2003 teìntang Keìteìnagakeìrjaan dapat diteìmuìkan pada Pasal 64, 

65, dan 66. Meìskipuìn kata ouìtsouìrcing tidak diseìbuìtkan seìcara jeìlas 

dalam pasal-pasal teìrseìbuìt, namuìn Pasal 64 beìrbicara seìdeìmikian ruìpa 

seìhingga meìnyiratkan tindakan deìngan meìnyatakan bahwa “ Peìruìsahaan 

dapat meìngalihkan seìbagian peìkeìrjaan keìpada peìruìsahaan lain meìlaluìi 

peìrjanjian teìrtuìlis uìntuìk meìnuìnjang peìkeìrjaan atauì keìpada peìkeìrjanya. » 

Seìlain ituì, Pasal 65 ayat (1) meìnyatakan bahwa peìkeìrjaan haruìs 

diseìrahkan seìcara teìrtuìlis. Peìkeìrjaan yang dapat dialihkan keìpada 

peìruìsahaan lain haruìs meìmeìnuìhi syarat-syarat seìbagaimana dimaksuìd 

pada ayat (2), yaituì dilakuìkan teìrpisah dari peìkeìrjaan pokok dan tidak 

meìmpeìngaruìhi langsuìng proseìs produìksi. Pasal 65 ayat (4), meìwajibkan 

peìnguìsaha meìmbeìrikan peìrlinduìngan keìrja deìngan kontrak keìrja uìntuìk 

jangka waktuì teìrteìntuì atauì tanpa batasan deìngan meìngacuì pada Pasal 59 

Kitab Uìndang-uìndang Keìteìnagakeìrjaan.  

         Seìlanjuìtnya pada Pasal 66 dijeìlaskan bahwa peìnguìsaha tidak 

                                                     
53Milinum, S. N. (2022). Problematika  Fleksibilitas  Outsourcing  (Alih Daya) Pasca-Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang   Cipta   Kerja   Klaster   Ketenagakerjaan.  Rewang 

Rencang:  Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.5 . (2022). 
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meìmpeìrboleìhkan peìkeìrja dari peìruìsahaan peìnyeìdia jasa uìntuìk meìlaksanakan 

peìkeìrjaan peìnting atauì peìkeìrjaan yang beìrkaitan deìngan produìksi, keìcuìali 

peìkeìrjaan peìnuìnjang atauì peìkeìrjaan di dalam yang tidak beìrkaitan langsuìng deìngan 

produìksi.54Seìbeìluìm di cabuìt peìmeìrintah teìlah meìngeìluìarkan Keìpuìtuìsan Meìnteìri 

Teìnaga Keìrja dan Transmigrasi Reìpuìblik Indoneìsia Nomor: Keìp.101/Meìn/VI/2004 

Tahuìn 2004 meìngeìnai Proseìduìr Peìrjanjian deìngan Peìruìsahaan yang Meìnyeìdiakan 

Teìnaga Keìrja, seìrta Keìpuìtuìsan Meìnakeìrtrans Nomor: 220/Meìn/X/2004 teìntang 

Peìrsyaratan Peìngalihan Seìbagian Peìlaksanaan Peìkeìrjaan keìpada Peìruìsahaan Lain, 

meìrasa kuìrang leìngkap  dalam  meìngatuìr  praktik  ouìtsouìrcing.  Oleìh  kareìna  ituì, 

peìmeìrintah teìlah meìneìrbitkan Instruìksi Preìsideìn Nomor 3 Tahuìn 2006 teìntang 

Pakeìt Keìbijakan Iklim Inveìstasi. Dalam Instruìksi Preìsideìn teìrseìbuìt diteìgaskan 

bahwa ouìtsouìrcing   meìruìpakan salah satuì aspeìk yang haruìs dibeìri peìrhatian seìriuìs 

dalam uìpaya meìningkatkan iklim inveìstasi di Indoneìsia.55 

            Atuìran alih daya yang teìrtuìang dalam UìUì Keìteìnagakeìrjaan Nomor 13 

Tahuìn 2003 dinilai masih tidak beìrlakuì. Oleìh kareìna ituì, diuìsuìlkan peìninjauìan 

keìmbali teìrhadap asas huìkuìm peìratuìran yang meìngatuìr kontrak ouìtsouìrcing dan 

uìndang-uìndang keìteìnagakeìrjaan keìpada peìngadilan yang beìrtangguìng jawab di 

bidang uìndang-uìndang kontrak keìrja seìmeìntara (PKWT). Dalam peìrkara ini, 

Peìmohon meìnjeìlaskan Pasal 65 dan 66 UìUì Keìteìnagakeìrjaan tidak meìmbeìrikan 

peìrseìtuìjuìan huìkuìm dan moral, kareìna seìringkali peìruìsahaan alih daya beìrpindah 

peìkeìrjaan uìntuìk peìkeìrjaan yang sama. Pada saat ituì, beìluìm ada keìpastian apakah 

para peìkeìrja teìrseìbuìt akan diteìrima keìmbali atauì bahkan jika meìreìka dipeìkeìrjakan, 

meìreìka akan dimasuìkkan seìbagai peìkeìrja baruì. Namuìn peìrmasalahan huìkuìm 

muìncuìl saat meìngideìntifikasi anggota yang lain teìrlibat dalam kontrak keìrja. 

Kontrak ouìtsouìrcing meìlibatkan peìruìsahaan yang meìmbeìrikan jasa keìpada 

karyawan ouìtsouìrcing, meìskipuìn peìkeìrjaan yang dihasilkan beìluìm teìntuì 

meìruìpakan peìkeìrjaan uìtama dan biasanya dikontrakkan. Oleìh kareìna ituì, tidak ada 

                                                     
54 L. Husni dan Hamzah, S., Any. Pelaksanaan Hubungan Kerja dengan Sistem ‘Outsourcing’ 

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi   No.   27/PUU-IX/2011   di   Nusa   Tenggara   Barat, 

Masalah-Masalah Hukum, Vol.45, No.3, p.207. (2016). 
55 Rosmadi,  M.  L.  N.  Dan  Zainudin,  T. Pengaruh  Pelatihan, Disiplin, Dan Pengembangan 

Karir Terhadap Kinerja Karyawan, Jurnal Bisnis Manajemen Dan Inforatika, Vol.14, No.3, 205–

16. (2018).   
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jaminan bahwa peìkeìrja tidak teìtap akan teìruìs beìkeìrja teìruìs meìneìruìs, kareìna 

peìkeìrjaannya teìrgantuìng pada keìbuìtuìhan peìruìsahaan, meìskipuìn dalam 

peìlaksanaannya ada peìruìbahan. 

 

2. Peìratuìran Meìnteìri Teìnaga Keìrja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahuìn    2012    

teìntang    Syarat-Syarat    Peìnyeìrahan    Seìbagian Peìlaksanaan Peìkeìrjaan keìpada 

Peìruìsahaan Lain. 

        Permenakertrans  No.  19 Tahuìn 2012  teìntang    Syarat-Syarat    Peìnyeìrahan 

Seìbagian Peìlaksanaan Peìkeìrjaan Keìpada Peìruìsahaan Lain diteìrbitkan seìbagai 

reìspons teìrhadap deìmonstrasi dan mogok nasional yang marak dilakuìkan oleìh 

peìkeìrja/buìruìh yang meìnuìntuìt peìnghapuìsan sisteìm  ouìtsouìrcing.56 

          Seìlain ituì, uìndang-uìndang ini meìngikuìti puìtuìsan Mahkamah Konstituìsi UìUì 

No. 27/PUìUì-XI/2011. Namuìn keìpuìtuìsan meìnteìri ini meìncakuìp keìpuìtuìsan pokok 

dari duìa meìnteìri yang ada, yaituì keìpmeìnaker trans nomor KEìP.101/MEìN/VI/2004 

teìntang tata cara peìmbeìrian izin peìkeìrja dan keìpuìtuìsan Meìnteìri nomor Teìnaga 

Keìrja dan Transmigrasi nomor KEìP.220/MEìN/X/2004 teìntang syarat-syarat 

peìngalihan seìbagian peìlaksanaan peìkeìrjaan keìpada peìruìsahaan lain. Teìntuì saja, 

peìrintah meìnteìri ini tidak bisa meìngabaikan keìrangka huìkuìm yang ada, seìhingga 

pada prinsipnya haruìs seìlaluì meìmatuìhi peìratuìran peìruìndang-uìndangan teìrkait. 

          Seìcara garis beìsar yang paling peìnting dalam Peìrmeìnakeìrtrans No 19 Tahuìn 

2012 teìntang cara meìneìntuìkan jeìnis peìkeìrjaan atauì peìkeìrjaan peìnuìnjang yang 

meìnjadi pokok kontrak dan peìlaksanaan peìrlinduìngan peìkeìrjaan pada saat 

peìralihan uìsaha, seìbagaimana diatuìr dalam Pasal 28 dan 29. Meìngeìnai bagian 

peìrtama ini, Pasal 17. ayat (2) bahwa Keìpuìtuìsan Meìnteìri teìrseìbuìt meìngatuìr bahwa 

peìkeìrjaan teìrseìbuìt akan diseìrahkan keìpada peìruìsahaan yang meìmbeìrikan jasa 

keìpada peìkeìrja yang meìnuìnjang keìgiatan keìrja atauì keìgiatan yang tidak beìrkaitan 

langsuìng deìngan proseìs produìksi. Jasa peìnuìnjang teìrseìbuìt seìlanjuìtnya dijabarkan 

dalam Pasal 17 ayat (3) Peìratuìran Meìnteìri Keìteìnagakeìrjaan Nomor 19 Tahuìn 2012 

                                                     
56 Darma, A, Susilo. Kajian Hukum Ketenagakerjaan terhadap Peraturan Menteri Tenaga   Kerja   

dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah 

Mada, Vol.26, No.2, p.247 (2014). 
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yang meìlipuìti jasa keìbeìrsihan, peìmbeìrian makanan keìpada peìkeìrja, keìseìlamatan, 

jasa peìnuìnjang di wilayah peìrtambangan seìrta peìnyeìdiaan transportasi bagi peìkeìrja. 

3. Pasal 64 dan 65 dan meìnguìbah suìbstansi Pasal 66 pada Uìndang-Uìndang 

Nomor 13 Tahuìn 2003 teìntang Keìteìnagakeìrjaan.  

          Pasal 64 dan 65 yang seìbeìluìmnya meìncakuìp reìguìlasi meìngeìnai peìmbatasan 

dalam peìnggabuìngan peìkeìrjaan dan keìrja ouìtsouìrcing atauì alih daya pada 

peìkeìrjaan di luìar inti dari opeìrasi atauì produìksi, teìlah dihapuìs seìcara langsuìng oleìh 

peìmeìrintah kareìna meìreìka ingin meìnghindari campuìr tangan dalam uìruìsan bisnis 

atauì peìrdata. Peìmeìrintah seìkarang hanya fokuìs pada reìguìlasi peìrlinduìngan peìkeìrja 

dari peìrjanjian keìrja yang dapat meìmbuìat meìreìka reìntan saat beìrhadapan deìngan 

peìnguìsaha. 

             Dalam Uìndang-Uìndang Cipta Keìrja meìnguìbah istilah alih daya dari 

peìnyeìrahan seìbagian peìlaksanaan peìkeìrjaan keìpada peìruìsahaan lain meìnjadi alih 

daya. Didalam Uìndang- Uìndang Cipta Keìrja, tidak ada lagi batasan teìrhadap jeìnis 

peìkeìrjaan yang dapat di-ouìtsouìrcing. Dalam Pasal 66 Uìndang- Uìndang Cipta Keìrja 

meìngatuìr peìnyuìsuìnan peìrjanjian keìrja antara peìruìsahaan alih daya dan peìkeìrja 

haruìs dilakuìkan seìcara teìrtuìlis. Peìruìsahaan alih daya beìrtangguìng jawab uìntuìk 

meìlinduìngi hak- hak peìkeìrja, teìrmasuìk keìtika teìrjadi peìrgantian peìruìsahaan alih 

daya seìlama peìkeìrjaan masih beìrlangsuìng. Seìlain ituì, peìruìsahaan alih daya wajib 

meìmeìnuìhi peìrsyaratan meìmiliki badan huìkuìm dan izin uìsaha. 

4. Peìratuìran Peìmeìrintah Nomor 35 Tahuìn 2021 teìntang Peìrjanjian Keìrja Waktuì 

Teìrteìntuì, Alih Daya, Waktuì Keìrja dan Waktuì Istirahat, dan Peìmuìtuìsan 

Huìbuìngan Keìrja. 

        Peìratuìran  Peìmeìrintah  Nomor 35  Tahuìn  2021 adalah peìratuìran tuìruìnan  dari 

Uìndang-Uìndang  Cipta  Keìrja  yang  seìcara  khuìsuìs  meìngatuìr seìcara leìbih  lanjuìt 

teìntang.Peìrjanjian  Keìrja  Waktuì  Teìrteìntuì, Alih  Daya, Waktuì  Keìrja  Dan  Waktuì  

Istirahat,  dan  Peìmuìtuìsan  Huìbuìngan  Keìrja.Pasal  meìngeìnai alih daya teìrdapat  

pada  Pasal  18-20. Dalam Pasal 18 Peìratuìran Peìmeìrintah Nomor 35  Tahuìn 2021 

dijeìlaskan bahwa peìruìsahaan alih daya dapat   meìreìkruìt   peìkeìrja Alih   Dayameìlaluìi  

salah  satuì  dari  duìa  peìrjanjian  keìrja  yaituì  PKWT  atau ìPeìrjanjian Keìrja  Waktuì  

Tidak  Teìntuì  (PKWTT).  Hal  ini peìngatuìrannya beìrbeìda deìngan Uìndang-Uìndang 
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Keìteìnagakeìrjaan dimana peìrjanjian keìrja hanya dapat meìngguìnakan PKWT saja. 

Seìlain ituì, peìrjanjian teìrseìbuìt juìga haruìs dibuìat  seìcara  teìrtuìlis.  Pasal  19  

meìnjeìlaskan  meìnsyaratkan  peìngalihan peìlinduìngan   hak   seìbagai   jaminan   

peìkeìrja,   dan   peìruìsahaan haruìs beìrbadan huìkuìm.57 

           Dalam    peìlaksanaannya tangguìng jawab peìruìsahaan alih daya meìlipuìti 

peìrlinduìngan buìruìh,  uìpah,  keìseìjahteìraan,  syarat  keìrja,  dan  peìrseìlisihan  yang 

muìncuìl dilaksanakan seìsuìai deìngan peìratuìran. Beìrbagai hal ituì diatuìr dalam 

peìrjanjian keìrja, peìratuìran peìruìsahaan atauì peìrjanjian keìrja beìrsama. Seìlain ituì, 

huìbuìngan keìrja antara peìruìsahaan alih daya deìngan buìruìh yang dipeìkeìrjakan 

didasarkan pada PKWT (Peìrjanjian Keìrja Waktuì Teìrteìntuì) atauì PKWTT 

(Peìrjanjian Keìrja Waktuì Tidak Teìrteìntuì) yang dibuìat seìcara tidak teìrtuìlis dan tidak 

boleìh lisan.  

         Dalam praktik peìruìsahaan jasa peìnyaluìr teìnaga keìrja meìmpeìkeìrjakan peìkeìrja 

deìngan kontrak PKWT, peìrjanjian keìrja teìrseìbuìt haruìs meìncakuìp keìteìntuìan yang 

meìnjamin peìrlinduìngan hak-hak peìkeìrja keìtika teìrjadi peìrgantian peìruìsahaan jasa 

peìnyaluìr teìnaga keìrja, seìlama peìkeìrjaan yang dibeìrikan  keìpada  meìreìka  masih  

ada.  Hal  ini  seìsuìai  deìngan keìteìntuìan yang dijeìlaskan dalam puìtuìsan Mahkamah 

Konstituìsi Reìpuìblik Indoneìsia No. 27/PUìUì-IX/2011 yang meìnguìji mateìri teìrkait 

Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 dalam Uìndang-Uìndang 

Keìteìnagakeìrjaan.58 

5. Uìndang-Uìndang Nomor 6 Tahuìn 2023 teìntang Peìneìtapan Peìratuìran 

Peìmeìrintah Peìngganti Uìndang-Uìndang Nomor 2 Tahuìn 2022 teìntang Cipta 

Keìrja Meìnjadi Uìndang-Uìndang 

           Dalam peìrkeìmbangannya, Peìmeìrintah Indoneìsia teìlah meìreìvisi dan 

meìnyeìmpuìrnakan Uìndang-Uìndang Cipta Keìrja, teìrmasuìk Uìndang-Uìndang teìntang 

Peìmbeìntuìkan Peìratuìran Peìruìndang-uìndangan seìsuìai deìngan keìpuìtuìsan Mahkamah 

Konstituìsi, meìnjadi UìU Nomor 6 Tahuìn 2023 teìntang Peìneìtapan Peìratuìran 

                                                     
57 Peraturan Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu, 

Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. 
58 Darmawan,  Anri. Pengaturan  Hukum  Terhadap  Pekerja Outsourcing Ditinjau  Dari  

Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Cipta Kerja, Varia Hukum - Fakultas 

Hukum Universitas Bangka Belitung, Volume 3, Nomor 2. (2021).   
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Peìmeìrintah Peìngganti Uìndang-uìndang Nomor 2 Tahuìn 2022 teìntang Cipta Keìrja 

Meìnjadi Uìndang-Uìndang. Namuìn jika dibandingkan antara UìUì No. 11 Tahuìn 2020 

deìngan UìUì No. 6 Tahuìn 2023 dinilai meìmiliki peìrbeìdaan dari seìgi mateìriil.  

          Oleìh kareìna ituì, seìjak UìUì No. 6 Tahuìn 2023 disahkan, masih banyak pihak 

yang meìnolaknya, teìruìtama seìrikat peìkeìrja atauì seìrikat peìkeìrja. Mayoritas 

meìmpeìrtanyakan pasal dalam UìUì No. 6 Tahuìn 2023 teìntang peìkeìrja di Indoneìsia. 

Salah satuìnya pada pasal 64 ayat 1 Uìndang-Uìndang Nomor 6 Tahuìn 2023 yang 

meìnyatakan bahwa peìruìsahaan dapat meìnyeìrahkan seìbagian peìlaksanaannya 

keìpada peìruìsahaan lain meìlaluìi peìrjanjian alih daya yang dibuìat seìcara teìrtuìlis. 

Apalagi peìrjanjian ouìtsouìrcing teìrmasuìk dalam jeìnis PKWT. 

          Seìsuìai UìUì No.13 Tahuìn 2003 teìntang Keìteìnagakeìrjaan PKWT dapat 

diseìleìnggarakan paling lama 2 tahuìn dan dapat dipeìrpanjang paling lama 1 tahuìn. 

Seìdangkan dalam UìUì No. 6 Tahuìn 2023 suìdah tidak meìmpuìnyai jangka waktuì 

lagi. Deìngan deìmikian, hal ini meìruìpakan anomali meìngeìnai keìamanan keìrja dan 

beìrteìntangan deìngan prinsip keìteìnagakeìrjaan dan suìpreìmasi huìkuìm. Dampak dari 

keìtidakpastian dalam beìkeìrja adalah peìlaksanaan hak dan keìwajiban seìcara 

huìkuìm dapat teìrhambat. Apabila hak dan keìwajiban tidak dapat dilaksanakan 

seìcara peìnuìh maka hal ini dapat meìmbuìka peìluìang teìrjadinya tindak pidana. 

Keìpastian meìruìpakan uìnsuìr yang tidak teìrpisahkan dalam huìkuìm, khuìsuìsnya 

dalam konteìks huìkuìm teìrtuìlis. Keìteìrtiban dalam masyarakat eìrat kaitannya 

deìngan keìpastian huìkuìm, kareìna keìteìrtiban meìruìpakan inti dari konseìp keìpastian 

ituì seìndiri. Bagi para peìkeìrja, meìmiliki keìamanan keìrja yang seìsuìai deìngan 

peìratuìran yang beìrlakuì sangatlah peìnting. Namuìn, modeìl alih daya peìkeìrjaan 

seìringkali tidak pasti kareìna dibatasi oleìh kontrak jangka peìndeìk dan teìrbatas pada 

peìkeìrjaan tingkat reìndah.59 

 

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

                                                     
59 Virga Septa Hadi. Analisis Outsourcing Tenaga Kerja Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 Atas Perubahan Undang-Undang     Nomor     13     Tahun     2003     Tentang 

Ketenagakerjaan Ditinjau Dalam Perspektif Siyasah (Studi Kasus Pada Federasi Serikat Pekerja 

Metal Indonesia DPW Lampung),   Fakultas   Syari’ah   Universitas   Islam   Negeri Raden Intan 

Lampung (2023). 
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         Peìneìlitian teìrdahuìluì beìrguìna uìntuìk meìngeìtahuìi bagaimana meìtodeì peìneìlitian 

dan hasil peìneìlitian dilakuìkan. Suìrveìi seìbeìluìmnya keìmuìdian juìga diguìnakan 

seìbagai tolok uìkuìr uìntuìk meìmbuìat dan meìnganalisis suìrveìi. Tuìjuìan dari peìneìlitian 

seìbeìluìmnya adalah uìntuìk meìmbantuì meìneìmuìkan langkah-langkah konfiguìrasi 

yang beìnar atauì salah. 
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No Nama Peìneìlitian, 

Juìduìl 

Ruìmuìsan Masalah Hasil Peìneìlitian 

1. Skripsi, Eìndang Puìtri 

Nuìrhayati 

Teìnaga Alih Daya Pada 

Puìsat Peìndidikan dan 

Peìlatihan Peìgawai 

Keìmeìnteìrian 

Komuìnikasi dan 

Informatika.  

1. Bagaimana prakteìk 

peìneìrapan pada 

peìngguìnaan jasa 

Ouìtsouìrcing dalam 

peìlaksanaan peìkeìrjaan 

ouìtsouìrcing pada Puìsat 

Peìndidikan dan 

Peìlatihan Peìgawai 

Keìmeìnteìrian 

Komuìnikasi dan 

Informatika. 

2. Hak-hak keìseìjahteìraan 

apa saja yang didapat 

oleìh peìkeìrja 

ouìtsouìrcing pada Puìsat 

Peìndidikan  dan 

Peìlatihan Peìgawai 

Keìmeìnteìrian 

Komuìnikasi dan 

Informatika. 

Peìneìrapan 

ouìtsouìrcing di 

Puìsdiklat 

Keìmeìnkominfo 

dilakuìkan deìngan 

sisteìm peìngeìlolaan 

karyawan seìndiri, 

dimana pihak 

Puìsdiklat seìndirilah 

yang meìmeìgang 

kuìasa dan keìndali 

dalam peìreìkruìtan 

peìkeìrja ouìtsouìrcing 

dibawah keìndali 

bidang keìpeìgawaian. 

2. Skripsi, I Neìngah 

Suìgiarta 

Peìnyeìleìsaian Seìngkeìta 

Peìmbeìrheìntian 

Huìbuìngan Keìrja Antara 

Peìmbeìri Keìrja dan 

Peìruìsahaan Alih Daya 

(Ouìtsouìrcing) Dan 

Peìnyeìleìsaian Seìngkeìta 

Antara Peìmbeìri Keìrja 

Deìngan Peìkeìrja. 

1. Bagaimana huìbuìngan 

huìkuìm antara peìmbeìri 

keìrja, peìruìsahaan alih 

daya dan peìkeìrja/buìruìh 

dalam praktik 

ouìtsouìrcing? 

2. Bagaimana 

peìnyeìleìsaian seìngkeìta 

huìbuìngan keìrja 

ouìtsouìrcing antara 

peìruìsahaan peìnyeìdia 

jasa tidak beìrbadan 

huìkuìm seìcuìrity 

meìlakuìkan PHK seìcara 

seìpihak pada 

peìkeìrja/buìruìh seìcuìrity? 

Huìbuìngan huìkuìm 

antara Peìmbeìri 

Keìrja, peìruìsahaan 

alih daya, dan 

peìkeìrja/buìruìh dalam 

praktik ouìtsouìrcing 

teìlah diatuìr deìngan 

jeìlas dalam 

peìratuìran 

peìruìndang-uìndangan 

yang beìrlakuì di 

Indoneìsia. 

Huìbuìngan huìkuìm 

teìrseìbuìt antara 

Peìmbeìri Keìrja 

deìngan peìruìsahaan 

alih daya. 

Peìruìsahaan alih daya 

deìngan 

peìkeìrja/buìruìh. 

Namuìn huìbuìngan 

huìkuìm antara 

Peìmbeìri Keìrja 

deìngan 
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peìkeìrja/buìruìh teìrjadi 

keìtika peìruìsahaan 

alih daya dalam 

praktik ouìtsouìrcing 

tidak beìrbadan 

huìkuìm. 

3. Skripsi, Fauzi Ridwan 

Harahap Perlindungan 

Hukum Pekerja Alih 

Daya (Outsourcing) 

Tenaga Administrasi 

Perkantoran  

Berdasarkan Perjanjian 

Kerja Menurut Undang-

Undang Nomor 11  

Tahun 2020 Tentang 

Cipta Kerja. 

 

1. Bagaimana pengaturan 

hukum pekerja alih 

daya (outsourcing) 

tenaga administrasi 

perkantoran di 

Indonesia ? 

2. Bagaimana 

perlindungan hukum 

bagi pekerja 

outsourcing (alih daya) 

menurut Undang-

Undang Nomor 13 

Tahun 2003 ? 

3. Bagaimana hambatan 

dalam perlindungan 

hukum bagi pekerja 

outsourcing (alih daya) 

dan bagaimana cara 

penyelesainnya ? 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

hambatan dalam 

perlindungan 

hukum bagi pekerja 

outsourcing (alih 

daya) adalah kurang 

adilnya  

pemberian upah 

pada pekerja yang 

dibedakan melalui 

jenis pekerjaan  

pekerja. Upaya yang 

dilakukan adalah 

Pekerja outsourcing 

dapat  

diperpanjang sesuai 

dengan kinerja dari 

pekerja itu sendiri. 

Pekerja yang  

masih dapat bekerja 

dapat 

memperpanjang 

kontrak kerja dari 

awal  

kembali 
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BAB III 

PEMBAHASAN             

3.1 Pengaturan pekerja Alih daya di Indonesia sebelum dan sesudah  

berlakunya Undang-Undang. Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang  

3.1.1 Pengaturan pekerja alih daya di Indonesia sebelum berlakunya Undang-

Undang Cipta Kerja  

 

Uìndang-Uìndang No 6 Tahuìn 2023 Teìntang Peìneìtapan Peìratuìran Peìmeìrintah 

Peìngganti UìU No 2 Tahuìn 2022 Teìntang Cipta Keìrja Meìnjadi Uìndang-Uìndang 

beìseìrta tuìruìnannya seìlanjuìtnya diseìbuìt seìbagai Uìndang-Uìndang Cipta Keìrja 

meìruìpakan atuìran teìrbaruì yang meìngatuìr peìkeìrja alih daya, seìbeìluìm beìrlakuìnya 

Uìndang-Uìndang No 6 Tahuìn 2023 Teìntang Peìneìtapan Peìratuìran Peìmeìrintah 

Peìngganti UìU No 2 Tahuìn 2022 Teìntang Cipta Keìrja Meìnjadi Uìndang-Uìndang 

beìseìrta tuìruìnannya teìrdapat beìbeìrapa atuìran huìkuìm yang meìngatuìr peìkeìrjaan alih 

daya antara lain seìbagai beìrikuìt : 

 

A. Peìratuìran Meìnteìri Teìnaga Keìrja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahuìn 

2012 Teìntang Syarat-Syarat Peìnyeìrahan Seìbagian Peìlaksanaan 

Peìkeìrjaan Keìpada Peìruìsahaan Lain  

         Peìkeìrja alih daya meìruìpakan istilah yang diguìnakan dalam Uìndang-Uìndang 

No 6 Tahuìn 2023, seìdangkan seìbeìluìmnya istilah peìkeìrja alih daya seìbeìluìm 

beìrlakuìnya Uìndang-Uìndang Cipta Keìrja yaituì meìngguìnakan istilah peìrjanjian 

peìnyeìdia jasa peìkeìrja/buìruìh (PPJB) seìbagaimana diatuìr dalam Peìratuìran Meìnteìri 

Teìnaga Keìrja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahuìn 2012 Teìntang Syarat -Syarat 

Peìnyeìrahan Seìbagian peìlaksanaan peìkeìrjaan keìpada peìruìsahaan lain, dalam atuìran 

teìrseìbuìt teìrdapat beìbeìrapa Pasal yang meìmiliki peìrbeìdaaan yang sangat meìndasar 

deìngan atuìran huìkuìm peìkeìrja alih daya yang diatuìr dalam Uìndang-Uìndang No 6 

Tahuìn 2023 beìseìrta tuìruìnannya diantaranya seìbagai beìrikuìt :  
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PEìRMEìNAKEìR 19 Tahuìn 2012 

Pasal 3 

1) Peìruìsahaan peìmbeìri peìkeìrjaan dapat meìnyeìrahkan seìbagian 

peìlaksanaan peìkeìrjaan keìpada peìruìsahaan peìneìrima peìmborongan.  

2) Peìkeìrjaan yang dapat diseìrahkan keìpada peìruìsahaan peìneìrima 

peìmborongan seìbagaimana dimaksuìd pada ayat (1) haruìs meìmeìnuìhi 

syarat seìbagai beìrikuìt :  

a) Dilakuìkan seìcara teìrpisah dari keìgiatan uìtama baik managmeìn 

mauìpuìn keìgiatan peìlaksanaan peìkeìrjaan.  

b) Dilakuìkan deìngan peìrintah langsuìng mauìpuìn tidak langsuìng dari 

peìmbeìri peìkeìrjaan, dimaksuìdkan uìntuìk meìmbeìri peìnjeìlasan 

teìntang cara meìlaksanakan peìkeìrjaan agar seìsuìai deìngan standar 

yang diteìtapkan oleìh peìruìsahaan peìmbeìri peìkeìrjaan. 

c) Meìruìpakan keìgiatan peìnuìnjang peìruìsahaan seìcara keìseìluìruìhan, 

artinya keìgiatan teìrseìbuìt meìruìpakan keìgiatan yang meìnduìkuìng 

dan meìmpeìrlancar peìlaksanaan keìgiatan uìtama seìsuìai deìngan 

aluìr keìgiatan proseìs peìlaksanaan peìkeìrjaan yang diteìtapkan oleìh 

asosiasi seìktor uìsaha yang dibeìntuìk seìsuìai deìngan peìratuìran 

peìruìndang-uìndangan; dan  

d) Tidak meìnghambat proseìs produìksi seìcara langsuìng, artinya 

keìgiatan teìrseìbuìt meìruìpakan keìgiatan tambahan yang apabila 

tidak dilakuìkan oleìh peìruìsahaan peìmbeìri peìkeìrjaan, proseìs 

peìlaksanaan peìkeìrjaan teìtap beìrjalan seìbagaimana meìstinya. 

          Seìlain daripada ituì peìruìsahaan peìmbeìri peìkeìrjaan dipeìrboleìhkan uìntuìk 

meìnyeìrahkan seìbagian peìlaksanaan peìkeìrjaan keìpada peìruìsahaan lain seìbagaimana 

dijeìlaskan seìbagaimana atuìran beìrikuìt :  

Pasal 17 

1) Peìruìsahaan peìmbeìri peìkeìrjaan dapat meìnyeìrahkan seìbagian 

peìlaksanaan peìkeìrjaan keìpada peìruìsahaan peìnyeìdia jasa 
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peìkeìrja/buìruìh meìlaluìi peìrjanjian peìnyeìdia jasa peìkeìrja/buìruìh yang 

dibuìat seìcara teìrtuìlis  

2) Peìkeìrjaan yang dapat diseìrahkan keìpada peìruìsahaan peìnyeìdia jasa 

peìkeìrja/buìruìh seìbagaimana dimaksuìd pada ayat (1) haruìs meìripakan 

keìgiatan jasa peìnuìnjang atauì yang tidak beìrhuìbuìngan langsuìng 

deìngan proseìs produìksi  

3) Keìgiatan jasa peìnuìnjang seìbagaimana dimaksuìd pada ayat (2) 

meìlipuìti :   

a) Uìsaha peìlayanan keìbeìrsihan (cleìaning seìrvis) 

b) Uìsaha peìnyeìdiaan makanan bagi peìkeìrja/buìruìh (cateìring) 

c) Uìsaha teìnaga peìngaman (seìcuìrity/satuìan peìngamanan) 

d) Uìsaha jasa peìnuìnjang di peìrtambangan dan peìrminyakan ; 

dan 

e) Uìsaha peìnyeìdiaan angkuìtan bagi peìkeìrja/buìruìh  

 

        Dalam Pasal 17 Peìrmeìnakeìr 19 Tahuìn 2012 teìrseìbuìt sangatlah jeìlas batasan-

batasan peìkeìrjaan yang dapat diseìrahkan seìbagian peìlaksaan peìkeìrjaan keìpada 

peìruìsahaan peìnyeìdia jasa peìkeìrja/buìruìh, seìrta peìruìsahaan peìmbeìri peìkeìrjaan tidak 

dipeìrboleìhkan meìngguìnakan jasa peìkeìrja/buìruìh uìntuìk meìlakuìkan peìkeìrjaan yang 

seìcara langsuìng beìrhuìbuìngan deìngan proseìs produìksi.   

           Pasal ini membatasi jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada 

perusahaan lain, sehingga perusahaan tidak dapat menyerahkan pekerjaan utama 

atau inti proses produksi kepada pihak lain. Pembatasan ini bertujuan untuk 

melindungi hak-hak pekerja dan menjaga kualitas pekerjaan yang diserahkan oleh 

perusahaan utama. Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 lebih mempertegas 

pengaturan akan bentuk perusahaan outsourcing jenis pemborongan pekerjaan, 

dimana perusahaan pemborongan pekerjaan harus berbentuk badan hokum, dan 

khusus bagi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang hanya diperboehkan 

dengan menggunakan badan hukum Perseroan Terbatas. 

  

B. Peìratuìran Meìnteìri Teìnaga Keìteìnagakeìrjaan Nomor 11 Tahuìn 2019 



54 

 

Teìntang Peìruìbahan Keìduìa Atas Peìratuìran Meìnteìri Teìnaga Keìrja Dan 

Transmigrasi Nomor 19 Tahuìn 2012 Teìntang Syarat-Syarat Peìnyeìrahan 

Seìbagian Peìlaksanaan Peìkeìrjaan Keìpada Peìruìsahaan Lain   

Perluasan jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain 

menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi kebutuhan dan perkembangan 

dunia usaha. 

           Persyaratan yang lebih ketat terkait penyerahan pekerjaan diharapkan dapat 

meningkatkan perlindungan bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan 

penerima pekerjaan. Pengaturan mengenai pengawasan Pemerintah merupakan 

upaya untuk memastikan bahwa penyerahan pekerjaan dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, perubahan peraturan ini bertujuan 

untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan perlindungan bagi 

pekerja/buruh, serta mengakomodasi perkembangan dunia usaha 

       Peìkeìrjaan Alih daya seìlanjuìtnya diatuìr dalam atuìran Peìrmeìnakeìr No 11 Tahuìn 

2019, dalam atuìran teìrseìbuìt teìrdapat beìbeìrapa Pasal yang diruìbah, dan pasal yang 

paling meìndasar yaituì seìbagaimana beìrikuìt : 

Pasal 19 

Peìrjanjian Peìnyeìdia Jasa Peìkeìrja/Buìruìh seìbagaimana dimaksuìd dalam 

Pasal 17 ayat (1) paling seìdikit meìmuìat : 

 

a) Jeìnis peìkeìrjaan yang akan dilakuìkan oleìh peìkeìrja/buìruìh dari 

peìruìsahaan peìnyeìdia jasa peìkeìrja/buìruìh ; 

b) Peìneìgasan bahwa peìruìsahaan peìnyeìdia jasa peìkeìrja/buìruìh 

seìbeìluìmnya uìntuìk jeìnis peìkeìrjaan yang teìruìs meìneìruìs ada di 

peìruìsahaan peìmbeìri peìkeìrjaan dalam hal teìrjadi peìnggantian 

peìruìsahaan peìnyeìdia jasa peìkeìrja/buìruìh; 

c) Huìbuìngan keìrja antara peìruìsahaan peìnyeìdia jasa peìkeìrja/buìruìh 

deìngan peìkeìrja/buìruìh yang dipeìkeìrjakannya beìrdasarkan peìrjanjian 

keìrja waktuì teìrteìntuì atauì peìrjanjian keìrja waktuì tidak teìrteìntuì ; dan 

d) Keìwajiban meìmeìnuìhi hak peìkeìrja/buìruìh seìsuìai deìngan keìteìntuìan 

peìratuìran peìruìndang-uìndangan.  
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            Secara keseluruhan, Pada pasal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk 

menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan perlindungan bagi pekerja/buruh 

dalam praktik penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. 

2) Uìndang -Uìndang     Nomor     13     Tahuìn     2003     

teìntang Keìteìnagakeìrjaan dan Peìratuìran Lainnya. 

        Uìndang-uìndang teìntang ouìtsouìrcing dan Uìndang-Uìndang Nomor 13 Tahuìn 

2003 teìntang Keìteìnagakeìrjaan dapat diteìmuìkan pada Pasal 64, 65, dan 66. 

Meìskipuìn kata ouìtsouìrcing tidak diseìbuìtkan seìcara jeìlas dalam pasal-pasal 

teìrseìbuìt, namuìn Pasal 64 beìrbicara seìdeìmikian ruìpa seìhingga meìnyiratkan tindakan 

deìngan meìnyatakan bahwa “ Peìruìsahaan dapat meìngalihkan seìbagian peìkeìrjaan 

keìpada peìruìsahaan lain meìlaluìi peìrjanjian teìrtuìlis uìntuìk meìnuìnjang peìkeìrjaan atauì 

keìpada peìkeìrjanya. » Seìlain ituì, Pasal 65 ayat (1) meìnyatakan bahwa peìkeìrjaan 

haruìs diseìrahkan seìcara teìrtuìlis. Peìkeìrjaan yang dapat dialihkan keìpada peìruìsahaan 

lain haruìs meìmeìnuìhi syarat-syarat seìbagaimana dimaksuìd pada ayat (2), yaituì 

dilakuìkan teìrpisah dari peìkeìrjaan pokok dan tidak meìmpeìngaruìhi langsuìng proseìs 

produìksi. Pasal 65 ayat (4), meìwajibkan peìnguìsaha meìmbeìrikan peìrlinduìngan keìrja 

deìngan kontrak keìrja uìntuìk jangka waktuì teìrteìntuì atauì tanpa batasan deìngan 

meìngacuì pada Pasal 59 Kitab Uìndang-uìndang Keìteìnagakeìrjaan. Seìlanjuìtnya pada 

Pasal 66 dijeìlaskan bahwa peìnguìsaha tidak meìmpeìrboleìhkan peìkeìrja dari 

peìruìsahaan peìnyeìdia jasa uìntuìk meìlaksanakan peìkeìrjaan peìnting atauì peìkeìrjaan 

yang beìrkaitan deìngan produìksi, keìcuìali peìkeìrjaan peìnuìnjang atauì peìkeìrjaan di 

dalam yang tidak beìrkaitan langsuìng deìngan produìksi.60 

          Seìbeìluìm di cabuìt peìmeìrintah teìlah meìngeìluìarkan Kepmenakertrans 

Reìpuìblik Indoneìsia Nomor: Keìp.101/Meìn/VI/2004 Tahuìn 2004 meìngeìnai 

Proseìduìr Peìrjanjian deìngan Peìruìsahaan yang Meìnyeìdiakan Teìnaga Keìrja, seìrta 

Keìpuìtuìsan Meìnakeìrtrans Nomor: 220/Meìn/X/2004 teìntang Peìrsyaratan Peìngalihan 

Seìbagian Peìlaksanaan Peìkeìrjaan keìpada Peìruìsahaan Lain, meìrasa kuìrang leìngkap  

dalam  meìngatuìr  praktik  ouìtsouìrcing.  Oleìh  kareìna  ituì, peìmeìrintah teìlah 

                                                     
60 L. Husni dan Hamzah, S., Any. Pelaksanaan Hubungan Kerja dengan Sistem ‘Outsourcing’ 

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi   No.   27/PUU-IX/2011   di   Nusa   Tenggara   Barat, 

Masalah-Masalah Hukum, Vol.45, No.3, p.207. (2016). 
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meìneìrbitkan Instruìksi Preìsideìn Nomor 3 Tahuìn 2006 teìntang Pakeìt Keìbijakan 

Iklim Inveìstasi. Dalam Instruìksi Preìsideìn teìrseìbuìt diteìgaskan bahwa ouìtsouìrcing   

meìruìpakan salah satuì aspeìk yang haruìs dibeìri peìrhatian seìriuìs dalam uìpaya 

meìningkatkan iklim inveìstasi di Indoneìsia.61 

          Atuìran alih daya yang teìrtuìang dalam UìUì Keìteìnagakeìrjaan Nomor 13 Tahuìn 

2003 dinilai masih tidak beìrlakuì. Oleìh kareìna ituì, diuìsuìlkan peìninjauìan keìmbali 

teìrhadap asas huìkuìm peìratuìran yang meìngatuìr kontrak alih daya dan uìndang-

uìndang keìteìnagakeìrjaan keìpada peìngadilan yang beìrtangguìng jawab di bidang 

uìndang-uìndang kontrak keìrja seìmeìntara (PKWT). Dalam peìrkara ini, Peìmohon 

meìnjeìlaskan Pasal 65 dan 66 UìUì Keìteìnagakeìrjaan tidak meìmbeìrikan peìrseìtuìjuìan 

huìkuìm dan moral, kareìna seìringkali peìruìsahaan alih daya beìrpindah peìkeìrjaan 

uìntuìk peìkeìrjaan yang sama. Pada saat ituì, beìluìm ada keìpastian apakah para peìkeìrja 

teìrseìbuìt akan diteìrima keìmbali atauì bahkan jika meìreìka dipeìkeìrjakan, meìreìka akan 

dimasuìkkan seìbagai peìkeìrja baruì. Namuìn peìrmasalahan huìkuìm muìncuìl saat 

meìngideìntifikasi anggota yang lain teìrlibat dalam kontrak keìrja. Kontrak alih daya 

meìlibatkan peìruìsahaan yang meìmbeìrikan jasa keìpada karyawan alih daya, 

meìskipuìn peìkeìrjaan yang dihasilkan beìluìm teìntuì meìruìpakan peìkeìrjaan uìtama dan 

biasanya dikontrakkan. Oleìh kareìna ituì, tidak ada jaminan bahwa peìkeìrja tidak 

teìtap akan teìruìs beìkeìrja teìruìs meìneìruìs, kareìna peìkeìrjaannya teìrgantuìng pada 

keìbuìtuìhan peìruìsahaan, meìskipuìn dalam peìlaksanaannya ada peìruìbahan. 

  

3.1.2 Pengaturan pekerja alih daya di Indonesia sesudah berlakunya Undang-

Undang Cipta kerja 

         Dalam Uìndang-Uìndang Cipta Keìrja meìnguìbah istilah alih daya dari 

peìnyeìrahan seìbagian peìlaksanaan peìkeìrjaan keìpada peìruìsahaan lain meìnjadi alih 

daya. Didalam Uìndang- Uìndang Cipta Keìrja, tidak ada lagi batasan teìrhadap jeìnis 

peìkeìrjaan yang dapat di-ouìtsouìrcing. Dalam Pasal 66 Uìndang- Uìndang Cipta Keìrja 

meìngatuìr peìnyuìsuìnan peìrjanjian keìrja antara peìruìsahaan Alih Daya dan peìkeìrja 

                                                     
61 Rosmadi,  M.  L.  N.  Dan  Zainudin,  T. Pengaruh  Pelatihan, Disiplin, Dan Pengembangan 

Karir Terhadap Kinerja Karyawan, Jurnal Bisnis Manajemen Dan Inforatika, Vol.14, No.3, 205–

16. (2018).   
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haruìs dilakuìkan seìcara teìrtuìlis. Peìruìsahaan alih daya beìrtangguìng jawab uìntuìk 

meìlinduìngi hak- hak peìkeìrja, teìrmasuìk keìtika teìrjadi peìrgantian peìruìsahaan alih 

daya seìlama peìkeìrjaan masih beìrlangsuìng. Seìlain ituì, peìruìsahaan alih daya wajib 

meìmeìnuìhi peìrsyaratan meìmiliki badan huìkuìm dan izin uìsaha. 

 

A. Peìratuìran Meìnteìri Keìteìnagakeìrjaan Nomor 23 Tahuìn 2021 Teìntang 

Peìncabuìtan Peìratuìran Meìnteìri Keìteìnagakeìrjaan Seìbagai Akibat 

Diuìndangkannya Uìndang-Uìndang Nomor 11 Tahuìn 2020 Teìntang Cipta 

Keìrja Beìseìrta Peìratuìran Peìlaksanaan  

        Seìteìlah lahirnya UU No 11 Tahuìn 2020 Teìntang Cipta Keìrja yang keìmuìdian 

dicabuìt deìngan Peìratuìran Peìmeìrintah Peìngganti Uìndang-Uìndang Nomor 2 Tahuìn 

2022 keìmuìdian Peìratuìran Peìmeìrintah Peìngganti Uìndang-Uìndang Nomor 2 Tahuìn 

2022 (PEìRPPUì) teìrseìbuìt dicabuìt deìngan Uìndang-Uìndang Nomor 6 Tahuìn 2023, 

peìratuìran yang meìngatuìr peìkeìrjaan alih daya seìpeìrti Peìratuìran Meìnteìri Teìnaga 

Keìrja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahuìn 2012 dan Peìratuìran Meìnteìri 

Keìteìnagakeìrjaan Nomor 11 Tahuìn 2019 dicabuìt deìngan adanya Peìratuìran  Meìnteìri 

Keìteìnagakeìrjaan Nomor 23 Tahuìn 2021 

       Dalam Pasal 17 ayat (3) Peìrmeìnakeìr 19 Tahuìn 2012 yang meìngatuìr peìkeìrjaan 

yang boleìh diseìrahkan seìbagian peìlaksanaannya keìpada peìruìsahaan peìnyeìdia jasa 

peìkeìrja/buìruìh atauì dialih dayakan teìrbatas hanya pada 5 (lima) jeìnis peìkeìrjaan, 

atuìran teìrseìbuìt meìruìpakan beìntuìk larangan teìrbatas bagi peìruìsahaan. Maka keìtika 

atuìran teìrseìbuìt dicabuìt oleìh Peìrmeìnakeìr 23 Tahuìn 2021 artinya tidak ada lagi 

batasan peìkeìrjaan yang dialih dayakan, konseìkuìansi huìkuìm dicabuìtnya 

Peìrmeìnakeìr 19 Tahuìn 2012 teìrseìbuìt akan beìrakibat peìkeìrja alih daya bisa meìngisi 

seìmuìa jeìnis peìkeìrjaan.  

          Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019 

menunjukkan adanya penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi akibat Undang-

Undang Cipta Kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa ketentuan mengenai 

penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain akan diatur 

lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan 

ini perlu dicermati karena dapat berdampak pada perlindungan pekerja/buruh dalam 
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praktik alih daya (outsourcing). 

           Dengan dicabutnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 

2019, maka ketentuan mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan 

kepada perusahaan lain akan mengacu pada peraturan pelaksanaan Undang-Undang 

Cipta Kerja. Perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap peraturan 

pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memahami implikasi terhadap 

perlindungan pekerja/buruh dalam praktik alih daya (outsourcing). 

B. Uìndang-Uìndang Nomor 6 Tahuìn 2023 Teìntang Peìneìtapan Peìmeìrintah 

Peìngganti Uìndang-Uìndang Nomor 2 Tahuìn 2022 Teìntang Cipta Keìrja 

Meìnjadi Uìndang Uìndang. 

       Peìkeìrjaan alih daya seìlanjuìtnya diatuìr didalam Uìndang-Uìndang No. 6 Tahuìn 

2023 Teìntang Peìneìtapan Peìratuìran Peìmeìrintah Peìngganti Uìndang-Uìndang No 2 

Tahuìn 2022 Teìntang Cipta Keìrja Meìnjadi Uìndang-Uìndang Pasal 66.  

Pasal 66 

Keìteìntuìan leìbih lanjuìt meìngeìnai peìrlinduìngan peìkeìrja/buìruìh seìbagaimana 

dimaksuìd pada ayat (2) dan peìrizinan beìruìsaha seìbagaimana dimaksuìd 

pada ayat (4) diatuìr dalam Peìratuìran Peìmeìrintah   

            Pasal 66 berupaya untuk menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan 

perlindungan pekerja/buruh dalam praktik alih daya. Terdapat kriteria-kriteria yang 

harus dipenuhi perusahaan dalam melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan 

pekerjaan, seperti jenis pekerjaan, batas waktu, dan perlindungan hak-hak 

pekerja/buruh. Pada regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum 

dan mencegah penyalahgunaan praktik alih daya yang merugikan pekerja/buruh 

alih daya. 

 

C. Peìratuìran Peìmeìrintah Nomor 35 Tahuìn 2021 teìntang Peìrjanjian Keìrja 

Waktuì Teìrteìntuì, Alih Daya, Waktuì Keìrja dan Waktuì Istirahat, dan 

Peìmuìtuìsan Huìbuìngan Keìrja. 

           Peìratuìran  Peìmeìrintah  Nomor 35  Tahuìn  2021 adalah peìratuìran tuìruìnan  

dari Uìndang-Uìndang  Cipta  Keìrja  yang  seìcara  khuìsuìs  meìngatuìr seìcara leìbih  

lanjuìt teìntang Peìrjanjian  Keìrja  Waktuì  Teìrteìntuì, Alih  Daya, Waktuì  Keìrja  Dan  
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Waktuì  Istirahat,  dan  Peìmuìtuìsan  Huìbuìngan  Keìrja. 

           Pasal  meìngeìnai Alih  Daya teìrdapat  pada  Pasal  18-20. Dalam Pasal 18 

Peìratuìran Peìmeìrintah Nomor 35  Tahuìn 2021 dijeìlaskan bahwa peìruìsahaan 

alihdaya dapat   meìreìkruìt   peìkeìrja Alih Daya meìlaluìi  salah  satuì  dari  duìa  

peìrjanjian  keìrja  yaituì  PKWT  atauì Peìrjanjian Keìrja  Waktuì  Tidak  Teìntuì  

(PKWTT). Hal ini peìngatuìrannya beìrbeìda deìngan Uìndang-Uìndang 

Keìteìnagakeìrjaan dimana peìrjanjian keìrja hanya dapat meìngguìnakan PKWT saja. 

Seìlain ituì, peìrjanjian teìrseìbuìt juìga haruìs dibuìat  seìcara  teìrtuìlis.  Pasal  19  

meìnjeìlaskan  meìnsyaratkan  peìngalihan peìlinduìngan   hak   seìbagai   jaminan   

peìkeìrja,   dan   peìruìsahaan haruìs beìrbadan huìkuìm.62 

           Dalam    peìlaksanaannya tangguìng jawab peìruìsahaan alih daya meìlipuìti 

peìrlinduìngan buìruìh,  uìpah,  keìseìjahteìraan,  syarat  keìrja,  dan  peìrseìlisihan  yang 

muìncuìl dilaksanakan seìsuìai deìngan peìratuìran. Beìrbagai hal ituì diatuìr dalam 

peìrjanjian keìrja, peìratuìran peìruìsahaan atauì peìrjanjian keìrja beìrsama. Seìlain ituì, 

huìbuìngan keìrja antara peìruìsahaan alih daya deìngan buìruìh yang dipeìkeìrjakan 

didasarkan pada PKWT (Peìrjanjian Keìrja Waktuì Teìrteìntuì) atauì PKWTT 

(Peìrjanjian Keìrja Waktuì Tidak Teìrteìntuì) yang dibuìat seìcara tidak teìrtuìlis dan tidak 

boleìh lisan. Dalam praktik peìruìsahaan jasa peìnyaluìr teìnaga keìrja meìmpeìkeìrjakan 

peìkeìrja deìngan kontrak PKWT, peìrjanjian keìrja teìrseìbuìt haruìs meìncakuìp keìteìntuìan 

yang meìnjamin peìrlinduìngan hak-hak peìkeìrja keìtika teìrjadi peìrgantian peìruìsahaan 

jasa peìnyaluìr teìnaga keìrja, seìlama peìkeìrjaan yang dibeìrikan  keìpada  meìreìka  masih  

ada.  Hal  ini  seìsuìai  deìngan keìteìntuìan yang dijeìlaskan dalam puìtuìsan Mahkamah 

Konstituìsi Reìpuìblik Indoneìsia No. 27/PUìUì-IX/2011 yang meìnguìji mateìri teìrkait 

Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 dalam Uìndang-Uìndang 

Keìteìnagakeìrjaan.63 

D. Alih Daya (Ouìtsouìrcing) pada Uìndang-Uìndang Nomor 11 Tahuìn 2020 

teìntang Cipta Keìrja. 

                                                     
62 Peraturan Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu, 

Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. 
63 Darmawan,  Anri. Pengaturan  Hukum  Terhadap  Pekerja Outsourcing Ditinjau  Dari  

Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Cipta Kerja, Varia Hukum - Fakultas 

Hukum Universitas Bangka Belitung, Volume 3, Nomor 2. (2021).   
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        Pasal 64 dan 65 Uìndang-Uìndang Nomor 11 Tahuìn 2020 teìntang Cipta Keìrja 

dihapuìs dan Pasal 66 diuìbah oleìh Uìndang-Uìndang Nomor 13 Tahuìn 2003 teìntang 

Keìteìnagakeìrjaan. Pasal 64 dan 65 yang seìbeìluìmnya meìngatuìr peìmborongan keìrja 

dan alih daya pada peìkeìrjaan di luìar keìgiatan pokok atauì proseìs produìksi dihapuìs 

seìcara langsuìng kareìna peìmeìrintah   Peìmeìrintah hanya meìngatuìr peìrlinduìngan 

peìkeìrja dari peìrjanjian keìrja yang meìneìmpatkan peìkeìrja dalam bahaya keìtika 

meìreìka beìrhadapan deìngan peìmbeìri keìrja. 

           Beìrdasarkan Pasal 66 Uìndang-Uìndang Keìteìnagakeìrjaan, jeìnis peìkeìrjaan 

Alih Daya adalah jeìnis peìkeìrjaan yang buìkan meìnjadi bisnis uìtama. 64 Namuìn 

dalam reìvisinya, Pasal 66 Uìndang-Uìndang Cipta Keìrja tidak lagi meìncantuìmkan 

batasan peìkeìrjaan-peìkeìrjaan apa saja yang dilarang dilakuìkan oleìh peìkeìrja Alih 

Daya. Pasal 66 pada Uìndang-Uìndang,Cipta Keìrja meìngatuìr meìngeìnai huìbuìngan 

peìrjanjian keìrja antara peìruìsahaan Alih Daya deìngan peìkeìrja haruìs dibuìat seìcara 

teìrtuìlis, peìrlinduìngan peìkeìrja yang meìnjadi tangguìng jawab peìruìsahaan Alih 

Daya, meìnsyaratkan peìrlinduìngan apabila teìrjadi peìrgantian peìruìsahaan Alih Daya 

seìpanjang objeìk peìkeìrjaan teìtap ada, peìruìsahaan Alih Daya haruìs beìrbadan huìkuìm 

dan meìmiliki izin beìruìsaha.65 

E. Alih Daya (Ouìtsouìrcing) pada Peìratuìran  Peìmeìrintah  Nomor  35  Tahuìn  

2021 teìntang  Peìrjanjian  Keìrja  WaktuìTeìrteìntuì, Alih  Daya,  Waktuì 

Keìrja dan Waktuì Istirahat, dan Peìmuìtuìsan Huìbuìngan Keìrja. 

Peìratuìran Peìmeìrintah Nomor35 Tahuìn 2021 adalah peìratuìran tuìruìnan dari 

Uìndang-Uìndang Cipta Keìrja yang seìcara khuìsuìs meìngatuìr seìcara leìbih lanjuìt 

teìntang Peìrjanjian Keìrja Waktuì Teìrteìntuì, Alih Daya, Waktuì Keìrja Dan Waktuì 

Istirahat, dan Peìmuìtuìsan Huìbuìngan Keìrja.Pasal meìngeìnai Ouìtsouìrcing atauì Alih 

Daya teìrdapat pada Pasal 18-20. Dalam Pasal 18 Peìratuìran Peìmeìrintah Nomor35 

Tahuìn 2021 dijeìlaskan bahwa peìruìsahaan Ouìtsouìrcing dapat meìreìkruìt peìkeìrja 

Alih Daya meìlaluìi salah satuì dari duìa peìrjanjian keìrja yaituì PKWT atauì Peìrjanjian 

Keìrja Waktuì Tidak Teìntuì (PKWTT). Hal ini peìngatuìrannya beìrbeìda deìngan 

                                                     
64 Lis  Julianti, Perlindungan  Hukum  terhadap  Tenaga  Kerja Outsourcing di  Indonesia,Jurnal 

Advokasi,Vol.5, No.1 (2015),p.15–29. 
65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
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Uìndang-Uìndang Keìteìnagakeìrjaan dimana peìrjanjian keìrja hanya dapat 

meìngguìnakan PKWT saja. Seìlain ituì, peìrjanjian teìrseìbuìt juìga haruìs dibuìat seìcara 

teìrtuìlis. Pasal 19 meìnjeìlaskan meìnsyaratkan peìngalihan peìlinduìngan hak seìbagai 

jaminan peìkeìrja, dan peìruìsahaan haruìs beìrbadan huìkuìm 

         Analisis Peìkeìrjaan Alih Daya Seìbeìluìm Dan Seìsuìdah Adanya Uìndang-

Uìndang Cipta Keìrja Peìratuìran yang seìcara speìsifik meìngatuìr peìkeìrjaan alih daya 

seìbeìluìm beìrlakuìnya Uìndang-Uìndang Cipta Keìrja yaituì Peìratuìran Meìnteìri Teìnaga 

Keìrja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahuìn 2012 Teìntang Syarat-Syarat Peìnyeìrahan 

Seìbagian Peìlaksanaan Peìkeìrjaan Keìpada Peìruìsahaan Lain. Namuìn seìjak 

beìrlakuìnya Uìndang-Uìndang Cipta Keìrja Peìratuìran Meìnteìri Teìnaga Keìrja dan 

Transmigrasi Nomor 19 Tahuìn 2012 suìdah dicabuìt dan dinyatakan tidak beìrlakuì. 

Oleìh seìbab ituì teìntuì akan meìnimbuìlkan pro dan kontra teìrhadap keìpeìntingan 

peìnguìsaha mauìpuìn peìkeìrja antara lain seìbagai beìrikuìt : 

a. PEìNGUìSAHA  

Deìngan dihapuìsnya atauì tidak beìrlakuìnya Peìratuìran 

Kepmenakertrans Nomor 19 Tahuìn 2012 teìntang Syarat-Syarat Peìnyeìrahan 

Seìbagian Peìlaksanaan Peìkeìrjaan keìpada peìruìsahaan lain maka artinya tidak 

ada lagi peìmbatasan jeìnis peìkeìrjaan yang bisa di alihdayakan, dalam Pasal 

17 Ayat 3 yang meìngatuìr peìkeìrjaan yang dibisa di alihdayakan hanya 

teìrbatas keìpada 5 (lima) jeìnis peìkeìrjaan, akan teìtapi seìjak dihapuìsnya 

Peìratuìran Meìnteìri Teìnaga Keìrja dan Transmigrasi 19 Tahuìn 2012 teìntang 

Syarat-Syarat Peìnyeìrahan Seìbagian Peìlaksanaan Peìkeìrjaan Keìpada 

Peìruìsahaan Lain seìmuìa jeìnis peìkeìrjaan bisa di alihdayakan kareìna atuìran 

yang meìngatuìr peìmbatasan jeìnis peìkeìrjaan teìrseìbuìt suìdah dihapuìs atauì 

dicabuìt, deìngan deìmikian apabila meìnganalisa dari suìduìt pandang 

peìnguìsaha teìntuì sangat meìnguìntuìngkan bagi pihak peìnguìsaha kareìna keìtika 

peìnguìsaha meìmbuìtuìhkan teìnaga keìrja tambahan uìntuìk meìnaikan 

produìktifitas maka peìnguìsaha tidak haruìs meìreìkruìt atauì meìmpeìrbanyak 

peìkeìrja yang teìrikat kontrak langsuìng deìngan peìruìsahaan peìmeìbeìri 

peìkeìrjaan, cuìkuìp hanya deìngan meìreìkruìt peìkeìrja alih daya, peìruìsahaan 

peìmbeìri peìkeìrjaan juìga tidak meìmiliki keìwajiban seìcara huìkuìm uìntuìk 
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meìmbayar peìsangon peìkeìrja alih daya keìtika teìrjadi peìmuìtuìsan huìbuìngan 

keìrja. 

 Deìngan beìgituì peìruìsahaan peìmbeìri peìkeìrjaan akan bisa leìbih 

eìfisieìn dalam meìngatuìr keìuìangan. 

 

b. Peìkeìrja 

Peìngatuìran peìkeìrjaan alih daya yang seìbeìluìm beìrlakuìnya UU 

Nomor 6 Tahuìn 2023 Teìntang Peìneìtapan Peìratuìran Peìmeìrintah Peìnganti 

Uìndang-Uìndang Nomor 2 Tahuìn 2022 Teìntang Cipta Keìrja meìnjadi 

Uìndang-Uìndang diatuìr seìcara speìsifik dalam Peìratuìran Meìnteìri Teìnaga 

Keìrja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahuìn 2012 teìntang Syarat-Syarat 

Peìnyeìrahan Seìbagian Peìlaksanaan Peìkeìrjaan Keìpada Peìruìsahaan Lain, 

dalam Pasal 17 Ayat 3 diatuìr hanya 5 (lima) jeìnis peìkeìrjan yang bisa di 

alihdayakan akan teìtapi seìteìlah beìrlakuìnya Uìndang-Uìndang Nomor 6 

Tahuìn 2023 Teìntang  Peìneìtapan Peìratuìran Peìmeìrintah Peìngganti Uìndang-

Uìndang Nomor 2 Tahuìn 2022 Teìntang Cipta Keìrja Meìnjadi Uìndang-

Uìndang, peìratuìan yang meìngatuìr seìcara speìsifik peìkeìrjaan alih daya 

seìbagaimana diatuìr dalam Peìratuìran Meìnteìri teìnaga keìrja dan transmigrasi 

Nomor 19 tahuìn 2012 Teìntang Syarat-Syarat Peìnyeìrahan Seìbagian 

Peìlaksanaan Peìkeìrjaan Keìpada Peìruìsahaan Lain teìlah dihapuìs, maka 

deìngan ituì artinya bahwa tidak ada lagi peìmbatasan jeìnis peìkeìrjaan alih 

daya, seìmuìa jeìnis peìkeìrjaan alih daya bisa di alihdayakan kareìna atuìran 

yang meìngatuìr peìmbatasannya suìdah dihapuìs atauì dicabuìt. Apabila meìlihat 

dari suìduìt pandang peìkeìrja maka deìngan dicabuìtnya Peìratuìran Meìnteìri 

Teìnaga Keìrja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahuìn 2012 Teìntang Syarat-

Syarat Peìnyeìrahan Seìbagian Peìlaksanaan Peìkeìrjaan Keìpada Peìruìsahaan 

Lain jeìlas sangat meìruìgikan peìkeìrja. 

Peìratuìran Alih Daya seìbagaimana diatuìr dalam Pasal 18 Jo 19 

meìngatuìr huìbuìngan keìrja antara Peìruìsahaan Alih Daya deìngan 

peìkeìrja/buìruìh yang dipeìkeìrjakan didasarkan pada Peìrjanjian Keìrja Waktuì 

Teìrteìntuì atauì Peìrjanjian Keìrja Waktuì Tidak Teìrteìntuì (PKWT atauì 
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PKWTT). Dalam atuìran teìrseìbuìt khuìsuìsnya Peìrjanjian Keìrja Waktuì 

Teìrteìntuì (PKWT) tidak meìngatuìr seìcara speìsifik jangka waktuì paling lama 

uìntuìk huìbuìngan keìrja Peìrjanjian Keìrja Waktuì Teìrteìntuì (PKWT) antara 

Peìruìsahaan alih daya deìngan peìkeìrja/buìruìh yang dipeìkeìrjakan seìhingga 

pada praktiknya peìkeìrja alih daya seìringkali di kontrak seìcara teìruìs-

meìneìruìs tanpa adanya keìpastian huìkuìm, jeìlas ini meìruìpakan suìatuì keìruìgian 

bagi peìkeìrja/buìruìh. Seìlain daripada ituì dalam atuìran dalam Pasal 19 tidak 

meìngatuìr seìcara speìsifik beìntuìk tangguìng jawab Peìruìsahaan alih daya 

teìrhadap peìkeìrja/buìruìh keìtika teìrjadi peìrgantian Peìruìsahaan alih daya, tidak 

adanya sanksi teìrhadap Peìruìsahaan alih daya yang meìlanggar keìteìntuìan 

seìbagaimana dimaksuìd dalam Pasal 19 meìngakibatkan leìmahnya posisi 

peìkeìrja/buìruìh alih daya.  

 

3.2 Perlindungan Hukum Pekerja Alih Daya Dalam Hal Pergatian Perusahaan 

Alih Daya. 

3.2.1 Perlindungan hukum pekerja alih daya di Indonesia 

 

             Istilah peìrlinduìngan huìkuìm dalam bahasa inggris dikeìnal deìngan leìgal 

proteìction, seìdangkan dakam bahasa beìlanda dikeìnal deìngan Reìchts Beìscheìrming. 

Kamuìs Beìsar Bahasa Indoneìsia peìrlinduìngan huìkuìm diartikan (1). teìmpat 

beìrlinduìng, (2). hal peìrbuìatan, (3). proseìs, cara, peìrbuìatan meìlinduìngi.66 Ada 

peìrlinduìngan huìkuìm artinya seìbagai peìrlinduìngan deìngan meìngguìnakan sarana 

huìkuìm atauì peìrlinduìngan yang dibeìrikan seìcara huìkuìm, peìrlinduìngan teìrseìbuìt 

diindikasikan uìntuìk keìpeìntingan teìrteìntuì, yaituì deìngan meìnjadikannya peìrluì 

dilinduìngi seìbagai hak yang sah. Huìkuìm yang meìngatuìr “hak” dapat juìga diseìbuìt 

huìkuìm suìbyeìktif. Huìkuìm suìbyeìktif meìruìpakan aspeìk aktif dari huìbuìngan huìkuìm 

yang dibeìrikan oleìh huìkuìm obyeìktif, dalam istilah huìkuìm Suìbjeìktif adalah norma 

atauì atuìran. 

Peìrlinduìngan huìkuìm seìlaluì diseìrtakan peìran dan fuìngsi huìkuìm seìbagai 

                                                     
66 Pramuditya. Aziz Pratama, Agus Mulya Karsona, Holyness Singadimedja.  Perlindungan hukum 

anak buah kapal dalam aspek kesejahteraan di bidang hukum ketenagakerjaan. Jurnal Cakrawala 

Hukum. Volume 11 No. 2. 2020 
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peìngatuìr dan peìrlinduìngan keìpeìntingan puìblik. Bronislaw Malinowski dalam 

buìkuìnya “Crimeì and Costuìm in Savageì”, meìngatakan bahwa huìkuìm tidak hanya 

beìrpeìran dalam situìasi yang peìnuìh deìngan keìkeìrasan dan konflik, namuìn juìga 

beìrpeìran dan aktivitas seìhari-hari.67 Peìrlinduìngan huìkuìm bagi peìkeìrja atauì buìruìh 

ouìtsouìrcing sangat dipeìrluìkan meìngingat keìduìduìkan peìkeìrja atauì buìruìh 

ouìtsouìrcing sangat leìmah. Peìrlinduìngan bagi peìkeìrja atauì buìruìh agar mampuì 

meìnjamin teìrpeìnuìhinya hak-hak dasar peìkeìrja dan meìnjamin keìseìtaraan 

keìseìmpatan dan peìrlakuìan tidak meìlakuìkan diskriminasi atas dasar apapuìn 

meìnciptakan keìseìjahteìraan bagi para peìkeìrja atauì buìruìh.  

          Seìcara teìori, dalam huìbuìngan peìrbuìruìhan Pancasila Induìstri, teìrdapat asas 

huìkuìm yang meìnyatakan bahwa peìkeìrja dan peìnguìsaha meìmpuìnyai keìduìduìkan 

yang seìtara. Meìnuìruìt keìteìntuìan teìnaga keìrja diseìbuìt mitra keìrja. Namuìn dalam 

praktiknya, Posisi keìduìanya ruìpanya tak seìtara. Peìnguìsaha seìbagai peìmilik modal 

meìmpuìnyai keìduìduìkan yang leìbih tinggi dibandingkan peìkeìrja. Ini teìrlihat jeìlas 

dalam peìmbuìatan beìrbagai keìbijakan dan peìratuìran peìruìsahaan. 68 Meìngingat 

keìduìduìkan peìkeìrja yang leìbih reìndah dibandingkan majikan ini meìmeìrluìkan 

inteìrveìnsi peìmeìrintah uìntuìk meìmbeìrikan peìrlinduìngan huìkuìm, seìhingga keìadilan 

dalam keìteìnagakeìrjaan leìbih ceìpat teìrwuìjuìd. Peìrlinduìngan huìkuìm bagi peìkeìrja atauì 

buìruìh ouìtsouìrcing sangat dipeìrluìkan meìngingat keìduìduìkan peìkeìrja atauì buìruìh 

sangat leìmah. Peìrlinduìngan teìrhadap peìkeìrja dimaksuìdkan uìntuìk dapat meìnjamin 

teìrpeìnuìhinya hak-hak dasar peìkeìrja ouìtsouìrcing dan meìnjamin keìseìtaraan 

keìseìmpatan dan peìrlakuìan tidak meìlakuìkan diskriminasi atas dasar apapuìn 

meìnciptakan keìseìjahteìraan bagi para peìkeìrja atauì buìruìh ouìtsouìrcing. 

           Ruìang lingkuìp peìrlinduìngan huìkuìm seìorang peìkeìrja atauì buìruìh yang 

dibeìrikan dan diawasi UìUìK teìntang: Peìrlinduìngan Hak Dari peìkeìrja atauì buìruìh. 

Objeìk peìrlinduìngan ini Meìlipuìti : a. Peìrlinduìngan teìrhadap peìkeìrja/buìruìh 

peìreìmpuìan teìrkait deìngan batas waktuì Beìkeìrja uìntuìk peìkeìrja di bawah uìsia 18 

tahuìn (Deìlapan beìlas) tahuìn, yaituì meìnuìruìt peìratuìran Pasal 76(1) UìUìK meìlarang 

                                                     
67 Soeroso.  Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2006 
68 Sehat Damanik. Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut UU No.13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. DDS Publishing. Jakarta. 2007 
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Wanita hamil dalam jangka waktuì teìrteìntuì, yaituì. Beìrdasarkan Pasal 76(2) UìUìK, 

Syarat dan keìteìntuìan yang haruìs dipeìnuìhi Peìruìsahaan yang meìmpeìkeìrjakan 

peìreìmpuìan antara puìkuìl 23.00 dan 07.00 yaituì Beìrdasarkan Pasal 76(3) UìUìK, 

Peìruìsahaan wajib meìnyeìdiakan angkuìtan antar jeìmpuìt bagi meìreìka yang beìkeìrja di 

seìla-seìla jam puìlang peìrgi puìkuìl 23.00 sampai deìngan puìkuìl 07.00, yaituì UìUìK 

Pasal 76(4); Peìkeìrja/buìruìh anak meìlipuìti meìreìka atauì seìtiap orang yang beìkeìrja 

yang beìruìmuìr dibawah 18 (deìlapan beìlas) tahuìn seìbagaimana diatuìr dalam Pasal 1 

buìtir 26 Uìndang-uìndang Keìteìnagakeìrjaan. 

          Peìrlinduìngan peìkeìrja/ Peìkeìrja anak meìncakuìp hal-hal atauì peìratuìran 

meìngeìnai tata cara meìmpeìkeìrjakan anak, seìbagai beìrikuìt: Pasal 68 dan Pasal 69(1) 

dan (2) meìngatuìr bahwa, Pasal 72, 73 dan 74(1) UìUìK; Meìlinduìngi peìnyandang 

disabilitas. Peìnguìsaha yang meìmpeìkeìrjakan peìkeìrja peìnyandang disabilitas 

Disabilitas haruìs meìmbeìrikan peìrlinduìngan teìrgantuìng pada jeìnis dan deìrajat 

disabilitas: Pasal 76 Ayat 1 UìUì Suìmbeìr Daya Manuìsia. Beìntuìk peìrlinduìngan 

teìrseìbuìt adalah seìbagai beìrikuìt: Meìnyeìdiakan akseìsibilitas, meìnyeìdiakan alat keìrja 

dan Peìleìstarian diri. Meìlinduìngi keìseìlamatan dan keìseìhatan keìrja. peìrlinduìngan 

keìamanan dan Keìseìhatan keìrja meìruìpakan salah satuì hak peìkeìrja atauì buìruìh yang 

diatuìr dalam Pasal 86 ayat 1 meìngatuìr teìntang UìUìK. Jadi Peìnguìsaha wajib 

meìlaksanakannya seìcara sisteìmatis dan beìrinteìgrasi deìngan sisteìm manajeìmeìn 

peìruìsahaan.69 

           Oleìh kareìna ituì, peìnguìsaha haruìs meìlakuìkannya deìngan cara yang sisteìmatis 

dan beìrinteìgrasi deìngan sisteìm manajeìmeìn peìruìsahaan meìreìka. Tuìjuìan dari 

peìrlinduìngan ini adalah uìntuìk meìlinduìngi peìkeìrja dan buìruìh dan meìningkatkan 

eìfisieìnsi keìrja deìngan meìngontrol cahaya teìmpat keìrja, meìnceìgah peìnyakit dan 

keìceìlakaan, dan meìndorong keìseìhatan, peìngobatan, dan reìhabilitasi. Peìrlinduìngan 

jaminan sosial bagi karyawan yang beìkeìrja. Meìnuìruìt Pasal 1(1) Uìndang-Uìndang 

Nomor 3 Tahuìn 1992 teìntang Peìnjaminan Keìrja Sosial, jaminan sosial 

keìteìnagakeìrjaan adalah jaminan yang dibeìrikan keìpada peìkeìrja atauì buìruìh seìbagai 

ganti bagiannya atas keìhilangan atauì peìnguìrangan peìndapatan dan jasa kareìna 

                                                     
69 Suyoko, Mohammad Ghufron AZ, Tinjauan yuridis terhadap sistem alih daya (outsourcing) 

pada pekerja di Indonesia, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 12 No. 1 April 2021 
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peìristiwa atauì keìadaan yang dialami oleìh peìkeìrja atauì buìruìh, seìpeìrti keìceìlakaan 

keìrja, peìnyakit, keìhamilan, peìrsalinan, hari tuìa, dan keìmatian duìnia. 

                   Peìrlinduìngan ini adalah peìrlinduìngan peìrlinduìngan eìkonomi dan 

sosial, seìbagai diatuìr dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 

12 ayat (1), Pasal 14, dan Pasal 15 dan Pasal 16 Uìndang-Uìndang Nomor 3 Tahuìn 

2018 1992 teìntang Jaminan Sosial Bagi Peìkeìrja. Peìrlinduìngan Uìpah. Uìpah 

meìruìpakan aspeìk yang sangat peìnting dalam meìlinduìngi peìkeìrja atauì buìruìh. Ini 

sangat jeìlas hal ini diamanatkan dalam Pasal 88 ayat (1) UìUì Keìteìnagakeìrjaan 

bahwa seìtiap peìkeìrja atauì peìkeìrja beìrhak meìmpeìroleìh peìnghasilan yang meìmeìnuìhi 

keìhiduìpan yang layak dan seìjahteìra. Leìbih lanjuìt dalam peìnjeìlasan Pasal 88 ayat 

(1) UìUì Keìteìnagakeìrjaan meìnjeìlaskan bahwa: ituì beìrarti peìnghasilan yang cuìkuìp, 

Peìnghiduìpan yang layak adalah beìsarnya peìnghasilan atauì peìnghasilan peìkeìrja atauì 

buìruìh dari hasil yang dipeìroleìhnya beìkeìrja seìhingga mampuì meìmeìnuìhi keìbuìtuìhan 

hiduìp peìkeìrja atauì buìruìh dan keìluìarganya yang meìlipuìti makanan dan minuìman, 

sandang, peìruìmahan, peìndidikan, keìseìhatan, reìkreìasi dan jaminan hari tuìa. Uìpah 

yang meìmbeìrikan uìpah keìpada peìkeìrja atauì buìruìh haruìs dipeìnuìhi keìteìntuìan uìpah 

minimuìm seìsuìai deìngan Pasal 1 ayat (1) Peìratuìran Meìnteìri Keìteìnagakeìrjaan 

Nomor Peìr-01/Meìn/1999 jo Keìpuìtuìsan Meìnteìri Teìnaga Keìrja Keìteìnagakeìrjaan dan 

Transmigrasi RI no. KEìP-226/MEìN/ 2000 teìntang Uìpah Minimuìm, yang dimaksuìd 

deìngan uìpah minimuìm adalah uìpah buìlanan paling reìndah, teìrdiri dari uìpah pokok 

dan tuìnjangan teìtap. Keìadilan dalam Masyarakat yang Seìdang Beìruìbah.  

            Dalam Puìtuìsan Mahkamah Konstituìsi Nomor 27/PUìUì-IX/2011 juìga 

meìngatuìr keìseìimbangan hak dan keìwajiban bagi peìkeìrja. Puìtuìsan Mahkamah 

Konstituìsi Nomor 27/PUìUì-IX/ 2011 meìnyatakan haruìs ada modeìl yang haruìs di 

peìnuìhi dalam peìrjanjian keìrja ouìtsouìrcing, yaituì: 

1) Deìngan meìwajibkan adanya peìrjanjian keìrja antara peìkeìrja dan 

peìruìsahaan peìlaksana peìkeìrjaan alihdaya (ouìtsouìrcing) tidak 

beìrbeìntuìk peìrjanjian Peìkeìrjaan Waktuì Teìrteìntuì (PKWT), 

namuìn dalam beìntuìk Peìrjanjian Keìrja Waktuì Tidak Teìrteìntuì 

(PKWTT); 
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2) Meìneìrapkan prinsip peìngalihan tindakan peìrlinduìngan teìrhadap 

peìkeìrja yang beìkeìrja pada peìruìsahaan yang meìlakuìkan 

peìkeìrjaan ouìtsouìrcing. Keìpuìtuìsan Mahkamah Konstituìsi ini 

meìnyiratkan bahwa seìtiap peìkeìrja ouìtsouìrcing dijamin 

posisinya di peìruìsahaan peìngguìna kareìna peìrjanjian keìrjanya 

adalah PKWTT. 

         Peìnyeìbab uìtamanya adalah buìruìknya keìseìimbangan hak dan tangguìng jawab 

peìkeìrja Alih daya diseìbabkan oleìh:  

1) Kuìrangnya lapangan keìrja Hal ini meìngakibatkan tingginya angka 

peìngangguìran seìhingga tanpa disadari para peìkeìrja beìrseìdia beìkeìrja 

tanpa jeìlas apa hak dan tangguìng jawabnya; 

2) Peìkeìrjaan yang diharapkan biasanya pada peìruìsahaan atauì 

peìruìsahaan keìtika meìmpeìkeìrjakan karyawan, proseìs seìleìksi dan 

seìleìksi yang keìtat dilakuìkan beìrdasarkan keìteìrampilan yang 

dibuìtuìhkan;  

3) Suìlitnya meìndapatkan peìkeìrjaan diyakini diseìbabkan oleìh 

reìndahnya keìteìrampilan dan peìngalaman luìluìsan, namuìn induìstri ini 

meìmeìrluìkan keìteìrampilan teìrteìntuì;  

4) Karyawan tidak meìngeìtahuìi uìndang-uìndang keìteìnagakeìrjaan, 

seìhingga tidak meìngeìtahuìinya. meìmahami apa hak-hak meìreìka, 

yang ada dalam kontrak keìrja waktuì teìrteìntuì teìruìtama teìrkait deìngan 

peìrtanyaan teìntang waktuì kontrak kapasitas dan sifat peìkeìrjaan yang 

dapat meìmbuìat kontrak keìrja waktuì teìrteìntuì.  

5) Peìlajaran yang didapat, leìmah dan tidak teìrampil peìkeìrja. Dalam 

produìksi seìlaluì diguìnakan alat-alat teìknologi, peìkeìrja beìrdasarkan 

peìndidikan dan keìteìrampilan. meìmiliki atauì muìngkin 

meìmpeìrtimbangkan kuìalifikasi karyawan teìrseìbuìt sangat reìndah 

seìhingga meìreìka beìrseìdia dibayar deìngan baik leìbih muìrah 

dibandingkan deìngan meìmpeìrhituìngkan hak-haknya seìbagai peìkeìrja   
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            Pasca teìrbitnya UìUì Cipta Keìrja teìrdapat beìbeìrapa peìruìbahan meìngeìnai 

peìngatuìran teìrhadap sisteìm keìrja alih daya atauì alih daya (ouìtsouìrcing). Siste ìm 

ouìtsouìrcing dalam uìndang-uìndang ini meìngalami “peìrluìasan dan peìleìgalan” 

dimana dapat meìnjadi suìatuì peìrmasalahan uìtama dalam UìUì Cipta Keìrja. alih daya 

atauì ouìtsouìrcing seìcara seìdeìrhana dapat juìga diseìbuìt seìbagai sisteìm meìngeìnai 

peìnyeìdiaan teìnaga keìrha oleìh pihak keìtiga yang beìrada diluìar peìruìsahaan. Para 

peìkeìrja atauì buìruìh alih daya seìcara leìgal buìkanlah meìruìpakan bagian dari 

peìruìsahaan teìmpat para peìkeìrja atauì buìruìh teìrseìbuìt beìkeìrja namuìn hanya 

meìruìpakan bagian dari pihak peìnyeìdia jasa ouìtsouìrcing atauì alih daya teìrseìbuìt. 

            Peìningkatan fleìksibilitas huìbuìngan antara karyawan atauì meìreìka yang 

beìkeìrja seìbagai teìnaga keìrja peìmbeìri keìrja dan peìngeìcuìalian teìrkait uìpah peìkeìrja 

atauì buìruìh  seìbagai “inseìntif” keìpada peìnyeìdiaan layanan alih daya atauì 

ouìtsouìrcing ituìlah beìbeìrapa dampak yang akan muìncuìl dari sisteìm ini. kareìna 

suìdah jeìlas bahwa banyak peìkeìrja atauì buìruìh yang meìnolak sisteìm ini dimana 

meìreìka haruìs reìla gaji atauì uìpah yang meìruìpakan hasil keìringatnya dipotong 

beìbeìrapa peìrseìn oleìh peìruìsahaan alih daya teìrseìbuìt, bahkan teìrkadang ada 

beìbeìrapa kasuìs dimana peìruìsahaan ouìtsouìrcing tidak transparan dalam 

peìmotongan teìrseìbuìt. Seìlain peìmotongan gaji atauì uìpah, peìningkatan fleìsibilitas 

meìngeìnaisisteìm ini akan meìnjadikan seìmakin muìdahnya peìmuìtuìsan huìbuìngan 

keìrja.  

          Teìrkait deìngan sisteìm ouìtsouìrcing, peìrmasalahan dalam UìUì Cipta Keìrja 

adalah: Seìbaliknya, peìmeìrintah meìnghapuìs sisteìm alih daya (ouìtsouìrcing), tapi 

dalam UìUì Cipta Keìrja, Keìteìntuìan yang meìngeìsahkan peìrluìasan wilayah keìrja 

yang dapat diguìnakan sisteìm alih daya atauì ouìtsouìrcing ini. sisteìm ouìtsouìrcing 

awalnya hanya bisa diteìrapkan pada seìmacam peìkeìrjaan peìnduìkuìng atauì 

seìmacamnya buìkan suìbjeìk peìkeìrjaan atauì produìksi seìpeìrti keìamanan, kateìring, 

transportasi, peìmbeìrsihan, dll. Namuìn keìteìntuìan Pasal yang meìmbatasi areìa 

peìkeìrjaan yang dapat dilakuìkan peìratuìran baruì ini meìncabuìt dan meìnguìbah 

peìmbatasan peìngguìnaan sisteìm alih daya. 

          Teìrdapat pasal yang meìngatuìr peìmbatasan peìngguìnaan sisteìm alih daya atauì 
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ouìtsouìrcing, Pasal 66 ayat (1) meìngatuìr: “Peìkeìrja/buìruìh dari peìruìsahaan peìmasok 

Jasa peìkeìrja/buìruìh tidak boleìh diguìnakan majikan meìlakuìkan keìgiatan uìtama atauì 

keìgiatan yang beìrhuìbuìngan langsuìng deìngan proseìs produìksi keìcuìali uìntuìk 

keìgiatan peìlayanan keìgiatan yang meìnduìkuìng atauì tidak beìrhuìbuìngan langsuìng 

deìngan proseìs produìksinya. Pasal 66 ayat (1) UìUìK diuìbah deìngan Pasal 81 angka 

20 ayat (1) yang beìrbuìnyi: huìbuìngan keìrja antara peìruìsahaan alih daya deìngan 

peìkeìrja/buìruìh huìbuìngan keìrja didasarkan pada peìrjanjian keìrja dibuìat seìcara 

teìrtuìlis, baik peìrjanjian keìrja peìrjanjian keìrja waktuì atauì waktuì teìrteìntuì tidak 

yakin.” 

           Pasca teìrbitnya UìUì Cipta Keìrja, Peìmeìrintah meìnyatakan tidak ada 

peìrlinduìngan huìkuìm bagi peìkeìrja atauì peìkeìrja alih daya. Meìngeìnai peìngatuìran 

sisteìm ouìtsouìrcing atauì ouìtsouìrcing seìbeìluìmnya diatuìr dalam Pasal 64 sampai 

deìngan Pasal 66 UìUìK dimana Pasal 64 dan Pasal 65 UìUì Hak Cipta Keìteìntuìan 

teìrseìbuìt dihapuìskan dan uìntuìk Pasal 66 UìUìK meìmpuìnyai beìbeìrapa keìteìntuìan yang 

diuìbah deìngan pasal 81 nomor 20 dimana dibeìrikan peìrlinduìngan huìkuìm peìkeìrja 

alihdaya atauì peìkeìrja. 

          Pasal 81 angka 20 ayat (2), peìrlinduìngan peìkeìrja atauì buìruìh meìngeìnai uìpah 

dan keìseìjahteìraan, kondisi keìrja, seìrta peìrseìlisihan yang timbuìl dilaksanakan 

seìtidaknya seìsuìai deìngan keìteìntuìan peìratuìran peìruìndang-uìndangan dan 

meìruìpakan tangguìng jawab peìruìsahaan ouìtsouìrcing. Pada pasal 81 angka 20 ayat 

(3), peìrlinduìngan huìkuìm dimana peìruìsahaan alih daya haruìs meìnsyaratkan dalam 

peìrjanjian keìrja seìbagaimana dimaksuìd pada ayat (1) adanya peìrliduìngan huìkuìm 

bagi hak-hak peìkeìrja atauì buìruìh ouìtsouìrcing apabila teìrjadi peìrgantian peìruìsahaan 

alih daya dan seìpanjang objeìk peìkeìrjaannya masih ada. 

           Peìrlinduìngan bagi peìkeìrja, peìkeìrja alih daya atauì ouìtsouìrcing dalam hal 

keìwajiban meìngeìnai Peìruìsahaan ouìtsouìrcing haruìs beìrbeìntuìk eìntitas huìkuìm dan 

haruìs meìmeìnuìhi peìrsyaratan peìrizinan uìsaha yang teìlah diteìntuìkan oleìh 

Peìmeìrintah Puìsat, keìteìntuìan ini teìrcantuìm dalam Pasal 81 angka 20 ayat (4) dan 

(5). Deìngan peìrsyaratan meìngeìnai peìrizinan dan beìntuìk tuìbuìh uìndang-uìndang 

teìntang peìruìsahaan ouìtsouìrcing, kalauì beìgituì Seìcara tidak langsuìng, peìmeìrintah 
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juìga beìrpeìran aktif dalam meìmbeìrikan peìrlinduìngan huìkuìm teìrhadap peìkeìrja 

ouìtsouìrcing atauì buìruìh dalam beìntuìk  peìngawasan teìrpaduì dalam sisteìm Online ì 

Singleì Suìbmission (OSS). 

          Namuìn dari beìbeìrapa peìrlinduìngan huìkuìm yang teìrkanduìng dalam Pasal 81 

angka 20 UìUì Hak Cipta Keìrja yang peìnuìlis pandang masih beìluìm ada keìpastian 

huìkuìm meìngeìnai peìrlinduìngan huìkuìm diseìdiakan oleìh Peìmeìrintah dalam Uìndang-

Uìndang Cipta Keìrja, kareìna sampai saat ini Peìmeìrintah masih beìluìm 

meìngeìluìarkan peìratuìran peìlaksanaannya. 

Adapuìn peìrlinduìngaan huìkuìm bagi peìkeìrja alihdaya meìlipuìti; 

1. Hak Uìpah 

            Peìrlinduìngan peìkeìrja alihdaya (ouìtsouìrcing) dari seìgi uìpah meìnuìruìt uìndang-

uìndang yang baruì, yaituì Uìndang-uìndang (UìUì) Nomor 6 Tahuìn 2023 teìntang 

Peìneìtapan Peìratuìran Peìmeìrintah Peìngganti Uìndang-Uìndang Nomor 2 Tahuìn 2022 

teìntang Cipta Keìrja meìnjadi Uìndang-Uìndang.  Pasal  66  ayat  (1)  UìUì  Cipta  

Keìrja  meìnyatakan bahwa "Peìruìsahaan alih daya wajib meìmbayar uìpah keìpada 

peìkeìrja yang dipeìkeìrjakannya seìkuìrang-kuìrangnya seìsuìai deìngan keìteìntuìan 

peìratuìran peìruìndang-uìndangan". Keìteìntuìan ini meìneìgaskan bahwa uìpah peìkeìrja 

ouìtsouìrcing haruìs  sama deìngan uìpah peìkeìrja in-houìseì yang meìngeìrjakan 

peìkeìrjaan yang sama. Pasal 88Eì ayat (1) UìUì Cipta Keìrja meìnyatakan bahwa 

"Uìpah peìkeìrja/buìruìh yang beìkeìrja kuìrang dari 1 tahuìn pada peìruìsahaan yang 

beìrsangkuìtan diteìtapkan beìrdasarkan uìpah minimuìm". Keìteìntuìan ini beìrarti gaji 

peìkeìrja paruìh waktuì yang beìkeìrja kuìrang dari satuì tahuìn pada peìruìsahaan yang 

meìmpeìkeìrjakannya akan meìngacuì pada uìpah minimuìm. Pasal 92 ayat (1) UìUì 

Cipta Keìrja meìnyeìbuìtkan: “Uìpah peìgawai yang teìlah beìkeìrja seìlama 1 tahuìn atauì 

leìbih pada peìruìsahaan yang beìrsangkuìtan diteìntuìkan beìrdasarkan organisasi dan 

peìrhituìngan biaya peìnguìpahan peìruìsahaan yang suìdah mapan. Keìteìntuìan teìrseìbuìt 

beìrarti gaji peìkeìrja paruìh waktuì yang teìlah beìkeìrja leìbih dari satuì tahuìn pada 

peìruìsahaan yang meìmpeìkeìrjakannya akan meìngacuì pada struìktuìr dan beìsaran gaji 

yang diteìtapkan oleìh peìruìsahaan. Atuìran teìknis dijeìlaskan dalam PP Nomor 35 
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Tahuìn 2021 teìntang Seìmeìntara kontrak keìrja, cuìti, jam keìrja.  Alih   daya 

teìrmaktuìb dalam BAB III Pasal 18 ayat (1) Huìbuìngan Keìrja antara Peìruìsahaan 

Alih Daya deìngan peìkeìrja/buìruìh yang dipeìkeìrjakan, didasarkan pada PKWT atauì 

PKWTT. Keìteìntuìan ini diikuìti oleìh ayat seìlanjuìtnya yang meìngamanatkan agar 

peìrjanjian dibuìat seìcara teìrtuìlis.   Pasal   18   ayat   (3)   Peìrlinduìngan   

peìkeìrja/buìruìh,   uìpah, keìseìjahteìraan,   syarat   keìrja,   dan   peìrseìlisihan   yang   

timbuìl dilaksanakan seìsuìai deìngan keìteìntuìan peìratuìran peìruìndang- uìndangan dan 

meìnjadi tangguìng jawab peìruìsahaan alih daya. Keìteìntuìan ini keìmuìdian 

dilanjuìtkan deìngan ayat beìrikuìtnya yang diatuìr dalam Peìrjanjian Keìrja (PK), 

Peìratuìran Peìruìsahaan (PP), atauì Peìrjanjian Keìrja Beìrsama (PKB). 

                  Seìcara uìmuìm, keìteìntuìan-keìteìntuìan teìrseìbuìt dapat meìmbeìrikan 

peìrlinduìngan yang leìbih baik bagi peìkeìrja ouìtsouìrcing dari seìgi uìpah. Hal ini 

kareìna uìpah peìkeìrja ouìtsouìrcing  haruìs sama deìngan uìpah peìkeìrja in-houìseì yang 

meìngeìrjakan peìkeìrjaan yang sama, seìrta meìngacuì pada uìpah minimuìm dan 

struìktuìr dan skala uìpah. 

2. Jaminan sosial  

     Peìrlinduìnaan peìkeìrja alihdaya (ouìtsouìrcing) dari seìgi jaminan sosial meìnuìruì t 

UU Nomor 11 tahn 2020 teìntang Cipta Keìrja (Uìndang-Uìndang Cipta Keìrja) dan 

Peìratuìran Peìmeìrintah Nomor 35 Tahuìn 2021 teìntang Peìrjanjiaan Waktuì teìrteìntuì, 

Alih Daya, Waktuì Keìrja dan Wakruì Istirahatdan Peìmuìtuìsan Huìbuìngaan Keìrja 

adalah: 

1) Jaminan Keìceìlakaan Keìrja (JKK) 

      Peìkeìrja ouìtsouìrcing beìrhak atas jaminan keìceìlakaan keìrja (JKK) yang 

diseìleìnggarakan oleìh BPJS Keìteìnagakeìrjaan. JKK meìruìpakan program 

jaminan sosial yang beìrtuìjuìan meìmbeìrikan peìrlinduìngan keìpada 

peìkeìrja/buìruìh yang meìngalami keìceìlakaan keìrja, baik dalam beìntuìk 

santuìnan dan peìlayanan meìdis. Pasal 66 ayat (3) UìUì Cipta Keìrja 

meìnyatakan bahwa peìkeìrja ouìtsouìrcing beìrhak atas jaminan keìceìlakaan 

keìrja. Keìteìntuìan ini dipeìrkuìat oleìh Pasal  33  PP  35  Tahuìn  2021  yang  
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meìnyatakan  bahwa  peìkeìrja ouìtsouìrcing wajib meìnjadi peìseìrta program 

JKK 

3) Jaminan Keìmatian (JKM) 

      Peìgawai yang keìluìar juìga beìrhak atas jaminan keìmatian (JKM) yang 

dibeìrikan oleìh BPJS Keìteìnagakeìrjaan. JKm meìruìpakan program jaminan 

sosial yang beìruìpaya meìmbeìrikan rasa aman keìpada keìluìarga peìgawai 

yang meìninggal duìnia. Pasal 66 ayat (4) UìUì Cipta Keìrja meìnyeìbuìtkan 

peìkeìrja ouìtsouìrcing beìrhak meìndapatkan tuìnjangan keìmatian. Pasal 33 

PP 35 Tahuìn 2021 meìneìgaskan keìteìntuìan teìrseìbuìt yang meìnyeìbuìtkan 

bahwa peìkeìrja ouìtsouìrcing wajib meìngikuìti program JKM 

4) Hak Jaminan Hari Tuìa (JHT) 

           Adapuìn peìkeìrja alih daya (ouìtsouìrcing) yang beìkeìrja beìrdasarkan 

PKWTT beìrhak atas JHT yang diseìleìnggarakan oleìh BPJS 

Keìteìnagakeìrjaan. JHT seìndiri meìruìpakan program jaminan sosial yang 

dituìjuìkan uìntuìk meìmbeìrikan peìrlinduìngan keìpada peìkeìrja/buìruìh agar 

dapat meìmasuìki masa peìnsiuìnnya teìrlinduìngi, teìnang, dan teìrjamin. 

Keìteìntuìan teìrseìbuìt diatuìr dalam Pasal 66 ayat 5 UìUì Cipta Keìrja bahwa 

peìkeìrja ouìtsouìrcing yang beìkeìrja beìrdasarkan PKWTT beìrhak atas JHT. 

Laluì uìntuìk meìmpeìrkuìat hal teìrseìbuìt, diatuìr puìla dalam Pasal 33 PP 35 

Tahuìn 2021 bahwa peìkeìrja ouìtsouìrcing yang beìkeìrja beìrdasarkan 

PKWTT wajib meìnjadi peìseìrta program JHT. 

1) Hak Jaminan peìnsiuìn 

Peìkeìrja alih daya (ouìtsouìrcing) yang beìkeìrja beìrdasarkan PKWTT 

dan teìlah meìncapai uìsia peìnsiuìn beìrhak atas jaminan peìnsiuìn yang 

diseìleìnggarakan oleìh BPJS Keìteìnagakeìrjaan. JP adalah program jaminan 

sosial yang beìrtuìjuìan meìmbeìrikan peìrlinduìngan sosial keìpada 

peìkeìrja/buìruìh agar dapat meìnjalani keìhiduìpan yang layak di keìmuìdian 

hari. Pasal 66 ayat 6 UìUì Cipta Keìrja meìnyatakan bahwa peìkeìrja 

ouìtsouìrcing yang beìkeìrja beìrdasarkan PKWTT dan teìlah meìmasuìki uìsia 
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peìnsiuìn beìrhak atas jaminan peìnsiuìn. Pasal ini dipeìrkuìat oleìh Pasal 33 PP 

35 Tahuìn 2021, yang meìnyatakan bahwa peìkeìrja ouìtsouìrcing “ wajib” 

meìnjadi peìseìrta program JP. 

2) Hak Jaminan keìseìhatan 

           Meìmbeìrikan masyarakat akseìs teìrhadap layanan keìseìhatan yang 

beìrkuìalitas dan teìrjangkauì. Pasal 66 ayat (7) UìUì Cipta Keìrja 

meìnyeìbuìtkan teìnaga keìrja alih daya wajib meìngikuìti program JK. Pasal 

33 PP 35 Tahuìn 2021 meìmpeìrteìgas keìteìntuìan teìrseìbuìt yang 

meìnyeìbuìtkan TKA wajib meìngikuìti program JK. Tuìnjangan Jaminan 

Sosial bagi peìkeìrja yang dipeìkeìrjakan dibayar oleìh peìmbeìri keìrja. 

Inveìstasi jaminan sosial bagi peìkeìrja diatuìr dalam Uìndang-Uìndang 

Peìmeìrintah 44 Tahuìn 2021 teìntang Peìnyeìleìnggaraan Program Jaminan 

Sosial Keìteìnagakeìrjaan. Kontraktor yang ingin meìngikuìti program 

jaminan keìseìhatan (JK) yang diseìleìnggarakan BPJS Keìseìhatan adalah 

seìbagai beìrikuìt. JK meìruìpakan program jaminan sosial yang beìruìpaya 

uìntuìk meìnjamin seìjuìmlah layanan jaminan keìrja bagi peìkeìrja alih daya. 

 Jaminan keìceìlakaan keìrja (JKK): 1% dari uìpah 

 Jaminan keìmatian (JKM): 0,3% dari uìpah 

 Jaminan hari tuìa (JHT): 3% dari uìpah 

 Jaminan peìnsiuìn (JP): 3% dari uìpah 

 Jaminan keìseìhatan (JK): 5% dari uìpah 

3. Jam keìrja  

     Peìrlinduìngan peìkeìrja ouìtsouìrcing dari seìgi jam keìrja meìnuìruìt uìndang-uìndang 

yang diatuìr dalam UU Nomor 11 Tahuìn 2020 teìntang Cipta Keìrja (UìUì Cipta Keìrja) 

dan PP  Nomor  35  Tahuìn  2021  teìntang  Peìrjanjian Keìrja Waktuì Teìrteìntuì, Alih 

Daya, Waktuì Keìrja dan Waktuì Istirahat, dan Peìmuìtuìsan Huìbuìngan Keìrja.70 

                                                     
70 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 
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     Pasal 77 UìUì Cipta Keìrja meìngatuìr bahwa peìkeìrja/buìruìh ouìtsouìrcing  beìrhak  

atas peìrlinduìngan uìpah  dan keìseìjahteìraan, syarat-syarat keìrja, dan peìrseìlisihan 

huìbuìngan induìstrial yang sama deìngan peìkeìrja/buìruìh lainnya. Seìmeìntara ituì, Pasal 

20 PP 35 Tahuìn  2021  meìngatuìr  bahwa  peìkeìrja/buìruìh  ouìtsouìrcing  beìrhak atas 

waktuì keìrja dan waktuì istirahat yang sama deìngan peìkeìrja/buìruìh lainnya. Seìcara 

leìbih rinci, keìteìntuìan meìngeìnai jam keìrja diatuìr dalam Pasal 77 sampai deìngan 

Pasal 81 UìUì Cipta Keìrja dan Pasal 20 sampai deìngan Pasal 25 PP 35 Tahuìn 2021. 

Beìrikuìt adalah beìbeìrapa keìteìntuìan peìnting meìngeìnai jam keìrja peìkeìrja/buìruìh 

ouìtsouìrcing: 

1) Waktuì keìrja harian paling lama 7 jam dalam 1 hari atauì 40 jam dalam 

1 mingguì. 

2) Waktuì istirahat harian paling lama 1 jam dan istirahat mingguìan 

paling lama 1 hari. 

3) Peìkeìrja/buìruìh  beìrhak  atas  istirahat  khuìsuìs  paling  lama  15 meìnit 

seìtiap 4 jam keìrja teìruìs meìneìruìs. 

4) Peìkeìrja/buìruìh dilarang beìkeìrja meìleìbihi waktuì keìrja yang teìlah 

diteìntuìkan. 

Jika peìruìsahaan meìmpeìkeìrjakan peìkeìrja/buìruìh ouìtsouìrcing uìntuìk beìkeìrja 

meìleìbihi waktuì keìrja yang teìlah diteìntuìkan, peìruìsahaan wajib meìmbayar 

uìpah leìmbuìr. Seìlain ituì, peìruìsahaan juìga wajib meìmbeìrikan peìrlinduìngan 

keìseìlamatan dan  keìseìhatan  keìrja  (K3)  keìpada  peìkeìrja/buìruìh  ouìtsouìrcing, 

teìrmasuìk meìmbeìrikan waktuì istirahat yang cuìkuìp dan lingkuìngan keìrja   

yang   aman   dan   seìhat.   Jika   peìruìsahaan   meìlanggar keìteìntuìan meìngeìnai 

jam keìrja dan K3, peìruìsahaan dapat dikeìnakan sanksi administratif beìruìpa     

teìguìran teìrtuìlis, peìmbatasan keìgiatan uìsaha, peìngheìntian seìmeìntara atauì 

teìtap keìgiatan uìsaha, dan/atauì deìnda. 

4. Peìrseìlisihan Huìbuìnga Induìstrial 

           Meìnuìruìt Uìndang-Uìndang Nomor 11 Tahuìn 2020, peìkeìrja alih daya 

(ouìtsouìrcing) meìmiliki peìrlinduìngaan huìkuìm dan hak yang sama deìngan peìkeìrja 

teìtap dalam hal peìrseìlisihan huìbuìngan induìstrial. Hal ini beìrarti bahwa peìkeìrja 
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ouìtsouìrcing dapat meìngajuìkan peìrseìlisihan huìbuìngan induìstrial keì peìngadilan 

huìbuìngan induìstrial, baik seìcara individuì mauìpuìn koleìktif meìlaluìi seìrikat 

peìkeìrja/seìrikat buìruìh. Oleìh kareìna ituì Uìndang-uìndang ini meìmbeìrikan 

peìrlinduìngan yang leìbih baik bagi peìkeìrja ouìtsouìrcing dalam hal peìrseìlisihan 

huìbuìngan induìstrial. Beìrikuìt adalah beìbeìrapa keìteìntuìan peìnting teìntang 

peìrlinduìngan peìkeìrja ouìtsouìrcing dari seìgi peìrseìlisihan huìbuìngan induìstrial 

meìnuìruìt Uìndang-Uìndang Nomor 11 Tahuìn 2020: 

1) Peìkeìrja alih daya beìrhak meìngajuìkan peìrseìlisihan huìbuìngan 

induìstrial keì peìngadilan huìbuìngan induìstrial, baik seìcara individuì 

mauìpuìn koleìktif meìlaluìi seìrikat peìkeìrja/seìrikat buìruìh. (Pasal 79 

ayat (1)) 

2) Peìkeìrja alih daya beìrhak atas peìndampingan dari seìrikat 

peìkeìrja/seìrikat buìruìh dalam meìngajuìkan peìrseìlisihan huìbuìngan 

induìstrial. (Pasal 79 ayat (2)) 

3) Peìkeìrja alih daya beìrhak atas biaya peìrkara yang dibeìbankan 

keìpada peìruìsahaan peìmbeìri keìrja atauì peìruìsahaan peìnyeìdia jasa. 

(Pasal 80 ayat (1)) 

4) Peìruìsahaan peìmbeìri keìrja atauì peìruìsahaan peìnyeìdia jasa dilarang 

meìlakuìkan peìmuìtuìsan huìbuìngan keìrja teìrhadap peìkeìrja alih daya 

yang meìngajuìkan peìrseìlisihan huìbuìngan induìstrial.  

(Pasal 81 ayat (1)) 

5) Jika peìruìsahaan peìmbeìri keìrja atauì peìruìsahaan peìnyeìdia jasa 

meìlakuìkan peìmuìtuìsan huìbuìngan keìrja teìrhadap peìkeìrja alih daya 

yang meìngajuìkan peìrseìlisihan huìbuìngan  induìstrial,  maka  

peìmuìtuìsan  huìbuìngan  keìrja teìrseìbuìt batal deìmi huìkuìm. (Pasal 81 

ayat (2)) 

           Seìlain ituì, UìUì No. 11 Tahuìn 2020 juìga meìngatuìr teìntang peìnyeìleìsaian 

peìrseìlisihan huìbuìngan induìstrial. Peìngaduìan wajib dilakuìkan seìbeìluìm peìrseìlisihan 

huìbuìngan induìstrial diruìjuìk keì peìngadilan huìbuìngan induìstrial. Peìruìndingan dapat 

dilakuìkan meìlaluìi meìdiator dari Keìmeìnteìrian Keìteìnagakeìrjaan atauì meìdiator 

swasta. Apabila uìpaya banding tidak beìrhasil, maka peìkeìrja tidak teìtap dapat 
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meìmbawa peìrseìlisihan huìbuìngan induìstrial teìrseìbuìt keì peìngadilan huìbuìngan 

induìstrial. 

           Mengenai huìbuìngan huìkuìm yang teìrcipta antara Teìnaga Keìrja dan 

Peìruìsahaan ouìtsouìrcing muìlai sah keìtika teìrcapainya keìseìpakatan yang teìrtuìang 

dalam peìrjanjian keìrja yang teìntuì nyateìlah diseìtuìjuìi puìla seìcara sadar oleìh pihak-

pihak yang meìngikatkan dirinya. Pihak peìmeìrintah juìga peìrluì meìncabuìt atuìran-

atuìran yang teìrkait dalam sisteìm ouìtsouìrcing yang tidak meìnjamin keìpastian 

huìkuìm seìpeìrti yang teìrdapat dalam jeìnis peìkeìrjaan peìnyeìdiaan teìnaga peìkeìrja 

yakni; peìkeìrjaan peìnuìnjang yang tidak beìrhuìbuìngan langsuìng deìngan bisnis inti 

dan juìga sisteìm kontrak keìrja yang dibatasi deìngan PKWT.71 

           Salah satuì alteìrnatif dari peìrmasalahan praktik peìrlinduìngan ouìtsouìrcing 

dari seìgi huìbuìngan induìstrial adalah Huìbuìngan  Induìstrial  Pancasila.  Dalam  

tuìlisan  Ruìmimpuìnu ì,  meìnjeìlaskan Huìbuìngan induìstrial di Indoneìsia dapat 

beìrkeìmbang dalam tiap-tiap peìruìsahaan seìsuìai keìpribadian bangsa beìrdasarkan 

pancasila. Huìbuìngan induìstrial pancasila yang ada di Indoneìsia meìruìpakan suìatuì 

huìbuìngan induìstri yang meìnjadi ciri khas yang meìnjadi peìmbeìda deìngan neìgara 

lain. Huìbuìngan  induìstrial teìrseìbuìt yaituì:  

a. sila peìrtama se ìbagai landasan spirituìal huìbuìngan induìstrial, 

dalam beìkeìrja manuìsia tidak hanya meìncari nafkah teìtapi 

meìngabdi keìpada tuìhan dan seìsama manuìsia; 

b. sila keìduìa seìbagai landasan keìmanuìsiaan deìngan 

meìnganggap peìkeìrja buìkan seìkeìdar faktor produìksi teìtapi 

seìbagai mitra peìruìsahaan; 

c. sila keìtiga seìbagai dasar keìsatuìan yang diteìrapkan 

beìrpeìdoman keìpada tridharma yang meìnganduìng asas 

partneìrship dan tangguìng jawab beìrsama antara peìkeìrja, 

manajeìmeìn, dan seìrikat peìkeìrja seìhingga teìrcipta saling 

 

                                                     
71 Prabhaputra, A. A., Budiartha, I. N. P., & Seputra, I. P. G. Sistem Outsourcing Dalam 

Hubungan Industrial Di Indonesia (Outsourcing  System In Industrial Relation In  

Indonesia). Jurnal Analogi Hukum, 2019 1(1), 22-27. 
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 meìrasa ikuìt meìmiliki,  meìmeìlihara, meìmpe ìrtahankan  dan 

teìruìs meìneìruìs mawas diri; 

d. sila keìeìmpat seìbagai landasan deìmokrasi, seìmuìa pihak dalam 

proseìs produìksi meìmiliki hak meìngeìluìarkan peìndapat yang 

sama seìhingga seìlaluì meìnguìtamakan muìsyawarah muìfakat 

dalam seìtiap peìngambilan keìpuìtuìsan;  

e. sila keìlima seìbagai landasan peìrwuìjuìdan keìadilan sosial 

deìngan meìneìrapkan prinsip keìadilan dalam lingkuìngan keìrja 

di seìgala aspeìknya deìngan meìnghindari keìseìweìnangan 

manajeìmeìn teìrhadap peìkeìrja seìbagai pihak yang leìmah.72 

3.2.2 Problematika  Fleksibilitas Outsourcing pada Undang-Undang Cipta 

Kerja 

           Peìruìbahan keìbijakan ouìtsouìrcing pada UìUì No 11 Tahuìn 2020 meìnuìnjuìkkan 

bahwa peìmeìrintah beìluìm meìmbeìrikan peìrhatian peìnuìh teìrhadap keìseìjahteìraan 

peìkeìrja keìtika meìruìmuìskan keìbijakan dan leìbih meìmeìntingkan aspeìk sisteìm pasar 

teìnaga keìrja yang fleìksibeìl yang peìnting bagi peìmbeìri keìrja/peìruìsahaan uìntuìk 

meìndapatkan keìuìntuìngan. Peìruìbahan keìbijakan ini dapat meìnimbuìlkan 

konseìkuìeìnsi meìndasar bagi peìkeìrja, yang diwuìjuìdkan dalam tiga beìntuìk: 

Fleìksibilitas ouìtsouìrcing dapat meìmicuì praktik peìrbuìdakan modeìrn, meìnguìrangi 

keìamanan keìrja jangka panjang dan juìmlah peìkeìrja teìtap, seìrta meìleìmahkan 

keìamanan dan hak-hak peìkeìrja. Keìtiga beìntuìk konseìkuìeìnsi ini dibahas satuì peìr satuì 

di bawah ini. 

a. Fleìksibilitas Ouìtsouìrcing dapat meìmicuì praktik modern slaveìry 

 

         Dalam keìbanyakan kasuìs, peìlaksanaan ouìtsouìrcing tidak seìlaluì 

seìsuìai deìngan keìteìntuìan yang beìrlakuì. Peìlanggaran hak dan 

keìseìjahteìraan peìkeìrja seìring teìrjadi. Sampai saat ini, peìndapat uìmuìm 

adalah bahwa peìratuìran ouìtsouìrcing tidak meìmadai uìntuìk meìmeìnuìhi 

                                                     
72 Rumimpunu, Fritje. Sistem hubungan industrial pancasila di Indonesia dengan tenaga kerja, 

perusahaan dilihat dari aspek (Undang Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003). Jurnal Hukum 

Unsrat Vol. II/ No. 02/Januari Maret/2014 Edisi Khusus repo.unsrat.ac.id. (2014). 
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keìbuìtuìhan, teìruìtama bagi karyawan. bahkan seìteìlah Uìndang-Uìndang 

Nomor 11 Tahuìn 2020 teìntang Cipta Keìrja disahkan. Dalam hal ini, 

peìmeìrintah leìbih meìmpeìrhatikan keìpeìntingan peìmilik modal daripada 

peìkeìrja, yang sangat dipeìngaruìhi oleìh keìbeìrhasilan pasar beìbas dan 

eìfisieìnsi.  

            Eìfisieìnsi  teìrseìbuìt  dicapai  meìlaluìi  strateìgi  uìpah  buìruìh  muìrah  

dalam  pasar teìnaga  keìrja  yang  fleìksibeìl  dan  beìrakibat  pada  hilangnya  

keìamanan  keìrja bagi  peìkeìrja  dan  keìpastian  keìrja  peìkeìrja, 

dimana  oleìh  seìbagian  kalangan dikatakan seìbagai satuì beìntuìk modeìrn 

slaveìry. 

          Narasi teìntang fleìksibilitas ouìtsouìrcing seìbagai suìmbeìr praktik 

slaveìry konteìmporeìr buìkanlah seìsuìatuì yang baruì.  Keìbeìradaan 

ouìtsouìrcing seìndiri teìlah banyak dikritik kareìna meìmiliki poteìnsi uìntuìk 

meìngeìksploitasi dan meìmarjinalisasi aspeìk manuìsiawi karyawan.   Ini 

pasti beìrteìntangan deìngan konstituìsi Indoneìsia, khuìsuìsnya Pasal 27 ayat 

(2), Uìndang-Uìndang Dasar Neìgara Reìpuìblik Indoneìsia Tahuìn 1945, yang 

meìnyatakan bahwa "Tiap-Tiap warga neìgara beìrhak atas peìkeìrjaan dan 

peìnghiduìpan yang layak bagi keìmanuìsiaan." Pasal ini meìmbeìrikan hak 

yang sama keìpada seìmuìa warga neìgara, tanpa meìmbeìdakan jeìnis keìlamin 

meìreìka.  Hal teìrseìbuìt beìrarti seìtiap Warga Neìgara Indoneìsia meìmpuìnyai 

keìduìduìkan  dan  keìseìmpatan  yang  sama uìntuìk meìndapatkan peìkeìrjaan 

(baik dari seìgi jeìnis peìkeìrjaan,   uìpah/gaji,   jaminan   sosial,   keìseìlamatan   

dan peìrlinduìngan) dan keìhiduìpan yang baik. 

                Seìlain ituì, Pasal 33 ayat (1) Uìndang-Uìndang Dasar Neìgara 

Reìpuìblik Indoneìsia Tahuìn 1945, yang meìnyatakan bahwa 

“Peìreìkonomian disuìsuìn seìbagai uìsaha beìrsama beìrdasar atas asas 

keìkeìluìargaan”, meìlanggar fleìksibilitas ouìtsouìrcing.  Dalam 

peìnjeìlasannya, di diteìgaskan bahwa peìreìkonomian Indoneìsia didasarkan 

pada deìmokrasi eìkonomi, di mana produìksi dilakuìkan oleìh seìmuìa orang 

dan keìmakmuìran masyarakat adalah yang paling peìnting. Kareìna UìUì 

Cipta Keìrja meìmuìngkinkan ouìtsouìrcing uìntuìk dileìgalkan, peìmbatasan 
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peìkeìrjaan yang dapat dilakuìkan alih daya dihapuìs, seìhingga meìmpeìrluìas 

pasar keìrja. Ini adalah awal dari apa yang seìkarang dikeìnal seìbagai 

peìrbuìdakan. Pasal 38 ayat (1) dan (2) Uìndang-Uìndang Nomor 39 Tahuìn 

1999 teìntang Hak Asasi Manuìsia, yang meìnyatakan bahwa seìtiap orang 

beìrhak dan beìbas uìntuìk meìmiliki dan meìmilih peìkeìrjaan yang layak 

seìsuìai deìngan bakat dan keìmampuìan meìreìka, juìga beìrteìntangan deìngan 

peìleìgalan fleìksibilitas ouìtsouìrcing. seìrta meìndapat syarat peìkeìrjaan yang 

adil. Pasal 88 UìUì Keìteìnagakeìrjaan meìngatuìr leìbih lanjuìt teìntang hal ini. 

Ini meìnyatakan bahwa seìtiap peìkeìrja beìrhak atas peìnghasilan yang 

meìmeìnuìhi peìnghiduìpan yang layak bagi keìmanuìsiaan.73 

b. Meìnuìruìnnya  keìpastian  keìrja  jangka  panjang  seìrta  juìmlah  peìkeìrja teìtap 

   Fleìksibilitas ouìtsouìrcing dapat meìnuìruìnkan keìpastian keìrja 

jangka panjang dan juìmlah peìkeìrja teìtap. Seìmakin banyak peìkeìrjaan 

yang dialihdayakan akan meìnghapuìs harapan uìntuìk peìkeìrjaan teìtap.  

Seìlain ituì, masa keìrja peìkeìrja ouìtsouìrcing akan beìrakhir jika kontrak 

meìreìka beìrakhir. Akibatnya, peìruìsahaan peìnyeìdia jasa peìkeìrja tidak lagi 

meìneìrima kontrak peìrpanjangan dari peìruìsahaan peìmbeìri keìrja. 

Akibatnya, peìkeìrja akan meìngalami keìtidakpastian teìntang masa keìrja 

meìreìka kareìna tidak dipeìrhituìngkan seìcara jeìlas kareìna peìruìsahaan 

peìnyeìdia jasa ouìtsouìrcing seìring beìrganti, yang beìrarti meìreìka tidak akan 

meìmiliki keìseìmpatan peìkeìrjaan lagi.  

          Hak atas peìkeìrjaan yang diseìrtai deìngan uìpah haruìs dianggap 

seìbagai peìkeìrjaan teìtap uìntuìk jangka waktuì yang lama daripada peìkeìrjaan 

ouìtsouìrcing atauì kontrak jangka peìndeìk.  Uìpah adalah bagian peìnting 

dari hak peìkeìrja kareìna peìkeìrja pasti meìngharapkan kompeìnsasi dari 

peìkeìrjaan meìreìka. Seìhuìbuìngan deìngan peìntingnya fuìngsi uìpah bagi 

keìhiduìpan peìkeìrja, peìlanggaran hak peìkeìrja dapat dianggap meìlanggar 

hak asasi peìkeìrja yang suìdah diatuìr oleìh konstituìsi neìgara.   

           Seìtiap orang beìrhak mempunyai peìngakuìan, jaminan, 

                                                     
73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
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peìrlinduìngan, dan keìpastian huìkuìm yang adil seìrta peìrlakuìan yang sama 

di hadapan huìkuìm, meìnuìruìt Pasal 28 Dayat (1) Uìndang-Uìndang Dasar 

Neìgara Reìpuìblik Indoneìsia tahuìn 1945.  Pasal 28 D ayat (2) Uìndang-

Uìndang Dasar Neìgara Reìpuìblik Indoneìsia Tahuìn 1945 meìngatuìr hak 

seìtiap orang uìntuìk beìkeìrja seìrta meìndapat imbalan dan peìrlakuìan yang 

adil dan layak dalam huìbuìngan keìrja. Seìlain ituì, Pasal 38 ayat (3) 

Uìndang-Uìndang Nomor 39 Tahuìn 1999 teìntang Hak Asasi Manuìsia 

meìnyatakan bahwa seìtiap orang, baik pria mauìpuìn wanita, yang 

meìlakuìkan peìkeìrjaan yang sama, seìbanding, seìtara, atauì seìruìpa, beìrhak 

atas imbalan dan peìrlakuìan yang adil dan layak 

c. Keìreìntanan akan jaminan dan hak-hak peìkeìrja 

 

                 Sisteìm alih daya (ouìtsouìrcing) tidak meìmbeìrikan jaminan yang 

jeìlas dan pasti teìntang masa deìpan. Peìkeìrja kontrak tidak hanya tidak 

meìneìrima THR teìtapi juìga tidak meìneìrima jaminan sosial teìnaga keìrja 

dan dana peìnsiuìn hari tuìa. Meìreìka hanya meìneìrima peìmbayaran. Tidak 

adanya hak peìkeìrja uìntuìk meìneìrima uìpah teìrseìbuìt dapat dianggap seìbagai 

peìlanggaran hak asasi manuìsia dan hak konstituìsi yang beìrkaitan deìngan 

keìlangsuìngan hiduìp peìkeìrja. Namuìn, Pasal 28 H ayat (3) Uìndang-

Uìndang Dasar Neìgara Reìpuìblik Indoneìsia Tahuìn 1945 meìnyatakan 

bahwa seìtiap orang beìrhak atas jaminan sosial yang meìmuìngkinkan 

meìreìka beìrkeìmbang seìbagai manuìsia yang beìrmartabat. Seìlain ituì, Pasal 

99 ayat (1) UU Nomor 13 Tahuìn 2003 teìntang Keìteìnagakeìrjaan 

meìnyatakan bahwa seìtiap peìkeìrja dan anggota keìluìarganya beìrhak atas 

jaminan sosial teìnaga keìrja. 

              Eìseìnsi uìtama dari huìkuìm peìrbuìruìhan adalah peìrlinduìngan peìkeìrja 

yang teìrabaikan kareìna keìtidakpastian nasib peìkeìrja teìrkait peìkeìrjaan 

ouìtsouìrcing, seìpeìrti keìtidakpastian bahwa meìreìka akan dapat beìkeìrja dan 

meìndapatkan kompeìnsasi. Peìkeìrja yang beìkeìrja uìntuìk peìruìsahaan 

ouìtsouìrcing tidak haruìs keìhilangan hak-haknya yang dilinduìngi oleìh 

Konstituìsi. Kareìna ada banyak peìncari keìrja dan keìkuìrangan teìnaga keìrja, 

posisi peìkeìrja sangat tidak tawar. Akibatnya, jaminan dan peìrlinduìngan 
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seìpeìrti ini hanya dapat diteìrapkan meìlaluìi peìrjanjian keìrja yang meìngikat 

antara peìruìsahaan dan peìkeìrja. Peìnguìsaha seìring meìncari ageìn atauì 

peìruìsahaan ouìtsouìrcing. Seìbaliknya, banyak karyawan yang beìrgantuìng 

pada keìmampuìan dan tingkat peìndidikan meìreìka uìntuìk meìncari 

peìkeìrjaan yang seìsuìai deìngan latar beìlakang peìndidikan meìreìka. Namuìn, 

faktanya banyak peìncari keìrja yang tidak seìpeìnuìhnya seìbanding deìngan 

peìruìsahaan yang meìncari peìncari keìrja. Akibatnya, para peìncari keìrja 

yang tidak seìsuìai deìngan latar beìlakang peìndidikan meìreìka dan beìrseìdia 

beìkeìrja di bawah nauìngan.    

           Deìngan meìnghapuìs keìteìntuìan-keìteìntuìan ini, Uìndang-Uìndang Cipta Keìrja 

hanya akan meìmbuìat pasar teìnaga keìrja leìbih fleìksibeìl deìngan meìmbeìrikan 

peìnguìsaha keìseìmpatan uìntuìk meìreìkruìt dan meìmbeìrheìntikan peìkeìrja kontrak atauì 

ouìtsouìrcing deìngan muìdah dan muìrah. Suìdah jeìlas bahwa sajahalini akan 

meìnguìrangi juìmlah karyawan yang teìtap dan meìmbeìrikan jaminan peìkeìrjaan 

jangka panjang. Peìnguìsaha leìbih suìka meìngguìnakan peìkeìrja kontrak dan 

ouìtsouìrcing daripada peìkeìrja teìtap kareìna meìreìka ceìndeìruìng meìndapatkan uìpah 

yang leìbih reìndah dan meìmiliki hak yang leìbih seìdikit daripada peìkeìrja teìtap. 

Akibatnya, meìreìka beìruìsaha uìntuìk meìnguìrangi biaya buìruìh. Kajian lapangan 

meìnuìnjuìkkan bahwa nasib peìkeìrja leìbih reìntan kareìna sisteìm teìnaga keìrja yang 

fleìksibeìl.74 Misalnya  meìnuìnjuìkkan  bagaimana  peìngadopsian  sisteìm  teìnaga keìrja  

fleìksibeìl  dalam Uìndang-Uìndang Keìteìnagakeìrjaan  teìlah  meìmbuìat  posisi peìkeìrja  

meìnjadi  leìbih  leìmah  meìlaluìi  peìmbeìdaan-peìmbeìdaan  statuìs  keìrjanya (antara 

peìkeìrja teìtap, kontrak dan ouìtsouìrcing). 

           Peìkeìrja kontrak dan alih daya meìneìrima uìpah yang leìbih reìndah dari pada 

peìkeìrja teìtap, masing-masing 17% dan 27%. Seìlain ituì, meìreìka tidak meìmiliki 

jaminan peìkeìrjaan, meìneìrima tuìnjangan yang sangat seìdikit, dan ceìndeìruìng muìdah 

dibeìrheìntikan. Seìmeìntara  meìnuìnjuìkkan bahwa peìnguìsaha ceìndeìruìng 

meìngguìnakan teìnaga keìrja kontrak dan alihdaya kareìna biaya yang ditawarkan 

                                                     
74 Tjandraningsih,   Indrasari. State-Sponsored   Precarious   Work   in   Indonesia. American 

Behavioral Scientist. Vol.57. No.4 (2013). 
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dapat diteìkan seìreìndah muìngkin.75 Bahkan, Ia meìncatat suìatuì kasuìs di mana seìbuìah 

peìruìsahaan meìlakuìkan proseìs yang diseìbuìt seìbagai "peìmuìtihan" uìntuìk meìnguìbah 

seìbagian beìsar karyawannya dari peìkeìrja teìtap meìnjadi peìkeìrja kontrak seìteìlah 

Uìndang-Uìndang Nomor 13 Tahuìn 2003 teìntang Keìteìnagakeìrjaan beìrlakuì. Oleìh 

kareìna ituì, meìmbuìat sisteìm keìteìnagakeìrjaan meìnjadi leìbih fleìksibeìl seìbagaimana 

diatuìr dalam Uìndang-Uìndang Cipta Keìrja hanya akan meìmpeìrbuìruìk keìtidakpastian 

keìrja peìkeìrja meìlaluìi kasuìalisasi keìrja (casuìalisation of work) dan meìnambah 

juìmlah peìkeìrja deìngan kondisi keìrja yang reìntan di pasar teìnaga keìrja Indoneìsia. 

Dari pada meìnciptakan peìkeìrjaan teìtap dan deìngan kondisi layak. 

3.2.3  Perbandingan Alih daya (Outsourcing) dan PKWT 

 

            Omnibuìs Law UìUì Cipta Keìrja adalah uìpaya peìmeìrintah uìntuìk 

meìningkatkan keìseìmpatan keìrja, meìmastikan keìbeìrlangsuìngan beìkeìrja, 

meìningkatkan peìrlinduìngan dan keìseìjahteìraan peìkeìrja dan buìruìh, dan meìmastikan 

keìbeìrlanjuìtan uìsaha yang beìrkeìlanjuìtan. Uìndang-uìndang ini juìga dimaksuìdkan 

uìntuìk meìnyeìdeìrhanakan, meìnyinkronkan, dan meìnguìrangi reìguìlasi yang tuìmpang 

tindih yang beìrpoteìnsi meìnghambat peìmbeìntuìkan lapangan keìrja. Seìlain ituì, 

uìndang-uìndang ini beìrfuìngsi seìbagai alat uìntuìk meìnyeìdeìrhanakan dan 

meìningkatkan kineìrja sisteìm peìmeìrintah. Salah satuì eìleìmeìn peìnting dalam 

huìbuìngan keìrja antara peìnyeìdia jasa alih daya (ouìtsouìrcing) dan peìruìsahaan 

peìngguìna jasa ouìtsouìrcing adalah peìnguìpahan teìnaga keìrja ouìtsouìrcing yang adil 

dan layak. Ini kareìna teìnaga keìrja ouìtsouìrcing meìmiliki hak dan keìwajiban yang 

sama deìngan teìnaga keìrja teìtap. 

a) PKWT 

• Uìndang - Uìndang Nomor 13 Tahuìn 2003  

 Pasal 56 ayat (1) meìnjeìlaskan bahwa uìpah peìkeìrja/buìruìh yang 

beìkeìrja beìrdasarkan PKWT haruìs meìmeìnuìhi keìteìntuìan uìpah 

minimuìm yang beìrlakuì. 

Pasal 56 ayat (2) UìUì 13 Tahuìn 2003 meìnyatakan bahwa dalam 

                                                     
75 Juliawan,  Benny  Hari. Extracting  Labor  from  Its  Owner:  Private  Employment Agencies 

and Labor Market Flexibility in Indonesia. Critical Asian Studies. Vol.42. No.1 (2010). 
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masa peìrcobaan keìrja, peìnguìsaha dilarang meìmbayar uìpah di 

bawah uìpah minimuìm yang beìrlakuì. 

• Peìratuìran Peìmeìrintah Nomor 35 Tahuìn 2021 

Pasal 16 meìngatuìr teìntang uìang kompeìnsasi bagi peìkeìrja yang 

huìbuìngan keìrjanya beìrdasarkan Peìrjanjian Keìrja Waktuì 

Teìrteìntuì (PKWT). Beìsarnya uìang kompeìnsasi dihituìng seìcara 

proporsional dari jangka waktuì PKWT yang teìlah dilaksanakan 

oleìh peìkeìrja. Beìsarnya uìang kompeìnsasi diteìntuìkan seìbagai 

beìrikuìt:  

1.  PKWT seìlama 12 (duìa beìlas) buìlan seìcara teìruìsmeìneìruìs, 

seìbeìsar 1 (satuì) buìlan uìpah. 

2.  PKWT seìlama 1 (satuì) buìlan atauì leìbih dan kuìrang dari 

12 (duìa beìlas) buìlan, dihituìng seìcara proporsional 

deìngan peìrhituìngan: juìmlah buìlan PKWT yang teìlah 

dilaksanakan dibagi 12 (duìa beìlas) buìlan, dikalikan 

deìngan 1 (satuì) buìlan uìpah. 

Pasal 29 Ayat (1) meìnjeìlaskan peìruìsahaan yang meìmpeìkeìrjakan 

Peìkeìrja/Buìruìh seìlama Waktuì Keìrja Leìmbuìr beìrkeìwajiban 

meìmbayar Uìpah Keìrja Leìmbuìr.  

Pasal 31 pada PP Nomor 35 Tahuìn 2021 meìngatuìr teìntang 

peìmbayaran uìpah leìmbuìr. Pasal ini meìnyeìbuìtkan bahwa leìmbuìr 

adalah waktuì keìrja di luìar waktuì normal, yang meìleìbihi batas 

waktuì normal seìbagaimana diatuìr dalam Pasal 77 ayat (1) 

Uìndang-Uìndang Nomor 13 Tahuìn 2003 teìntang 

Keìteìnagakeìrjaan. Peìmbayaran uìpah leìmbuìr minimal 1 (satuì) 

hari keìrja adalah 1 (satuì) hari uìpah, seìdangkan peìmbayaran 

uìpah leìmbuìr peìr jam adalah 1/7 (satuì peìr tuìjuìh) dari uìpah harian 

b) Alih Daya 

• Uìndang - Uìndang Nomor 13 Tahuìn 2003  

1. Pasal 66 ayat (2) meìnjeìlaskan bahwa peìkeìrja/buìruìh yang  

2. dipeìkeìrjakan oleìh peìruìsahaan peìnyeìdia jasa peìkeìrja/buìruìh 
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beìrhak atas uìpah yang layak dan sama deìngan peìkeìrja/buìruìh 

yang meìlakuìkan peìkeìrjaan yang sama di peìruìsahaan peìmbeìri 

peìkeìrjaan. 

3. Pasal 66 ayat (3) UìUì Keìteìnagakeìrjaan meìngatuìr bahwa uìpah 

peìkeìrja alih daya diteìtapkan beìrdasarkan keìseìpakatan antara 

peìruìsahaan peìnyeìdia jasa peìkeìrja/buìruìh deìngan peìkeìrja/buìruìh. 

Namuìn, keìseìpakatan ini haruìs meìmpeìrhatikan keìteìntuìan uìpah 

minimuìm yang beìrlakuì. 

4. Pasal 66 ayat (4) meìngatuìr teìntang keìwajiban peìruìsahaan 

peìnyeìdia jasa peìkeìrja/buìruìh uìntuìk meìmbayar uìpah keìpada 

peìkeìrja/buìruìh teìpat waktuì dan seìcara peìnuìh. 

• Peìratuìran Peìmeìrintah Nomor 35 Tahuìn 2021 

1. Pasal 41 ayat (1) meìnyatakan uìpah peìkeìrja/buìruìh yang 

dipeìkeìrjakan oleìh Peìruìsahaan Peìnyeìdia Jasa Peìkeìrja/Buìruìh 

(PPJP) diteìtapkan oleìh PPJP seìsuìai deìngan keìteìntuìan peìratuìran 

peìruìndang-uìndangan dan keìseìpakatan antara PPJP dan 

Peìkeìrja/Buìruìh. 

2. Pasal 41 ayat (2) meìnjeìlaskan uìpah peìkeìrja/buìruìh yang 

dipeìkeìrjakan oleìh PPJP paling seìdikit sama deìngan uìpah 

Peìkeìrja/Buìruìh yang meìlakuìkan peìkeìrjaan seìjeìnis pada 

peìruìsahaan peìngguìna jasa. 

           Baik PKWT mauìpuìn peìkeìrja alih daya  meìneìrima gaji yang sama, meìnuìruìt 

peìratuìran di UìUì Cipta Keìrja atauì PP 35 Tahuìn 2021. Salah satuì hal yang 

meìmbeìdakan keìduìa jeìnis kontrak ini adalah bahwa PKWT meìmiliki keìmampuìan 

uìntuìk diteìtapkan seìbagai peìkeìrja teìtap, seìdangkan peìkeìrja alih daya ouìtsouìrcing 

tidak meìmiliki jaminan peìkeìrjaan. Ada beìbeìrapa hal yang meìmbeìdakan PKWT dari 

alih daya ouìtsouìrcing. Ini teìrmasuìk masa keìrja, jeìnis dan tangguìng jawab 

peìkeìrjaan, jeìnjang karir, dan prinsip keìrja. 

 

 

 



85 

 

Tabeìl 1. Peìrbeìdaan antara PKWT dan Peìkeìrja Ouìtsouìrcing 

 

Jeìnis 
Peìrbeìdaan 

PKWT Ouìtsouìrcing 

Masa Keìrja Meìmiliki batas waktuì 
keìrja maksimalnya 
adalah duìa tahuìn 
deìngan satuì kali 
peìrpanjangan 
maksimal satuì tahuìn 
(tiga tahuìn maksimal) 

Diteìntuìkan beìrdasarkan 
peìrjanjian keìrja antara 
peìruìsahaan klieìn dan 
peìruìsahaan ouìtsouìrcing 
yang teìlah diseìpakati 

Jeìnis dan 
Tangguìng 
Jawab 
Peìkeìrjaan 

Jeìnis dan Tangguìng 
Jawab nya sama 
deìngan peìkeìrja teìtap 

Jeìnis dan tangguìng jawab 
nya hanya beìrsifat seìbagai 
peìnuìnjang suìmbeìr daya 
peìruìsahaan teìmpat ia 
beìkeìrja dan peìkeìrjaannya 
tidak beìrhuìbuìngan 
langsuìng deìngan proseìs 
produìksi, jabatan 
fuìngsional atauì inti 
opeìrasional bisnis lainnya 

Jeìnjang Karir Jeìnjang karir sama 
deìngan  peìkeìrja teìtap 
meìndapatkan promosi, 
keìnaikan jabatan, 
keìnaikan gaji dan 
kontrak baruì 

Tidak meìmiliki jeìnjang 

karir kareìna sifatnya hanya 

seìbagai peìnduìkuìng 
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Prinsip 
Keìrja 

Beìkeìrja beìrdasarkan 
deìngan kontrak PKWT 
yang suìdah 
ditandatangani oleìh 
pihak peìkeìrja dan 
pihak peìmbeìri keìrja 

Beìkeìrja beìrdasarkan 

peìrjanjian keìrja antara 

peìruìsahaan ouìtsouìrcing 

(alih daya) deìngan 

peìruìsahaan peìmbeìri 

peìkeìrjaan (klieìn) 

 

Suìmbeìr: UìUì 13/2023 dan PP 35/21 

 

3.2.4  Kelebihan dan Kekurangan dari Alih Daya (Outsourcing) 

           Dalam sisteìm alih daya (ouìtsouìrcing), baik peìruìsahaan mauìpuìn peìkeìrja atauì 

buìruìh meìngalami keìruìgian. Peìruìsahaan dapat meìngalami kuìrangnya kontrol 

teìrhadap peìkeìrja atauì buìruìh, ancaman keìamanan dan keìrahasiaan, layanan 

peìlanggan yang buìruìk, seìmeìntara uìntuìk peìkeìrja/peìkeìrja deìngan sisteìm 

ouìtsouìrcing, seìhingga peìrlinduìngan dan Keìseìjahteìraan karyawan akan meìnuìruìn 

seìbagai akibat dari masalah uìmuìm yang dihadapi peìngguìna teìnaga alih daya 

seìbagai beìrikuìt 

a) Beìralihnya huìbuìngan huìkuìm dalam alih daya yang meìruìgikan peìkeìrja, 

tidak hanya pada peìmbeìrian uìpah dan peìsangon keìtika peìkeìrja diPHK 

meìlainkan juìga peìlinduìngan hak-hak peìkeìrja yang diantaranya 

keìikuìtseìrtaan peìkeìrja dan keìluìarganya dalam jaminan sosial, program 

peìrlinduìngan peìnsiuìn dan lain-lain. 

b) Reìndahnya peìrlinduìngan huìkuìm bagi peìkeìrja alih daya , beìrdasarkan 

peìrjanjian keìrja waktuì teìrteìntuì (PKWT) antara peìmbeìri keìrja deìngan 

peìneìrima keìrja pada uìmuìmnya dibatasi masa beìrlakuìnya, maka tidak ada 

keìpastian keìbeìrlanjuìtan dalam peìkeìrjaan seìhingga peìkeìrja meìmiliki 

situìasi yang tidak aman seìbagai peìkeìrja/buìruìh, seìteìlah peìkeìrjaan seìleìsai 
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maka statuìs teìnaga dalam peìruìsahaan akan beìrakhir dalam beìkeìrja.76 

          Alih daya (ouìtsouìrcing) meìnawarkan inseìntif dan meìmuìngkinkan 

peìruìsahaan meìngalokasikan suìmbeìr daya manuìsia deìngan cara yang paling eìfisieìn. 

Peìruìsahaan ouìtsouìrcing adalah peìruìsahaan yang meìnawarkan jasa dan teìnaga keìrja 

deìngan keìahlian teìrteìntuì keìpada bisnis yang meìmbuìtuìhkannya. Pasal 66 UìUì 

Nomor 13 Tahuìn 2003, yang meìngatuìr alih daya, meìmbatasi ouìtsouìrcing hanya 

uìntuìk peìkeìrjaan yang tidak beìrhuìbuìngan deìngan proseìs produìksi. Adapuìn dalam 

praktiknya, alih daya dieìvaluìasi meìmiliki keìleìbihan dan keìkuìrangan bagi 

peìruìsahaan dan karyawan. 

 

• Keìleìbihan Bagi Peìruìsahaan  

1. Meìngheìmat biaya training karyawan Keìleìbihan uìtama ouìtsouìrcing 

adalah dapat meìnjadi strateìgi peìruìsahaan uìntuìk meìmangkas biaya 

opeìrasional. Seìbab, karyawan ouìtsouìrcing suìdah meìmiliki keìahlian 

speìsifik yang dibuìtuìh peìruìsahaan. Deìngan beìgini, peìruìsahaan dapat 

meìnguìrangi anggaran peìlatihan pada peìkeìrja. 

2. Bisa meìningkatkan fokuìs bisnis Keìleìbihan beìrikuìtnya dari ouìtsouìrcing 

adalah keìtika meìngguìnakan teìnaga keìrja ouìtsouìrcing, peìruìsahaan tidak 

peìrluì lagi khawatir deìngan peìkeìrjaan teìknis yang tidak beìrhuìbuìngan 

langsuìng deìngan keìgiatan inti. Kareìna nantinya peìncarian teìnaga keìrja, 

peìngadaan training, sampai peìngalokasian reìkruìtmeìn uìntuìk posisi 

teìrteìntuì akan diatuìr oleìh peìruìsahaan ouìtsouìrcing. 

3. Meìnguìrangi beìban reìkruìtmeìn Yang teìrakhir, keìleìbihan ouìtsouìrcing 

adalah keìmuìdian seìmuìa uìruìsan seìleìksi karyawan juìga akan dilakuìkan 

oleìh peìruìsahaan ouìtsouìrcing. Seìmeìntara, peìruìsahaan yang 

meìmbuìtuìhkan jasa ouìtsouìrcing suìdah bisa langsuìng meìndapatkan 

karyawan teìrpilih dari peìruìsahaan ouìtsouìrcing. 

 

                                                     
76 Julyatika Fitriyaningrum, (2019, Oktober). Implementasi Sistem Alih Daya atau Outsourcing 

Dalam Mencapai Kesejahteraan Pekerja Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003. Volume 21, Nomor 1, Oktober 2019, Hal 96 
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• Keìleìbihan Bagi Karyawan  

1. Meìnambah skill Banyak peìruìsahaan yang meìmbuìtuìhkan 

ouìtsouìrcing kareìna dinilai suìdah ahli dalam bidangnya. Seìhingga 

dalam SOP nya, peìruìsahaan ouìtsouìrcing akan meìwajibkan para 

peìkeìrja uìntuìk meìndapatkan beìrbagai macam peìlatihan.  

2. Leìbih muìdah beìrkeìmbang Keìuìntuìngan lain meìnjadi peìkeìrja 

ouìtsouìrcing adalah dapat leìbih muìdah meìngeìmbangkan diri kareìna 

sifat peìkeìrjaan yang tidak teìrikat dan leìbih fleìksibeìl.   

3. Dapat beìrkeìmbang meìnjadi wirauìsahawan Salah satuì cara uìntuìk 

meìwuìjuìdkan jiwa wirauìsaha adalah meìlaluìi ouìtsouìrcing. Seìlain 

meìmiliki leìbih banyak waktuì luìang, meìreìka juìga dapat 

meìngguìnakan peìngeìtahuìan yang meìreìka peìroleìh dari kuìrsuìs yang 

dibeìrikan oleìh peìruìsahaan ouìtsouìrcing. 

4.  Meìngeìmbangkan keìmampuìan khuìsuìs Deìngan meìnjadi karyawan 

alih daya, meìreìka akan meìmpeìroleìh peìlatihan yang meìmbuìat 

meìreìka meìmiliki keìteìrampilan khuìsuìs. Dan biasanya, peìruìsahaan 

akan meìncari karyawan deìngan keìahlian khuìsuìs ini meìlaluìi 

ouìtsouìrcing. 

5. Proseìduìr reìkruìtmeìn yang seìdeìrhana, Salah satuì cara uìntuìk 

meìndapatkan peìkeìrjaan seìgeìra adalah deìngan meìndaftar di 

peìruìsahaan ouìtsouìrcing. Ini adalah hasil dari proseìduìr reìkruìtmeìn 

yang reìlatif seìdeìrhana 

• Keìkuìrangan Bagi peìruìsahaan Ouìtsouìrcing 

1. Beìrisiko keìteìrgantuìngan hal teìrseìbuìt muìngkin teìrjadi apabila ada 

sisteìm atauì cara keìrja yang dirahasiakan oleìh peìruìsahaan 

ouìtsouìrcing, seìhingga peìruìsahaan yang meìngguìnakan ouìtsouìrcing 

tidak bisa asal meìngeìtahuìi hal teìrseìbuìt. Seìhingga hanya peìgawai 

ouìtsouìrcing lah yang bisa meìnjadi soluìsi uìntuìk meìnyeìleìsaikan 

peìkeìrjaan teìrseìbuìt. 

2. Kontrak keìrja ceìndeìruìng peìndeìk Kontrak keìrja yang ceìndeìruìng 

peìndeìk ini akan meìreìpotkan peìruìsahaan. Kareìna haruìs seìring 
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meìmpeìrbaharuìi kontrak atauì meìncari peìruìsahaan lain uìntuìk teìnaga 

keìrja yang baruì. Dan jika meìmilih uìntuìk meìreìkruìt teìnaga keìrja dari 

instituìsi yang baruì, risiko yang akan meìreìka hadapi adalah proseìs 

dan peìralihan yang meìmakan waktuì lama. 

• Keìkuìrangan Ouìtsouìrcing Bagi Karyawan  

1. Peìriodeì keìrja tidak jeìlas Walauìpuìn suìdah adanya kontrak keìrja, 

peìmuìtuìsan kontrak seìwaktuì-waktuì dan PHK teìtap marak teìrjadi di 

kalangan peìkeìrja alih daya. Dan bila peìriodeì keìrja cuìkuìp lama 

namuìn gaji yang didapat tidak seìsuìai juìga akan meìnjadi keìruìgian 

bagi para peìkeìrja. 

2. Jeìnjang karir leìbih seìmpit Bagi Anda yang meìmiliki ambisi dan 

meìngeìjar karir di duìnia keìrja, teìntuì saja peìkeìrjaan ouìtsouìrcing 

tidak dapat dijadikan pilihan. Kareìna meìnjadi teìnaga keìrja 

ouìtsouìrcing meìmbuìat Anda tidak meìmiliki jeìnjang karir yang 

jeìlas.  

3. Keìseìjahteìraan kuìrang dipeìrhatikan Beìrbeìda deìngan para peìkeìrja 

teìtap, biasanya teìnaga keìrja ouìtsouìrcing tidak banyak dibeìrikan 

tuìnjangan oleìh peìruìsahaan. Seìhingga beìrakibat pada kuìrangnya 

tingkat keìseìjahteìraan peìgawai ouìtsouìrcing. 

4. Peìnghasilan tak meìneìntuì yang teìrakhir, para peìkeìrja seìring kali 

meìndapat uìpah yang tidak beìsar, dan ada beìbeìrapa peìruìsahaan 

yang kuìrang transparan dalam peìmbeìrian gaji pada para 

peìkeìrjanya. 

          Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahuìn 2003 Ketenagakerjaan 

Pasal 65.  

AYAT (1) Perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis diperlukan 

untuk menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. 

AYAT (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana 

disebutkan dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat berikut: 

a) dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; 
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b) dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi 

pekerjaan; 

c) merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan 

d) tidak menghambat proses produksi secara langsung. 

Ayat (3) menyatakan bahwa perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

harus berbadan hukum. Ayat (8) menyatakan bahwa jika ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak terpenuhi, hubungan kerja pekerja/buruh 

dengan perusahaan penerima pemborongan akan beralih menjadi hubungan kerja 

pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan berdasarkan hukum status.77    

           Peìrluìnya Meìreìvisi Peìratuìran Peìmeìrintah No 35 Tahuìn 2021 Seìbagai Soluìsi 

Meìnangguìlangi Peìrmasalahan mauìpuìn peìrluìnduìngaan huìkuìm Peìkeìrja Alih Daya. 

Dalam Peìratuìran Peìmeìrintah No. 35 Tahuìn 2021 Teìntang Peìrjanjian Keìrja Waktuì 

Teìrteìntuì, Alih Daya, Waktuì Keìrja dan Waktuì Istirahat dan Peìmuìtuìsan Huìbuìngan 

Keìrja hanya teìrdapat 2 Pasal yang meìngatuìr Peìrlinduìngan peìkeìrja alih daya yaituì 

Pasal 18 Jo Pasal 19. Seìmeìntara ituì Peìratuìran Peìmeìrintah No. 35 Tahuìn 2021 

Teìntang Peìrjanjian Keìrja Waktuì Teìrteìntuì, Alih Daya, Waktuì Keìrja dan Waktuì 

Istirahat dan Peìmuìtuìsan Huìbuìngan Keìrja meìruìpakan atuìran tuìruìnan dari Uìndang-

Uìndang No 11 Tahuìn 2020 Teìntang Cipta Keìrja yang mana Uìndang-Uìndang 

teìrseìbuìt teìlah dicabuìt dan diganti deìngan Uìndang-Uìndang No 6 Tahuìn 2023 

Teìntang Peìneìtapan Peìratuìran Peìmeìrintah Peìnggannti Uìndang-Uìndang Nomor 2 

Tahuìn 2022 Teìntang Cipta Keìrja Meìnjadi Uìndang-Uìndang akan teìtapi sampai 

deìngan saat ini peìmeìrintah beìluìm meìreìvisi Peìratuìan Peìmeìrintah No 35 Tahuìn 

2021, maka dari ituì peìmeìrintah peìrluì meìlakuìkan reìvisi Peìratuìran Peìmeìrintah No 

35 Tahuìn 2021 seìbagai tindak lanjuìt atas keìluìarnya  Uìndang-Uìndang No 6 Tahuìn 

2023 deìngan meìnambahkan Pasal yang meìmbeìrikan soluìsi atas peìrmasalahan 

Peìkeìrja Alih Daya deìngan meìnambah Pasal  yang dapat meìmbeìrikan peìrlinduìngan 

keìpada peìkeìrja alih daya antara lain seìbagai beìrikuìt : 

a. Jaminan keìlangsuìngan beìkeìrja 

b. Jaminan teìrpeìnuìhinya hak-hak peìkeìrja/buìruìh seìsuìai deìngan 

                                                     
77 Uìndang-Uìndang RI Nomor 13 Tahuìn 2003 Ketenagakerjaan Pasal 65. 



91 

 

peìratuìran peìruìndang-uìndangan dan yang dipeìrjanjikan ; dan 

c. Hak cuìti apabila teìlah meìmeìnuìhi syarat masa keìrja  

d. Hak atas jaminan social  

e. Hak atas tuìnjangan hari raya  

f. Hak atas istirahat paling singkat 1 (satuì) hari dalam 1 (satuì) mingguì  

g. Hak meìneìrima ganti ruìgi dalam hal huìbuìngan keìrja diakhiri seìbeìluìm 

peìrjanjian keìrja waktuì teìrteìntuì beìrakhir buìkan kareìna keìsalahan 

peìkeìrja  

h. Dalam hal peìrjanjian keìrja waktuì teìrteìntuì tidak meìmuìat keìteìntuìan 

seìbagaimana dimaksuìd dalam poin (a) sampai deìngan poin (h) maka 

statuìs huìbuìngan keìrja peìkeìrja/buìruìh beìruìbah meìnjadi huìbuìngan 

keìrja yang didasarkan atas peìrjanjian keìrja waktuì tidak teìrteìntuì 

peìruìsahaan alih daya seìjak ditandantanganinya peìrjanjian keìrja  

          Seìlain dari pada ituì reìvisi Peìratuìran Peìmeìrintah No 35 Tahuìn 2021 yang 

salah satuìnya meìngatuìr Alih Daya haruìs meìmuìat Pasal yang meìmbeìrikan 

peìrlinduìngan keìpada peìkeìrja alih daya antara lain seìbagai beìrikuìt :  

a. Dalam hal peìruìsahaan peìmbeìri peìkeìrjaan tidak meìlanjuìtkan 

peìrjanjian keìrja deìngan peìruìsahaan alih daya dan meìngalihkan 

peìkeìrjaan keìpada peìruìsahaan alih daya yang baruì maka peìruìsahaan 

alih daya yang baruì haruìs meìlanjuìtkan peìrjanjian keìrja yang teìlah 

ada seìbeìluìmnya tanpa meìnguìrangi keìteìntuìan yang ada dalam 

peìrjanjian keìrja yang teìlah diseìpakati  

b. Dalam hal teìrjadi peìngalihan peìkeìrjaan keìpada peìruìsahaan alih daya 

yang baruì seìbagaimana dimaksuìd dalam poin (a) maka masa keìrja 

peìkeìrja/buìruìh yang lama haruìs teìtap dianggap ada dan 

dipeìrhituìngkan oleìh peìruìsahaan alih daya yang baruì. 

c. Dalam hal seìpanjang peìkeìrjaannya masih teìtap ada peìruìsahaan alih 

daya yang baruì meìnolak meìlanjuìtkan peìrjanjian keìrja peìkeìrja alih 

daya seìbagaimana dimaksuìd dalam poin (b) maka statuìs huìkuìm 

peìkeìrja alih daya meìnjadi Peìrjanjian Keìrja Waktuì Tidak Teìrteìntuì 

(PKWTT) atauì peìkeìrja teìtap peìruìsahaan alih daya  
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d. Dalam hal seìpanjang peìkeìrjaannya masih teìtap ada peìruìsahaan 

peìmbeìri peìkeìrjaan meìngganti peìruìsahaan alih daya akan teìtapi 

peìruìsahaan peìmbeìri peìkeìrjaan meìnolak meìlanjuìtkan peìkeìrja alih 

daya maka statuìs huìkuìm peìkeìrja alih daya beìruìbah meìnjadi 

peìrjanjian keìrja waktuì tidak teìrteìntuì (PKWTT) atauì peìkeìrja teìtap 

peìruìsahaan peìmbeìri peìkeìrjaan   

 

3.2.5 Hak-Hak Pekerja Alih Daya Dalam Hal Pergantian  Perusahaan Alih 

Daya 

 

            UìUì Keìteìnagakeìrjaan meìngatuìr dan meìnjabarkan beìbeìrapa hak peìkeìrja, 

teìrmasuìk hak peìkeìrja/buìruìh dalam huìbuìngan keìrja. dapat dijadikan contoh (hak 

langsuìng), ialah seìmacam:  

1) Hak buìat tidak diskriminatif pada keìteìnagakeìrjaan beìrarti calon 

tidak dapat ditolak beìrdasarkan ras, agama, suìkuì, atauì karakteìristik 

lainnya seìlama proseìs peìreìkruìtan (khuìsuìsnya dalam huìbuìngan 

keìrja) (Ps 5 UìUì No. 13/2003 (UìUì Keìteìnagakeìrjaan)) (Ps 6 jo Ps 65 

ayat (4) seìrta 66 ayat (2) huìruìf c UìUì No. 13/ 2003 seìrta 

peìnjeìlasannya) 

2) Hak atas peìrlakuìan yang seìruìpa seìrta hak di teìmpat keìgiatan tanpa 

keìbeìratan). Keìmampuìan meìnambah dan meìnguìrangi seìrta 

meìngakuìi kompeìteìnsi keìgiatan (Ps 11 dan Ps 18 jo Ps 23 UìUì 

Keìteìnagakeìrjaan). 

3) Hak atas peìluìang yang seìruìpa dalam profeìsi, peìnsiuìn, beìralih 

profeìsi, seìrta meìndapatkan nafkah yang teìrpandang baguìs di dalam 

neìgara atauìpuìn di luìar neìgara (UìUì Keìteìnagakeìrjaan Ps 31 jo Ps 

88).  

4) Hak atas kompeìnsasi dan/atauì uìang leìmbuìr jika seìseìorang beìkeìrja 

leìbih lama dari jam biasanya atauì pada akhir peìkan atauì hari libuìr 

yang dijadwalkan (Ps 1 angka 30 dan Ps 78 ayat (2) jo Ps 77 ayat 

(2) UìUì Keìteìnagakeìrjaan).  
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5) Keìsangguìpan uìntuìk meìlakuìkan keìgiatan keìagamaan sambil 

dibayar, khuìsuìsnya ibadah jangka panjang (UìUì Keìteìnagakeìrjaan 

Ps 81 jo Ps 84) 

6) Peìreìmpuìan, khuìsuìsnya, meìmpuìnyai hak uìntuìk meìmilah tidak 

beìrtuìgas seìpanjang( sakit) datang buìlan, meìskipuìn meìreìka tidak 

meìndapat kompeìnsasi atas keìtidakhadirannya (UìUì 

Keìteìnagakeìrjaan Ps 81)  

7) Hak atas keìleìpasan beìrbadan duìa dan meìlahirkan yang dibayar, 

teìrcantuìm uìntuìk aborsi  (UìUì Keìteìnagakeìrjaan Ps 82 jo Ps 84)  

8) Hak, peìrawatan akhlak seìrta keìsuìsilaan, dan peìrlakuìan yang cocok 

deìngan deìrajat seìrta deìrajat orang seìrta nilai- nilai agama (Ps 86 

ayat (1) jo Ps 3 ayat (1) UìUì No .1/1970 )  

9) Hak peìkeìrja dalam hal jamsos dituìangkan dalam UìUì 

Keìteìnagakeìrjaan Ps 99 ayat (1), seìrta Pasal 3 ayat (2) dan Ps 6 UìUì 

No. 3/1992.  

10)  Hak uìntuìk meìndirikan seìrta beìrgabuìng deìngan sindikat peìkeìrja 

cocok deìngan keìteìntuìan UìUì No. 21/2000 seìrta Ps 104 UìUì 

Keìteìnagakeìrjaan.  

11)  Keìbeìbasan uìntuìk beìkeìrja meìnuìruìt proseìs dilinduìngi oleìh UìUì No. 

13 Tahuìn 2003 teìntang Keìteìnagakeìrjaan Pasal 137 dan 138. Hak 

uìntuìk meìneìrima "ganti ruìgi" jika huìbuìngan keìrja meìreìka adalah 

PKWTT atauì dianggap seìbagai PKWTT dan meìmeìnuìhi kriteìria - 

PKWTT - adalah tidak teìrseìdia bagi peìkeìrja ouìtsouìrcing yang di-

ouìtsouìrceì kareìna tidak meìmiliki hak peìsangon yang sama (Ps 156 

ayat (1) UìUì Keìteìnagakeìrjaan). 

 

           Hak ialah prasyarat keìbeìradaan manuìsia. Seìseìorang meìmiliki hak ini dan 

dapat meìngguìnakannya uìntuìk keìuìntuìngan meìreìka. Keìtika seìseìorang meìnikmati 

hak-hak teìrseìbuìt, meìreìka beìbas uìntuìk meìlaksanakannya tanpa dipaksa atauì 

diancam oleìh siapapuìn. Seìbagai akibat dari huìbuìngan keìrja antara peìkeìrja dan 

peìmbeìri keìrja/ageìn, hak-hak peìkeìrja beìrkeìmbang.  
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Uìndang-Uìndang Keìteìnagakeìrjaan, yang meìngatuìr teìntang uìndang-uìndang 

keìteìnagakeìrjaan, meìngatuìr teìntang hak-hak dasar peìkeìrja di Indoneìsia:   

1. Hak Bawah Peìkeìrja dalam Ikatan Keìteìnagakeìrjaan Tiap peìkeìrja beìrkuìasa 

meìndapatkan, tingkatkan, seìrta meìningkatkan keìmampuìan profeìsinya 

cocok deìngan keìmampuìan, ateìnsi, seìrta keìmampuìannya. Tiap peìgawai 

beìrkuìasa atas proteìksi: 

a. Keìseìhatan keìrja seìrta keìseìlamatan  

b. Keìsuìsilaan seìrta moral  

c. ppeìrlakuìan yang seìsuìai deìngan cita-cita agama dan martabat manuìsia.  

d. Seìtiap karyawan beìrhak uìntuìk beìrorganisasi dan beìrgabuìng seìbagai 

anggota. (UìUì No. 21/2000 teìntang Seìrikat Peìkeìrja/Seìrikat Buìruìh dan 

UìUì Keìteìnagakeìrjaan meìmpuìnyai landasan huìkuìm).  

2. Hak Dasar Peìkeìrja teìntang Jamsos seìrta K3 

a. Jamsos dan Keìteìnagakeìrjaan Jaminan sosial keìteìnagakeìrjaan 

meìruìpakan hak seìtiap peìkeìrja dan keìluìarganya, dan ituì teìrdiri dari:  

• Jaminan Keìceìlakaan Keìrja  

• Jaminan keìmatian  

• Jaminan Hari Tuìa  

• Jaminan Peìmeìliharaan Keìseìhatan  

b.  Keìseìlamatan dan keìseìhatan keìrja   

          Karyawan deìngan hak meìnuìntuìt majikan meìreìka meìmatuìhi 

seìmuìa peìratuìran keìseìlamatan dan keìseìhatan keìrja. meìnguìngkapkan 

keìkhawatiran teìntang beìkeìrja di lingkuìngan di mana alat peìrtahanan 

diri dan standar keìseìlamatan dan keìseìhatan keìrja dipeìrluìkan, yang 

haruìs dia cuìrigai. UìUì No. 1/1970, UìUì Keìteìnagakeìrjaan, UìUì No. 

3/1992, Keìpreìs No. 22/1993, PP No. 4/1993, Peìrmeìn No.4/1993 seìrta 

Peìrmeìn No. 1/1998.  

3. Hak Dasar Peìkeìrja Atas Proteìksi Uìpah   

         Tiap karyawan meìmiliki hak atas kompeìnsasi yang meìmeìnuìhi 

standar hiduìp yang dapat diteìrima buìat manuìsiawi. Imbalan minimal 



95 

 

cuìma leìgal uìntuìk orang yang suìdah beìrtuìgas kuìrang dari 1( satuì) tahuìn. 

Rincian peìmasuìkan peìkeìrja deìngan peìngalaman leìbih dari satuì tahuìn.  

Karyawan laki-laki seìrta peìreìmpuìan tidak dapat diancam oleìh peìmbeìri 

keìrja keìtika meìneìtapkan uìpah uìntuìk tuìgas yang sama. Jika karyawan 

tidak seìhat dan tidak dapat meìlakuìkan peìkeìrjaannya, majikan teìtap 

diharuìskan meìmbayar gaji meìreìka. Jika karyawan tidak masuìk keìrja 

kareìna keìadaan yang teìrcantuìm di bawah ini, peìmbeìri keìrja teìtap haruìs 

meìmbayar uìpah meìreìka seìsuìai d  

1. Karyawan yang meìnikah meìndapat kompeìnsasi seìlama 

3 hari.  

2. Seìlama 2 hari anakanya di nikahkan deìngan uìangnya  

3. Meìmbuìnuìh anaknya seìlama 2 hari.  

4. Meìmbayar uìntuìk 2 hari peìmbaptisan anak   

5. Istri dibayar seìlama 2 hari buìat meìlahirkan atauìpuìn 

meìmeìlihara kanduìngan.  

6. Meìninggalnya pasangan, orang tuìa, meìrtuìa, anak, atauì 

orang lain; kompeìnsasi seìlama 2 (duìa) hari  

7. Seìorang anggota ruìmah tangga meìninggal duìnia, dan 

uìang seìwa satuì hari dibayarkan.  

           Apabila dalam meìlakuìkan peìkeìrjaan, buìruìh migran tidak 

meìneìrima uìpah atauì tuìnjangan lain dari peìmeìrintah uìntuìk jangka waktuì 

yang tidak leìbih dari satuì tahuìn, majikan haruìs meìluìnasi imbalan yang 

lazim dibayarkan pada peìgawai yang tidak sangguìp meìlakuìkan 

profeìsinya. keìwajiban seìbab meìreìka meìmeìnuìhi peìranan neìgeìri. 

Peìnguìasa haruìs seìnantiasa meìluìnasi imbalan pada peìkeìrja yang tidak 

bisa meìlaksanakan profeìsinya seìbab meìnuìnaikan peìranan agama 

seìpanjang duìrasi yang dibuìtuìhkan, hingga deìngan sangat lama tiga 

buìlan.  

            Wiraswasta haruìs seìnantiasa meìluìnasi imbalan pada peìkeìrja 

yang tidak bisa meìlaksanakan profeìsinya seìbab meìnuìnaikan peìranan 

agama seìpanjang duìrasi yang dibuìtuìhkan, sampai deìngan paling lama 



96 

 

tiga buìlan. Peìnguìsaha diharuìskan meìmbayar kompeìnsasi keìpada 

tuìkang batuì yang beìrseìdia meìlakuìkan peìkeìrjaan yang meìnjanjikan, 

teìtapi meìreìka seìring meìmilih uìntuìk tidak kareìna keìsalahan meìreìka 

seìndiri atauì halangan yang tidak peìrluì. Apabila uìpah dibayarkan seìteìlah 

tanggal jatuìh teìmpo, maka ditambah deìnda seìbeìsar 5% (lima peìrseìn) 

dari hari keìeìmpat sampai hari keìdeìlapan seìteìlah tanggal jatuìh teìmpo. 

Seìteìlah hari keìtuìjuìh, seìpanjang tambahan buìlanan tidak leìbih dari lima 

puìluìh peìrseìn pada peìnghasilan yang seìmeìstinya.  Imbalan seìrta hak- 

hak peìkeìrja atauì peìgawai yang lain ialah pinjaman yang haruìs diluìnasi 

teìrleìbih dahuìluì dalam peìrihal seìsuìatuì induìstri diklaim ambruìk atauìpuìn 

dilikuìidasi cocok deìngan peìratuìran peìruìndang- uìndangan yang leìgal. 

Buìat tiap hari keìteìrlambatan, bonuìs satuì peìrseìn wajib dibayar( bawah 

huìkuìm). UìUì No. 13/2003 yang meìnata eìngan uìndang-uìndang:  

peìrmasalahan keìteìnagakeìrjaan, PP . 8/1981 yang meìngatuìr 

peìrlinduìngan uìpah, dan Peìrmeìn No. 1/1999 yang meìnata meìngeìnai 

uìpah minimuìm)/  

4. Hak Bawah Peìkeìrja: Peìmisahan Jam Keìgiatan, Reìhat, Keìleìpasan, seìrta hari 

preìi tiap peìmbeìri keìrjaharuìs meìmbeìrlakuìkan peìratuìran jam keìrja teìrteìntuì:  

a. Satuì hari, 7 jam, dan 40 jam 6 hari keìrja dalam 1 mingguì, atauìpuìn 

seìmingguì.  

b. 8 jam 40 jam seìrta 1 hari 5 hari keìrja dalam seìmingguì, atauì 1 

(satuì) mingguì.   

Wiraswasta yang meìmpeìrkeìrjakan peìgawai atauìpuìn peìgawai seìhabis jam 

keìgiatan reìguìleìr wajib meìmatuìhi atuìran:  

a. teìrdapat peìrseìtuìjuìan peìkeìrja atauì peìgawai yang beìrsangkuìtann  

b. Leìmbuìr dibatasi total 3 jam peìr hari seìrta 14 jam peìr mingguì.  

         Peìnguìsaha haruìs meìmbeìri kompeìnsasi keìpada peìkeìrja yang beìrtuìgas di luìar 

jam keìgiatan reìguìleìr deìngan imbalan leìmbuìr. Peìkeìrja/buìruìh beìrhak atas istirahat 

dan waktuì istirahat yang haruìs ditawarkan oleìh peìmbeìri keìrja. ituì teìrmasuìk:  

a. istirahat seìteìlah beìkeìrja seìlama total 4 (eìmpat) jam beìrtuìruìt-tuìruìt, 

seìkuìrangkuìrangnya 30 meìnit seìteìlah seìleìsai.  
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b. beìrsantai seìtiap mingguì. apakah ituì duìa hari uìntuìk mingguì keìrja 

lima hari atauì satuì hari uìntuìk mingguì keìrja eìnam hari.  

c. Cuìti tahuìnan, yang haruìs diambil seìlambat-lambatnya 12 hari 

keìgiatan seìhabis hari teìrakhir beìrtuìgas teìruìs-teìruìsan..  

d. Apabila seìorang peìkeìrja atauìpuìn peìgawai suìdah beìrtuìgas laluì 

meìneìmbuìs seìpanjang 6 tahuìn pada induìstri yang seìruìpa, haruìs 

reìhat jauìh sangat seìdikit 2 buìlan, seìrta pada tahuìn keì 7 seìrta keì 8, 

tiap- tiap 1 buìlan, deìngan deìteìrminasi tidak lagi beìrkuìasa atas 

reìhat tahuìnannya dalam duìrasi 2 tahuìn seìlanjuìtnya. hingga tiap 

bonuìs eìra keìgiatan 6 tahuìn akan teìrpeìngaruìh.  

  

Tangguìng jawab peìnguìsaha meìmbagikan peìluìang yang luìmayan pada 

peìkeìrja atauì peìgawai buìat meìnuìnaikan peìranan agama yang dianuìt oleìh 

keìyakinannya (UìUì Keìteìnagakeìrjaan). 

 

5. Hak meìmbuìat Dasar PKB   

Seìrikat peìkeìrja/Seìrikat buìruìh, feìdeìrasi dan konfeìdeìrasi Seìrikat 

peìkeìrja/Seìrikat buìruìh yang teìlah meìmpuìnyai nomor buìkti peìncatatan beìrhak:  

a. PKB dibuìat deìngan peìnguìsaha    

b. Peìreìncanaan yang matang masuìk keì dalam peìrsiapan PKB.  

c. PKB haruìs disampaikan deìngan cara teìrcatat deìngan meìmakai 

graf latin seìrta bahasa Indoneìsia.  

d. Hanya 1 PKB yang meìncakuìp seìluìruìh peìkeìrja/buìruìh dalam 

suìatuì peìruìsahaan yang dapat dibuìat.  

e.  Jangka waktuì PKB paling lama 2 (duìa) tahuìn.  

f. eìrsuìmbeìr pada peìrjanjian teìrcatat antara owneìr uìpaya deìngan 

sindikat peìkeìrja atauì sindikat peìgawai, PK bisa dipeìrpanjang 

paling lama seìtahuìn.  

g. Seìlambat-lambatnya 3 buìlan saat seìbeìluìm akad keìgiatan 

beìrsama yang saat ini beìrakhir, neìgosiasi uìntuìk peìrjanjian baruì 

dapat dimuìlai.   
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h. Dalam peìrihal peìnanganan tidak meìnciptakan peìrjanjian, 

hingga akad keìrjasama yang leìgal seìnantiasa leìgal sangat lama 

1( satuì) tahuìn.  

PKB sangat seìdikit muìat:  

1. Keìwajiban dan hak peìnguìsaha  

2. Hak seìrta peìranan peìkeìrja seìrta sindikat peìkeìrja dan sindikat 

peìkeìrja  

3. Waktuì duìrasi seìrta beìrteìpatan pada beìrlakuìnya PKB 

4.  Pada PKB pihak-pihak haruìs meìnandatanganinya.  

          Klauìsuìl peìrjanjian keìrja sama tidak boleìh meìlanggar huìkuìm atauì atuìran yang 

beìrlakuì. Isi peìrjanjian keìrjasama yang beìrlawanan deìngan deìteìrminasi peìratuìran 

peìruìndang-uìndangan yang leìgal beìgituì juìga diartikan pada bagian( 2) meìruìpakan 

teìrtuìnda uìntuìk huìkuìm seìrta deìteìrminasi peìratuìran peìruìndang- uìndangan yang leìgal. 

Bila keìduìa pihak seìpakat, tiap peìrgantian pada PKB meìnjadi bagian peìrmaneìn dari 

peìngatuìran saat ini. (UìUì No. 21/2000 seìrta UìUì Keìteìnagakeìrjaan). 

          Hak dasar peìkeìrja dan buìruìh teìlah diuìraikan di atas; namuìn, peìkeìrja uìpahan 

tidak seìlaluì dapat meìmanfaatkan seìmuìa hak ini kareìna peìnguìsaha alihdaya leìbih 

meìnguìtamakan gagasan uìsaha daripada meìmiliki juìmlah peìkeìrja yang beìrleìbihan 

seìbagai faktor produìksi. Akibatnya, peìkeìrja uìpahan tidak meìmiliki keìinginan uìntuìk 

beìkeìrja. Peìrluì diingat bahwa UìUì No. 16/2011 meìnjamin hak konstituìsional seìtiap 

orang uìntuìk meìndapatkan peìngakuìan yang seìimbang, peìrlinduìngan, dan keìjeìlasan 

huìkuìm, meìskipuìn Teìori Motivasi Eìksteìrnal meìngatakan bahwa ada keìbuìtuìhan 

uìntuìk meìningkatkan keìinginan uìntuìk beìkeìrja. Meìnuìruìt UìUì No. 16/2011, Neìgara 

Reìpuìblik Indoneìsia beìrtangguìng jawab uìntuìk meìmbantuì orang-orang yang 

meìmbuìtuìhkan yang meìngalami keìsuìlitan huìkuìm uìntuìk meìndapatkan akseìs keì 

keìadilan. 

 

4.2.6 Wawancaran dengan Serikat Pekerja  

          Penulis  dalam satu kesempatan pada tanggal 16 September 2024  

mewawancarai secara langsung Asep Septiana,S.H.,M.H selaku Ketua Bidang 

Advokasi dan Hukum Serikat Pekerja Dewan Pimpinan Cabang Sarikat Buruh 
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Muslimin Indonesia Kabupaten Karawang (DPC KSARBUMUSI Karawang) di 

Kantor DPC KSARBUMUSI Karawang  

membahas permasalahan Pekerja Alih Daya pada saat terjadi pergantian perusahaan  

1. Bagaimanakah pendapat anda mengenai pengaturan pekerjaan alih 

daya setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja  

Menurut saya pengaturan pekerjan alih daya alih setelah 

adanya Undang—Undang Cipta Kerja kurang begitu 

menguntungkan apabila dilihat dari perspektif pekerja, akan 

tetapi akan berbeda apabila dilihat dari perspektif pengusaha 

tentu Undang-Undang Cipta Kerja cenderung 

menguntungkan pengusaha  terutama dalam pengaturan 

pekerjaan alih daya  

2. Dimanakah letak kurang menguntungkannya dari perspektif pekerja  

Apabila di analisa melihat perbandingan aturan hukum yang 

mengatur pekerjaan alih daya berdasarkan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan dan Permenaker 19 Tahun 2012 tentu 

sangat berbeda sekali dengan Undang-Undang Cipta Kerja. 

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan masih mengatur 

larangan pekerja/buruh alih daya tidak boleh digunakan oleh 

pemberi kerja untuk melasanakan kegiatan pokok atau 

kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses 

produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau 

kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses 

produksi,  

3. Barankali bisa dijelaskan secara spesifik jenis pekerjaan apa saja 

yang bisa di alih dayakan ? 

Bahwa apabila di analisa secara spesifik selain dari pada 

ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam 

Permenaker 19 Tahun 2012 aturan yang mengatur pekerjaan 

yang bisa di alih dayakan hanya 5 (lima) jenis pekerjaan 

yaitu, usaha pelayanan kebersihan, usaha penyediaan 



100 

 

makanan bagi pekerja buruh, usaha tenaga pengamanan, 

usaha jasa penunjang pertambangan, usaha penyediaan 

angkutan bagi pekerja/burruh. Akan tetapi sejak adanya 

Undang-Undang Cipta Kerja ketentuan aturan tersebut sudah 

dihapus maka dari itu kebijakan tersebut sangat merugikan 

pekerja karena pekerjaan alih daya bisa dilaksanakan 

diseluruh jenis pekerjaan. 

4. Tadi anda mengatakan pengaturan pekerjaan alih daya dalam 

Undang-Undang Cipta Kerja cenderung menguntungkan 

pengusaha bisa dijelaskan maksudnya  

Apabila dianalisa dan dilakukan perbandingan antara 

Undang-Undang Ketenagakerjaan beserta turunnannya 

dengan Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya 

terlihat sangat jelas bahwa terdapat larangan-larangan bagi 

pengusaha dalam menempatkan pekerja alih daya, akan 

tetapi larangan tersebut sudah dicabut dalam Undang-

Undang Cipta Kerja maka kemudian bisa ditafsirkan bahwa 

pekerja alih daya bisa ditempatkan diberbagai jenis pekerjaan 

termasuk pekerjaan inti proses produksi jelas itu 

menguntungkan pengusaha karena memperluas cakupan 

jenis pekerjaan yang sebelumnya dibatasi.  

5. Bagaimanakah anda melihat perlindungan pekerja/buruh alih daya 

pada saat terjadinya pergantian perusahaan alih daya apakah sudah 

ada perlindungan yang maksimal ? 

Perlindungan pekerja/buruh alih daya merupakan ssesuatu 

yang sangat penting namun kurang begitu diperhatikan oleh 

pembuat Undang-Undang, bila mengamati secara seksama 

dalam Undang-Undang Cipta kerja  hanya mengatur 1 (Satu) 

Pasal  Pekerjaan alih daya yaitu Pasal 66 sementara itu 

Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 hanya mengatur 3 

(Tiga) Pasal pekerjaan alih daya, kedua aturan hukum 
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tersebut bahkan tidak mengatur sanksi bagi perusahaan yang 

tidak memberikan perlindungan hukum kepada pekerja alih 

daya. 

6. Menurut anda bagaimanakah cara yang harus dilakukan supaya 

pekerja alih daya bisa terlindungi?  

                                       Pekerja alih daya bisa terlindungi apabila ada aturan yang 

secara spesifik mengatur perlindungan hukum terhadap 

pekerja alih daya akan tetapi dalam Undang-Undang Cipta 

Kerja dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No 35 

Tahun 2021 tidak mengatur secara spesifik perlindungan 

hukum terhadap pekerja alih daya. Maka dari itu perlu 

membuat aturan hukum yang melindungi pekerja alih daya 

pada saat terjadi pergantian perusahan alih daya  

7. Bagaminana langkah membuat aturan hukum yang anda maksud ?  

Apabila diamati dalam Undang-Undang Cipta kerja dan 

Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 tidak ada aturan dan 

sanksi yang mengatur dalam hal perusahan pemberi kerja 

menolak melanjutkan perjanjian kerja dengan pekerja alih 

daya apabila terjadi pegantian perusahaan alih daya 

sepanjang pekerjaannya masih tetap ada. Selain dari pada itu 

Undang-Undang Cipta Kerja dan turunnanya juga tidak 

mengatur sanksi bagi perusahaan alih daya yang baru yang 

menolak melanjutkan perjanjian kerja alih daya dengan  

pekerja alih daya sepanjang pekerjaannya masih tetap ada. 

Maka dari itu perlu melakukan revisi Peraturan Pemerintah 

No 35 Tahun 2021 dengan memasukan sanksi hukum bagi 

perusahaan pemberi kerja dan perusahaan alih daya yang 

menolak melanjutkan perjanjian kerja dengan pekerja alih 

daya sepanjang pekerjaannya masih tetap ada.  

 

 

 



102 

 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1  Kesimpulan 

1. Bahwa peìngatuìran peìkeìrjaan alih daya seìteìlah beìrlakuìnya Uìndang-

Uìndang No 6 Tahuìn 2023 Teìntang Peìneìtapan Peìratuìran Peìmeìrintah 

Peìngganti Uìndang-Uìndang Nomor 2 Tahuìn 2022 Teìntang Cipta Keìrja 

Meìnjadi Uìndang-Uìndang teìlah meìnghapuìs Peìratuìran Meìnteìri Teìnaga 

Keìrja dan Transmigrasi No 19 Tahuìn 2012 Teìntang Syarat-Syarat 

Peìnyeìrahan Seìbagian Peìlaksanaan Peìkeìrjaan Keìpada Peìruìsahaan Lain 

yang meìngatuìr lima jeìnis peìkeìrjaan yang bias dialihdayakan yaituì, Uìsaha 

Peìlayanan Keìbeìrsihan (Cleìaning Seìrviceì), Uìsaha peìnyeìdiaan makanan 

bagi peìkeìrja/buìruìh (Cateìring), uìsaha teìnaga peìngamanan (seìcuìrity), 

Uìsaha jasa peìnuìnjang di peìrtambangan dan peìrminyakan, peìnyeìdiaan 

angkuìtan bagi peìkeìrja atauì buìruìh, deìngan dihapuìsnya 5 (lima) jeìnis 

peìkeìrjaan teìrseìbuìt maka peìkeìrjaan alih daya bisa diteìrapkan keìpada 

seìluìruìh jeìnis peìkeìrjaan. Seìlain daripada ituì 4 (eìmpat) syarat-syarat 

peìkeìrjaan yang dapat diseìrahkan keìpada peìruìsahaan lain antara lain 

dilakuìkan haruìs teìrpisah dari keìgiatan uìtama, dilakuìkan deìngan peìrintah 

langsuìng atauì tidak langsuìng dari peìmbeìri peìkeìrjaan, meìruìpakan keìgiatan 

peìnuìnjang peìruìsahaan seìcara keìseìluìruìhan, dan tidak meìnghambat proseìs 

produìksi, keìeìmpat syarat teìrseìbuìt seìkarang teìlah dihapuìs oleìh Uìndang-

Uìndang Cipta Keìrja.  

2. Bahwa dalam hal Peìruìsahaan alih daya meìmpeìkeìrjakan peìkeìrja/buìruìh 

beìrdasarkan Peìrjanjiajian Keìrja Waktuì Teìrteìntuì (PKWT) maka peìrjanjian 

teìrseìbuìt haruìs meìnsyaratkan peìngalihan peìrlinduìngan hak bagi 

peìkeìrja/buìruìh dalam hal teìrjadi peìrgantian Peìruìsahaan alih daya seìpanjang 

obyeìk peìkeìrjaanya masih ada, peìrlinduìngan huìkuìm teìrseìbuìt meìnjadi 

tangguìng jawab Peìruìsahaan alih daya, akan teìtapi beìntuìk tangguìng jawab 

Peìruìsahaan alih daya tidak dijeìlaskan seìcara speìsifik dalam atuìran huìkuìm 
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 teìrseìbuìt seìhingga posisi peìkeìrja meìnjadi leìmah dan kuìrang teìrlinduìngi 

haknya.  

4.2  Saran 

1. Bahwa deìngan dihapuìsnya (5) lima jeìnis peìkeìrjaan yang diatuìr dalam 

Peìratuìran Meìnteìri Teìnaga Keìrja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahuìn 2012 

Teìntang Syarat-Syarat Peìnyeìrahan Seìbagian Peìlaksanaan Peìkeìrjaan 

Keìpada Peìruìsahaan Lain yaituì, uìsaha peìlayanan keìbeìrsihan (Cleìaning 

Seìrvis), uìsaha peìnyeìdiaan makanan bagi peìkeìrja/buìruìh (cateìring), uìsaha 

teìnaga peìngamanan (Seìcuìrity), uìsaha jasa peìnuìnjang di peìrtambangan dan 

peìrminyakan, uìsaha peìnyeìdia angkuìtan bagi peìkeìrja atauì buìruìh oleìh  

adanya Uìndang-Uìndang Nomor 6 Tahuìn 2023 Teìntang Peìneìtapan 

Peìratuìran Peìmeìrintah Peìngganti Uìndang-Uìndang Nomor 2 Tahuìn 2022 

Teìntang Cipta Keìrja Meìnjadi Uìndang-Uìndang atauì yang biasa dikeìnal 

deìngan Uìndang-Uìndang Cipta Keìrja Jo Peìratuìran Peìmeìrintah Nomor 35 

Tahuìn 2020 ceìndeìruìng meìruìgikan peìkeìrja/buìruìh kareìna peìkeìrjaan alih 

daya tidak meìmiliki batasan. Seìlain dari pada ituì 4 (eìmpat) syarat-syarat 

peìkeìrjaan yang dapat diseìrahkan keìpada peìruìsahaan lain antara lain haruìs 

teìrpisah dari keìgiatan uìtama, dilakuìkan deìngan peìrintah langsuìng atauì 

tidak langsuìng dari peìmbeìri peìkeìrjaan, meìruìpakan peìkeìrjaan peìnuìnjang 

peìruìsahaan seìcara keìseìluìruìhan, dan tidak meìnghambat proseìs produìksi, 

keìeìmpat syarat teìrseìbuìt teìlah dihapuìs oleìh Uìndang-Uìndang Cipta Keìrja. 

Deìngan deìmikian dihapuìsnya jeìnis-jeìnis peìkeìrjaan dan syarat-syarat 

peìkeìrjaan alih daya meìmbuìat peìkeìrja/buìruìh meìngalami proseìs panjang 

uìntuìk bisa meìndapatkan keìpastian huìkuìm meìnjadi Peìkeìrja teìtap kareìna 

haruìs dimuìlai deìngan meìnjadi peìkeìrja alih daya seìlama beìrtahuìn-tahuìn 

seìteìlah ituì meìnjadi peìkeìrja deìngan Peìrjanjian Keìrja Waktuì Teìrteìntuì 

(PKWT) maksimal 5 Tahuìn baruì seìteìlah ituì meìnjadi Peìrjanjian Keìrja 

Waktuì Tidak Teìrteìntuì (PKWTT). Maka meìnuìruìt peìnuìlis haruìs ada 

peìmbatasan jeìnis peìkeìrjaan yang bisa dialihdayakan seìhingga 

peìkeìrja/buìruìh bisa meìndaptkan keìpastian huìkuìm.  
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Seìlain dari pada ituì haruìs ada peìratuìran yang meìngatuìr batas waktuì paling 

lama Peìrjanjian Keìrja Waktuì Teìrteìntuì (PKWT) alih daya   

2. Bahwa keìtika teìrjadi peìrgantian peìruìsahaan alih daya maka peìruìsahaan 

alih daya yang baruì haruìs meìlanjuìtkan peìrjanjian keìrja tanpa meìnguìrangi 

keìteìntuìan yang teìlah ada dalam peìrjanjian keìrja yang teìlah diseìpakati 

seìbeìluìmnya seìpanjang obyeìk peìkeìrjaannya masih teìtap ada. Kareìna pada 

praktiknya seìringkali keìtika peìruìsahaan peìmbeìri keìrja meìngganti 

peìruìsahaan alih daya maka peìkeìrja alih daya teìrseìbuìt langsuìng 

dibeìrheìntikan seìcara seìpihak seìhingga peìkeìrja/buìruìh tidak meìndapatkan 

hak-haknya. Maka dari ituì peìrluì ada reìvisi atuìran huìkuìm Peìratuìran 

Peìmeìrintah No 35 Tahuìn 2021 yang meìmbeìrikan sanksi teìgas keìpada 

peìruìsahaan peìmbeìri peìkeìrjaan dan keìpada peìruìsahaan alih daya yang 

meìnolak meìlanjuìtkan meìmpeìkeìrjakan peìkeìrja alih daya seìpanjang 

peìkeìrjaanya masih teìtap ada.  

3. Peìrluì ada reìvisi Peìratuìran Peìmeìrintah No 35 Tahuìn 2021 yang salah 

saatuìnya meìmasuìkan Pasal yang meìlinduìngi peìkeìrja alih daya seìbagai 

beìrikuìt “Seìpanjang peìkeìrjaannya masih teìtap ada, dalam hal peìruìsahaan 

peìmbeìri peìkeìrjaan meìngganti peìruìsahaan alih daya maka peìruìsahaan 

alih daya yang baruì, wajib meìlanjuìtkan peìrjanjian keìrja peìkeìrja alih 

daya, apabila peìruìsahaan alih daya yang baruì meìnolak meìlanjuìtkan 

peìrjanjian keìrja peìkeìrja alih daya, maka statuìs huìkuìm peìkeìrja alih daya 

beìruìbah meìnjadi Peìrjanjian Keìrja Waktuì Tidak Teìrteìntuì 

(PKWTT)/peìkeìrja teìtap  peìruìsahaan alih daya”  

4. Peìrluì adanya reìvisi PP No 35 Tahuìn 2021 yang salah satuìnya meìmasuìkan 

Pasal yang meìlinduìngi peìkeìrja alih daya seìbagai beìrikuìt “Seìpanjang 

peìkeìrjaannya masih teìtap ada, dalam hal peìruìsahaan peìmbeìri peìkeìrjaan 

meìngganti peìruìsahaan alih daya maka peìruìsahaan peìmbeìri peìkeìrjaan 

wajib meìlanjuìtkan peìkeìrja  alih daya, apabila peìruìsahaan peìmbeìri 

peìkeìrjaan meìnolak meìlanjuìtkan peìkeìrja alih daya maka statuìs huìkuìm 

peìkeìrja alih daya beìruìbah meìnjadi Peìrjanjian Keìrja Waktuì Tidak Teìrteìntuì 

(PKWTT) /peìkeìrja teìtap peìruìsahaan peìmbeìri peìkeìrjaan.  
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Daftar Pustaka 
 

Perundang-Undangan 

 

Peìratuìran Peìmeìrintah  Nomor  35  Tahuìn  2021  teìntang  Peìrjanjian  Keìrja  Waktuì  

Teìrteìntuì, Alih Daya, Waktuì Keìrja dan Waktuì Istirahat, dan Peìmuìtuìsan Huìbuìngan 

Keìrja. 

Peìratuìran Peìmeìrintah Nomor 35 Tahuìn 2021 

Uìndang-Uìndang Keìteìnagakeìrjaan, UìUì No. 13 Tahuìn 2023, Pasal 64 

Uìndang-Uìndang Nomor 11 Tahuìn 2020 teìntang Cipta Keìrja 

Uìndang-Uìndang Nomor 13 Tahuìn 2003 Teìntang Keìteìnagakeìrjaan 

Uìndang-Uìndang Nomor 39 Tahuìn 1999 teìntang Hak Asasi Manuìsia 

Uìndang-Uìndang Nomor 6 Tahuìn 2023 Cipta Keìrja 
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